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ABSTRAK 
 

FAJAR HAMZAH: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 

Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP. Tesis. Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, 

2024 

Kebijakan Pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK 

merupakan komponen penting dalam peningkatan kualitas PJOK, prestasi olahraga, 

dan minat masyarakat terhadap olahraga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

(1) prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK SMP oleh Pemda Kabupaaten Pati; (2) bentuk, landasan, arah, dan 

substansi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP oleh Pemda 

Kabupaten Pati; (3) dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP 

di Kabupaten Pati.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Sumber data adalah para pemangku kepentingan kebijakan pengadaan 

sarana dan prasarana PJOK di Kabupaten Pati. Data dikumpulkan dengan: (1) studi 

dokumen/arsip, (2) wawancara mendalam, dan (3) observasi. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, 

sehingga secara otomatis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.  

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa prosedur, pemerataan, 

ketersediaan, ketercukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP secara 

umum sudah dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Pati. Tetapi 

penyediaan sarpras PJOK SMP belum maksimal dilakukan olah Satuan Pendidikan 

terkait. Bersamaan dengan itu, bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK oleh Pemerintah Kabupaten Pati sudah baik 

namun belum menjadi prioritas utama. Dampak normatif, struktural, konstituen, 

dan teknikal kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK belum nampak. Hal 

ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat mampu memberikan 

dukungan dan manfaat yang besar untuk Satuan Pendidikan, siswa, dan masyarakat. 

Kata kunci: Analisis, Kebijakan Pemerintah, Sarana dan Prasarana 
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ABSTRACT 

FAJAR HAMZAH: Analysis on the Policy of Regional Government of Pati 

Regency in the Provision of Physical Education Facilities and Infrastructure in 

Junior High Schools. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Sport and Health Sciences, 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2024 

 

Government policy regarding the provision of Physical Education facilities 

and infrastructure is an important component in improving the quality of Physical 

Education achievements and public interest in sports. This research aims to 

determine (1) the procedures, equity, availability, and adequacy of the provision of 

Physical Education facilities and infrastructure in junior high schools by the 

Regional Government of Pati Regency; (2) the form, basis, direction, and substance 

of the policy for providing Physical Education facilities and infrastructure in junior 

high schools by the Regional Government of Pati Regency; and (3) the effect of the 

policy on providing Physical Education facilities and infrastructure in junior high 

schools located in Pati Regency. 

This research used a qualitative method with a descriptive qualitative 

approach. The data sources were stakeholders in the Physical Educationb facilities 

and infrastructure procurement policy in Pati Regency. The data was collected by: 

(1) document/archival study, (2) in-depth interviews, and (3) observation. The data 

analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions, so that automatically this research was a descriptive qualitative study. 

The results of the research show that procedures, distribution, availability 

and adequate provision of Physical Education facilities and infrastructure in junior 

high schools have generally been conducted optimally by the Regional Government 

of Pati Regency. However, the provision of infrastructure for Physical Education 

in junior high schools has not been optimally carried out by the relevant Education 

Unit. At the same time, the form, basis, direction, and substance of the policy for 

providing Physical Education facilities and infrastructure by the Regional 

Government of Pati Regency is good but has not yet become a top priority. The 

normative, structural, constituent and technical effects of the policy on providing 

Physical Education facilities and infrastructure are not yet visible. It is shown by 

the policies that have been created which are able to provide great support and 

benefits for the Education Unit, students and the community. 

 

Keywords: Analysis, Government Policy, Facilities and Infrastructure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aktivitas fisik yang merupakan salah satu isu global terkait gaya hidup 

sehat telah menjadi trend berbagai negara dan institusi untuk terus mendorong 

masyarakat agar terlibat aktif dalam aktivitas fisik, terutama melalui kegiatan 

olahraga. Fasilitas olahraga merupakan kebutuhan pokok untuk kegiatan 

olahraga. Tanpa tersedianya sarana olahraga yang memadai, sulit mengharapkan 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Kerangka kerja yang 

dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan tersedianya sarana olahraga yang 

layak menjadi faktor penentu selain terus menerus menyelenggarakan beberapa 

program pelatihan untuk atlet (Praditya & Santosa, 2016). 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan, bahwa olahraga 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan pikiran, raga, dan 

jiwa secara terintegrasi dan sistematis guna mendorong, membina dan 

mengembangan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Olahraga juga 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan setiap hari untuk menjaga kesehatan 

fisik dan juga rohani. Betapa pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh sehingga 

untuk saat ini dalam dunia pendidikan olahraga dimasukkan ke dalam salah satu 

mata pelajaran dan pendidikan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa ataupun 

mahasiswa. Hal tersebut menunjukan bahwa olahraga dilakukan dari kalangan 

usia muda hingga dewasa dengan salah satu tujuan menggapai prestasi. 

Dalam melakukan kegiatan olahraga sangat diperlukan adanya sarana 

dan prasarana yang ada. Dengan tersedianya sarana olahraga yang memadai 
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maka tujuan kegiatan olahraga akan tercapai. Maksum (2004) semakin banyak 

sarana olahraga yang tersedia maka semakin mudah masyarakat menggunakan 

untuk kegiatan olahraga. Sebaliknya semakin terbatasnya sarana olahraga maka 

semakin terbatas pula kesempatan masyarakat menggunakan atau 

memanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Dengan demikian ketersediaan sarana 

dan prasarana olahraga akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 

dalam melakukan aktivitas olahraga. Dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga dijelaskan 

bahwa Standar Nasional Keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu 

penyeleggaraan Sistem keolahragaaan Nasional dengan pencapaian Standar 

Nasional Keolahragaan, yang meliputi sebagai berikut: (1) standar kompetisi 

tenaga keolahragaan, (2) standar isi program penataran/pelatihan tenga 

keolahragaan, (3) standar sarana dan prasarana olahraga, (4) standar pengelolaan 

organisasi keolahragaan, (5) standar penyelenggaraan keolahragaan, (6) standar 

pelayanan minimal keolahragaan. Mubarok (2016) bahwa peran pemerintah 

terhadap sarana prasarana sangat penting guna menyelenggarakan kegiatan 

olahraga dan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan olahraga, karena tanpa adanya sarana prasarana olahraga akan 

menghambat pembangunan olahraga. 

Pada dasarnya olahraga bersifat netral, kemudian manusia yang 

memberikan arti bagi kegiatan olahraga. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk 

kegiatan olahraga, seperti olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, olahraga 

prestasi. 



 

3 
 

. Hal tersebut dapat membuat olahraga menjadi salah satu tujuan dari 

pembangunan manusia keolahragaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 

tentang keolahragaan Bab V pasal 17 menyebutkan bahwa ruang lingkup 

olahraga meliputi kegiatan sebagai berikut: (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga 

masyarakat, dan (c) olahraga prestasi. 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dapat disebut juga 

dengan Pendidikan Jasmani. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang menggunakan aktivitas jasmani dan olahraga sebagai 

wahana pendidikan yang dirancang secara terprogram, teratur, dan 

berkelanjutan. PJOK bertujuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, kepribadian, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan Bab V pasal 18 ayat 3 bahwa 

olahraga pendidikan dimulai sejak anak usia dini dengan memiliki karakteristik 

yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Sehubung 

dengan hal tersebut maka dijelaskan bahwa pondasi utama diciptakannya atlet 

berprestasi bermula dari pembinaan pada atlet usia dini dengan berpedoman 

pada taraf dan perkembangan peserta didik.  

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dalam meningkatkan 

aktivitas olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga yang dimulai dari sekolah 

dasar. Pelajar merupakan gudang dari bibit olahraga nasional yang tidak akan 

ada habisnya jika program olahraga yang dilakukan secara keseluruhan dapat 

dilaksanakan dengan baik (Robinson ke Rihi, 2000: 26). Dengan itu, pendidikan 

jasmani yang bermutu diharapkan mendapat hasil pembangunan generasi muda 
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yang cerdas dan terampil dalam berprestasi. Dalam mengimplementasikan 

sebuah kebijakan harus melewati berbagai macam proses seperti sebuah 

perencanaan dan mekanisme pelaksanaannya yang dalam hal ini adalah 

penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Sekolah Menengah Pertama (PJOK SMP) oleh Pemda Kabupaten Pati. Sebuah 

kebijakan akan dirinci ke dalam suatu perencanaan kemudian 

diimplementasikan dengan mekanisme kerja sehingga terciptanya sarana dan 

prasarana olahraga. Perencanaan dan mekanisme kerja jika diimplementasikan 

dengan baik maka harapannya adalah tersedianya sarana dan prasarana PJOK 

yang sesuai dengan standar sarana dan prasanana PJOK, hal ini telah tercantum 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kondisi sarana dan 

prasarana PJOK di SMP Se-Kabupaten Pati saat ini terdapat kekurangan baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas serta pemeratan di setiap SMP Se-Kabupaten 

Pati. Terdapat banyak sarana dan prasarana olahraga dari berbagai cabang 

oahraga yang belum tersedia dan tidak sesuai standar dari Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sehingga proses belajar mengajar 

dan peningkatan prestasi terhambat. Padahal, Kabupaten Pati termasuk dalam 

salah satu kota yang berpotensi mencetak atlet berprestasi. Hal ini dibuktikan 

dengan prestasi yang telah dicapai putra putri terbaik dari Kabupaten Pati. Salah 

satu contoh prestasi putra putri terbaik Kabupaten Pati yaitu atas nama 

Christoper Edbert Setiabudi atau biasa disapa Christo dari cabang olahraga 

Karate. Christo adalah atlet binaan FORKI (Federasi Olahraga Karate-do 
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Indonesia) Kabupaten Pati dan juga salah satu siswa SMPN 1 Pati. Christo 

dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewakili 

Indonesia di kejuaraan karate pelajar tingkat Internasional di Belgia yang 

berlangsung tanggal 14-20 November 2018 dan mendapatkan gelar juara setelah 

mengalahkan peserta dari Prancis dalam kategori KATA perorangan. Sebelum 

mengikuti kejuaraan di Belgia tersebut, Christo juga mengikuti kejuaraan karate 

Internasional di Mexico tahun 2016 dan berhasil meraih medali emas pada kelas 

Kata Perorangan. Hal tersebut membuat peneliti berfikir bahwa permasalaan 

tersebut erat kaitannya dengan peran dan tanggung jawab pemerintah, karena 

pemerintah mempunyai peranan penting dalam menentukan suatu kebijakan 

antara lain prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan sarana dan 

prasarana PJOK SMP. 

Peneliti juga berusaha untuk menganalisis bentuk kebijakan pemerintah 

dan mengungkap apakah kebijakan tersebut sudah ada dan dijalankan dengan 

baik atau tidak terlaksana dalam usaha implementasi kebijakan tersebut dari 

proses pembangunan nasional, khususnya pada upaya peningkatan kualitas 

SDM (sumber daya manusia) yang mengarah pada: (1)peningkatan kesehatan 

jasmani masyarakat, (2) kualitas mental rohani masyarakat, (3) pembentuk 

watak dan kepribadian bangsa, (4) disiplin dan sportivitas, dan (5) peningkatan 

prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. 

Tersedianya sarana dan prasarana PJOK SMP merupakan kewajiban bagi 

pemerintah guna meningkatkan SDM. Oleh sebab itu, strategi kebijakan 

pembangunan olahraga mampu mengakomodasi kemajuan keolahragaan secara 
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simultan. Terdapat 3 koridor dalam kemajuan pembangunan olahraga yaitu: (1) 

pembangunan olahraga pendidikan, (2) pembangunan olahraga prestasi, (3) 

pembangunan olahraga masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan isi dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab X pasal 73 

ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab 

atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan 

prasarana olahraga. 

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, 

dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Mempertimbangakan dan mendasarkan pada alasan-apasan yang 

diuraikan di atas, penulis mengambil judul “Analisis Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP” 

B. Deskripsi Kebijakan Yang Dianalisis 

Parsons (2006:15) menyatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat aksi 

atau rencana yang mengandung tujuan politik. Kata policy mengandung makna 

kebijakan sebagai rational, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. 

Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefenisikan dan menyusun 

basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kebijakan 

dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, 

keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh 
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para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang 

dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi 

untuk mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). 

Peneliti mengambil judul Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP 

dikarenakan kebijakan menjadi hal yang sangat penting, karena kebutuhan 

sarana dan prasarana PJOK menjadi hal yang sangat vital dan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Peneliti telah memilih metode 

Studi Evaluasi Kebijakan dengan model analisis kebijakan. Masalah penelitian 

yang akan diselesaikan dengan model analisis kebijakan yaitu: 

1. Berbagai kebijakan Pemda Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan 

prasarana olahraga untuk tempat penyelenggaraan proses pembelajaran PJOK 

dan pembinaan olahraga pada jenjang pendidikan SMP. 

2. Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK yang dilaksanakan oleh 

Pemkab Pati, OKPD terkait, dan SMP yang ada di Kabupaten Pati. Sarana 

dan prasarana yang disediakan adalah berbagai fasilitas olahraga sebagai 

penunjang proses pembelajaran PJOK dan pembinaan prestasi olahraga di 

SMP.  

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: (1) belum diketahuinya kebijakan tentang prosedur, pemerataan, 

ketersediaan, dan ketercukupan penyediaan fasilitas PJOK SMP di Kabupaten 

Pati; (2) masih minimnya sarana prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati; (3) 
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masih rendahnya budaya pestasi olahraga SMP di Kabupaten Pati; (4) kebijakan 

penyediaan sarana prasarana PJOK SMP belum dilaksanakan secara memadai 

oleh Pemerintah Kabupaten Pati. 

Mengingat luasnya cakupan masalah, keterbatasan yang ada pada 

peneliti, dalam hal ini peneliti masalah yang akan dibahas. Masalah akan dibatasi 

atau difokuskan pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam 

Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP. 

Berdasarkan uraian pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut. 

1. Bagaimana prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di 

SMP? 

3. Bagaimana dampak kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati. 

2. Mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK di SMP 



 

9 
 

3. Menganalisis dampak kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP 

E. Manfaat Penelitian 

Masalah penelitian ini penting untuk diteliti dengan harapan dapat 

memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi tentang 

analisis kebijakan penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan dapat 

menjadi bahan acuan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga 

selanjutnya 

2. Praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan perkembangan olahraga khususnya sarana dan prasarana 

PJOK SMP di Kabupaten Pati; 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi mahasiswa dalam penelitian 

selanjutnya;  

c. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti 

tentang kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOKaorkes 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP 

a. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP 

Ruang lingkup olahraga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 

tetang Keolahragaan Pasal 17 yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga 

masyarakat, dan olahraga prestasi. Dari ketiga jenis olahraga tersebut 

dilaksanakan melalui pembinaaan dan pengembangan olahraga secara 

sistematis, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Tujuan dari PJOK 

pada dasarnya yaitu untuk mendidik. PJOK juga menjadi dasar dari 

pembangunan olahraga di suatu negara. Pembinaan olahraga sendiri 

dimulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal, lingkungan 

persekolahan, dan masyarakat. Hal ini mampu menciptakan kecintaan 

masayarakat akan berolahraga dengan cara pengenalan-pengenalan 

cabang-cabang olahraga kepada anak didik. 

PJOK atau dikenal dengan pendidikan jasmani yaitu olahraga yang 

dilakukan sebagai bagian dari proses pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan guna memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, 

kesehatan, dan kebugaran jasmani yang dijumpai pada anak sekolah dasar. 

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Bab 

V Pasal 18 Ayat 3 berbunyi “PJOK dimulai pada usia dini dengan 

berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik”. 
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Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan mata 

pelajaran yang wajib diberikan di sekolah, karena pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

(2006: 197) menjelaskan sebagai bagian integral dari pendidikan secara 

keseluruhan. Berdasarkan penjelasan BSNP tersebut, dapat memiliki 

makna bahwa mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

di sekolah sama posisinya dengan mata pelajaran lain, sama-sama 

memiliki peranan penting dalam rangka memberikan pengalaman belajar. 

Kelebihan mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

dengan mata pelajaran lainnya adalah peserta didik diberikan pengalaman 

untuk terlibat secara langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, dan olahraga, dan kesehatan sehingga menempatkan 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada posisi yang strategis 

sebagai media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 

dan keterampilan motorik, seperti dijelaskan BSNP (2006: 198) bahwa 

“Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan media untuk 

mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, keterampilan 

motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai (sikap-

mental-emosional-sportivitas-spiritual-sosial).” yang bermuara pada 

pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang. 

Tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah 

adalah meningkatkan kompetensi peserta didik, diantaranya kompetensi 

dasar pada aspek pengembangan sikap dan keterampilan seperti terlihat 
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dalam kompetensi dasar untuk SMP/MTs yang dipublikasikan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2013 yaitu 

menunjukkan kemauan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas 

fisik dalam bentuk permainan dan mempraktikkan modifikasi teknik dasar 

permainan bola besar dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan 

kesehatan seperti terlihat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar 

yang dikeluarkan Kemdikbud tahun 2013 perlu direncanakan secara 

sungguh-sungguh agar pelaksanaannya di sekolah dapat terlaksana dan 

tercapai tujuannya. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan jasmani, 

olahraga dan kesehatan di sekolah akan memberikan dampak positif bagi 

kemajuan pembangunan bangsa Indonesia secara umum, karena syarat 

utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju adalah pendidikan 

yang bermutu, seperti hasil riset Komisi nasional Pendidikan jasmani dan 

olahraga (Komnas PJOKor) (2009: 54) tentang kompetensi guru 

pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah disebutkan bahwa 

“Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan 

kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera”. Hal tersebut didasari 

oleh sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa yang maju, 

modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki 

sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Sementara itu, pendidikan 

yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, 

yakni guru yang profesional. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan 
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pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, pengajarannya telah 

dilakukan sejak dini, yaitu mulai dari sekolah dasar yang nantinya 

digunakan sebagai landasan untuk jenjang yang lebih tinggi (Komnas 

PJOKor, 2009: 60). 

b. Sarana dan Prasarana PJOK SMP 

Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani mulai dari SD sampai 

SMA. Dalam proses pembelajaran secara praktek seorang guru sangat 

pandai menyampaikan suatu materi kepada siswanya tetapi ketika tidak di 

dukung dengan sarana dan prasarana yang memadahi, maka mustahil hal 

tersebut dapat berhasil sesuai dengan harapan. Dengan demikian, prosedur 

sarana dan prasarana, pemerataan disetiap SMP, ketercukupan sarana dan 

prasarana, serta ketersediaan sarana dan prasarana PJOK akan sangat 

mempengaruhi tingkat dan partisipasi peserta didik. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), Prosedur merupakan taham kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu aktivitas dan metode langkah demi langkah serapa 

pasti dan rinci guna memecahkan suatu masalah. Pemerataan merupakan 

sama-sama mendapatkan jumlah yang sama. Ketersediaan kesiapan dari 

suatu sarana baik tenaga, barang, modal, anggaran untuk digunakan atau 

dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan. Ketercukupan 

merupakan memenuhi semua kebutuhan dan tidak ada kekurangan. 

Soepartono (2004: 5-6) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana 

PJOK merupakan sesuatu yang saling berikatan tentang pendidikan. 
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Sarana merupakan sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam 

pelaksanaan pembelajaran kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. 

Sedangkan prasarana merupakan sesuatu yang dapat mempermudah atau 

memperlancar tugas yang dilakukan, prasarana ini bersifat permanen. Dari 

pengertian diatas, sarana olahraga terdiri dari dua kelompok yaitu, a) 

peralatan merupakan sesuatu yang digunakan misalnya, gawang lompat, 

palang sejajar, peti loncat, sedangkan b) perlengkapan merupakan sesuatu 

yang melengkapi kebutuhan prasarana misalnya, net, garis pembatas. 

Berdasarkan pengertian prasarana diatas dapat disebutkan beberapa contoh 

prasarana olahraga meliputi: gedung olahraga, stadion sepak bola, 

lapangan tenis, stadion atletik. 

Membangun sarana dan prasarana olahraga harus disesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Selain jumlah sarana dan prasarana 

olahraga yang diperbanyak, kualitas juga harus ditingkatkan supaya 

adanya keselarasan antara kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana 

olahraga. Adapun standar dari sarana prasarana olahraga Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga 

Pasal 89. Standar sarana dan prasarana olahraga terbagi menjadi dua yaitu 

standar prasarana olahraga dan standar sarana olahraga. 

1) Standar prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

a) Ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis 

cabang olahraga 
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b) Lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara 

c) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan 

d) Keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem 

pengamanan 

e) Kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis 

dan kebersihan 

2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

berikut: 

a) Perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang 

olahraga 

b) Keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan 

perlengkapan dan peralatan 

c) Kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan 

kebersihan dan higienis 

d) Pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan jasmani 

untuk SMP/MTs adalah sebagai berikut: 

1) Tempat bermain/berolahraga berfungsi untu area bermain, berolahraga, 

pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ektrakurikuler. 

2) Tempat bermain/berolahraga memiliki rasio luas minimum 3 

m2/peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan jumlah banyaknya 

peserta didik <334. Luas minium tempat bermain/berolahraga 100 m2. 
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Terdapat ruang bebas untuk bermain/berolahraga dengan ukuran 30m x 

20m di dalam luas minimum tersebut. 

3) Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian 

ditanami pohon penghijauan. 

4) Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak 

mengganggu proses belajar mengajar di kelas. 

5) Tempat bermain/berolahraga tidak diperuntukkan untuk tempat parkir. 

6) Ruang bebas yang dimaksud adalah yang memiliki permukaan datar, 

drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, dan benda-benda 

lain yang mengganggu kegiatan olahraga. 

Tabel 1. Standar Sarana Prasarana PJOK 

Prasarana Pendidikan Jasmani 

No Jenis Rasio Deskripsi 

1.    

2. Tiang bendera 1 buah Tinggi sesuai ketentuan yang 

berlaku 

3. Bendera 1 buah Ukuran sesuai ketentuan yang 

berlaku 

Sarana Pendidikan Jasmani 

1. Peralatan Bolavoli 2 buah Minimum 6 bola 

2. Peralatan sepakbola 1 set Minimum 6 bola 

3. Peralatan Bolabasket 1 set Minimum 6 bola 

4. Peralatan senam 1 set Minimum matras, peti loncat, tali 

loncat, simpai, bola plastik, tongkat, 

palang tunggal, gelang. 

5. Peralatan atletik 1 set Minimum lembing, cakram, peluru, 

tongkat estafet, bak loncat. 

6. Peralatan seni 

budaya 

1 set Disesuaikan dengan potensi masing-

masing satuan Pendidikan 

7. Peralatan 

keterampilan 

1 set Disesuaikan dengan potensi masing-

masing satuan Pendidikan 

Perlengkapan Lain-Lain 

1. Pengeras suara 1 set  

2. Tape recorder 1 buah  

Sumber : PERMENDIKNAS No. 24 Tahun 2007 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 

menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan prasarana 

olahraga tertuang pada Pasal 73 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah menjamin ketersediaaan, mengelola, dan 

memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka 

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundng-

undangan”. 

c. Jenis Sarana dan Prasarana PJOK SMP 

Pendidikan jasmani akan berjalan lancar apabila sarana dan 

prasarana yang tersedia cukup memadai. Salah satu faktor yang 

mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar berjalan lancar adalah 

penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang menunjang. Dengan 

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan jumlahnya 

mencukupi diharapkan proses belajar mengajar dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan. Semua sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses 

belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerakan merupakan 

sarana dan prasarana. Dengan demikian prasarana pendidikan bisa berupa 

bangunan, areal dan ruang. Sedangkan sarana pendidikan didalam proses 

belajar mengajar adalah bisa berupa media, alat peraga atau alat bantu. 

Dalam pendidikan jasmani prasarana berupa lapangan sangat diperlukan, 

baik itu lapangan untuk atletik, lapangan serba guna dan bangsal serba 

guna. Tanpa adanya lapanganlapangan olahraga seperti di atas, maka siswa 

tidak dapat melakukan praktek olahraga. Untuk menentukan jumlah sarana 
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dan prasarana pendidikan jasmani yang ideal yang seharusnya dimiliki 

oleh setiap sekolah dapat diukur dengan melihat standart pemakaian sarana 

dan prasarana yang sudah ada. Standar pemakaian sarana dan prasarana 

olahraga Soekatamsi (1992 : 89) adalah 

Tabel 2. Jenis Sarana dan Prasarana SMP 

No. Sarana dan Prasrana Ideal Pemakaian 
1 1 Kelas  40 Siswa 
ATLETIK 
2 1 Start Balok 4 Siswa 
3 1 Tongkat stafet 4 Siswa 
4 1 Lebing 2 Siswa 
5 1 peluru 2 Siswa 
6 1 Cakram 2 Siswa 
7 1 Lapangan Lempar Lembing 20 Siswa 
8 1 Lapangan Tolak Peluru 20 Siswa 
9 1 Lapangan Lompat Tinggi 20 Siswa 
10 1 Lapangan Lompat Jauh 20 Siswa 
11 1 Lapangan Lembar Cakram 20 Siswa 
PERMAINAN 
12 1 Bola Voli 3 Siswa 
13 1 Bola Kaki 3 Siswa 
14 1 Bola Tangan 3 Siswa 
15 1 Bola Basket 3 Siswa 
16 1 Bola Kasti 3 Siswa 
17 1 Bola Slag Ball 3 Siswa 
18 1 Bola Rounders 3 Siswa 
19 1 Lapangan Bola Voli 20 Siswa 
20 1 Lapangan Sepak Bola 40 Siswa 
21 1 Lapangan Bola Tangan 40 Siswa 
22 1 Lapangan Bola Basket 20 Siswa 
23 1 Lapangan Kasti 40 Siswa 
24 1 Lapangan Slag Ball 40 Siswa 
25 1 Lapangan Rounders 40 Siswa 
SENAM 
26 1 Matras 4 Siswa 
27 1 Hoop Rotan 2 Siswa 
28 1 Tali Lompat 2 Siswa 
29 1 Peti Lompat 20 Siswa 
30 1 Palang Tunggal 40 Siswa 
31 1 Palang Bertingkat 40 Siswa 
32 1 Tape Recorder 40 Siswa 
33 1 Kaset Senam 40 Siswa 
BELA DIRI 
34 1 Pakaian Pencak Silat 20 Siswa 
35 1 Body Protector 20 Siswa 
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Standar prasarana pendidikan jasmani disekolah Soepartono 

(2000:13) prasarana olahraga/ pendidikan jasmani di sekolah untuk tingkat 

SD, SLTP dan SMU dengan 6-10 kelas dan jumlah murid 150-250 siswa. 

Diperlukan area seluas 8 M²/ siswa untuk prasarana sekolah ditambah 

1.500 M² untuk prasarana olahraga/ pendidikan jasmani. 

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK SMP 

Mengkaji tentang pelayanan publik, maka tidak terlepas dari 

pembahasan tentang teori-teori kebijakan secara umum maupun 

implementasi kebijakan publik itu sendiri. Penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mana 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

keolahragaan. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat 

diartikan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan   sesuai aturan 

dan sesuai dengan daya dukung atau sumber daya yang disediakan dari 

apartur pemerintah yang meliputi prasarana-sarana pelayanan yang 

memadai maupun transparansi pelayanan. Kebijakan publik yang baik 

tidak terlepas juga dari proses perumusan kebijakan yang mencerminkan 

kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana program- program 

kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk mampu meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik. Era otonomi 

memberikan kesempatan bagi pemerintahan kabupaten/kota untuk lebih 

mampu memberikan kualitas pelayanan yang semakin baik kepada 

masyarakat di wilayahnya. Disamping itu, pemeritah kabupaten/ kota juga 
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mempunyai  tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam membuat suatu 

kebijakan yang mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK. 

Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 

tentang keolahragaan, Pasal 12 ayat 1 dan 3 menyatakan: Pasal (1) 

Pemerintah Pusat mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan keolahragaan secara nasional, dan mengoordinasikan, 

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan secara 

nasional. Pasal (3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan 

Keolahragaan; dan mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan 

keolahragaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang 

keolahragaan juga menjelaskan  mengenai  kewajiban pemerintah  untuk  

menyediakan  prasarana PJOK. Hal tersebut tertuang dalam Bab V 

Pasal 18 Ayat 3 berbunyi “Satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan 

prasarana olahraga dan sarana PJOK sesuai dengan standar nasional 

pendidikan”. Hal- hal yang diatur dalam melaksanakan standardisasi 

bidang   keolahragaan   di   daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2022 tentang keolahragaan ini memperhatikan asas desentralisasi, 

otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, 

dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan 

keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah 

guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu 
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secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Dengan demikian 

merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah Kabupaten Pati untuk 

menyusun suatu kebijakan dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana 

PJOK di Kabupaten Pati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2022 tentang keolahragaan. 

Nugroho (2015: 76) menyatakan bahwa dibutuhkan manajemen 

fasilitas olahraga yang baik, seperti menjalankan fasilitas sesuai dengan 

pedoman kebijakan yang tertulis, menjaga keamanan fasilitas bagi 

pengguna maupun perangkat fasilitas, pemeliharaan fasilitas, 

pengontrolan fasilitas dan peralatan, dan penjadwalan fasilitas. Fasilitas 

olahraga yang dipelihara dan diatur dengan baik merupakan faktor penentu 

untuk menarik kedatangan pengguna. Fasilitas olahraga yang minim 

kualitas dan kuantitas akan menurunkan usia keberlangsungannya. Hal ini 

sangat memprihatinkan karena misi Pemerintah dalam Pembangunan 

Olahraga di Indonesia. Kamil (2014: 25) juga menambahkan bahwa agar 

sukses melaksanakan pengelolaan fasilitas olahraga, seorang manajer 

harus mengetahui dan memahami (1) proses perencanaan yang terjadi 

sebelum melaksanakan pengoperasian fasilitas olahraga, (2) 

mengimplementasikan pengelolaan dan pengoperasia fasilitas olahraga 

dengan segala pendukungnya, dan (3) menyediakan metode dan 

melaksanakan pengukuran dan pengevaluasian kinerja pengelolaan dan 

pengoperasian fasilitas olahraga. 
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Melihat pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa manajemen 

dan pengoperasian fasilitas olahraga terdiri dari 4 kunci utama, yaitu 

perencanaan, ketersediaan, pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas 

olahraga. Berdasarkan hal itu, penyediaan fasilitas olahraga seharusnya 

mempergunakan 3 kunci pengelolaan fasilitas olahraga. Penjelasan ketiga 

komponen sebagai berikut: 

1) Perencanaan Sarana dan Prasarana PJOK 

Perencanaan merupakan proses awal untuk memutuskan tujuan 

dan cara pencapaiannya. Perencanaan merupakan hal yang sangat 

esensial karena dalam kenyataanya perencanaan memegang peranan 

lebih bila dibanding dengan fungsi-fungsi manajemen yang 

lainnya,seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 

Penyusunan sebuah rencana hendaknya didasarkan pada latar belakang 

yang jelas misalnya menyangkut kebutuhan dan tujuan atau cita-cita 

yang hendak dicapai oleh pembuat rencana. Harsuki (2012:87-88) 

bahwa rencana yang dikaitkan dengan waktu dapat dibagi sebagai 

berikut: a) Perencanaan jangka pendek (SR = Short Range) biasanya 

mencakup waktu kurang dari 1 tahun, b) Perencanaan jangka 

menengah (IR = Intermediate Range) yang meliputi waktu 1 tahun 

lebih, namun kurang dari 5 tahun, c) Perencanaan jangka panjang (LR 

= Long Range) yang meliputi waktu lebih dari 5 tahun. Perencanaan 

jangka panjang dalam hal ini tentang penyediaan sarana dan prasarana 

olahraga, hendaknya mengacu pada sebuah Grand Desain di suatu 
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daerah/wilayah yang didalamnya juga mencakup rencana 

pengembangan wilayah atau perkotaan sehingga akan terjadi 

sinkronisasi  antara penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan 

pengelolaan kota yang baik. Perencanaan tipe ini biasanya lebih bersifat 

administratif dan  berkenaan dengan perencanaan strategik.  

Perencanaan jangka menengah  lebih bersifat penunjang yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu terlaksananya 

perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan jangka pendek, 

didalamnya memuat tentang butir-butir operatif mengenai hal-hal 

penting yang harus segera dilaksanakan/dilakukan sebagai langkah 

awal mensukseskan rencana jangka menengah. Adapun tingkatan-

tingkatan perencanaan Bangun, (2008 : 77) sebagai berikut: 

Internasional Olympic Committee dalam Harsuki (2012 : 90) 

Pengembangan sebuah perencanaan menggunakan terminologi atau 

tipe-tipe  perencanaan sebagai berikut: a) Strategic Plan yang 

memberikan pengertian misi (mission), maksud (goals) dan tujuan 

(objective) serta tujuan taktis (tactical end) dengan apa mereka 

mencapai tujuannya dan memberikan evaluasi, b) Business Plan yang 

menjabarkan suatu strategic   plan dengan cara menerangkan bagaimana 

melangkah ke depan, memperhitungkan resiko, tantangan, aktivitas 

yang spesifik dan program, biaya dari berbagai kegiatan, ketepatan 

waktu, tanggung jawab siapa berbagai bagian yang harus 

melaksanakan perencanaan dan unsur lainnya      lagi. 
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2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana PJOK 

Pada umumnya masyarakat cenderung lebih mementingkan 

membangun prasarana perekonomian dari pada prasarana umum untuk 

olahraga. Disisi lain masyarakat juga belum menjadikan kegiatan 

olahraga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, apa lagi untuk 

berprestasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam keolahragaan masih 

terbilang kurang. Tidak tersedianya prasarana umum untuk olahraga, 

belum membudayanya olahraga, dan pasifnya masyarakat untuk 

berolahraga  mengakibatkan kebugaran penduduk yang rendah. 

Kegiatan positif seperti olahraga merupakan salah satu upaya untuk 

melindungi generasi muda dari aktifitas yang bersifat destruktif. 

Olahraga yang terarah dan terbina memerlukan waktu dan keseriusan 

dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang olahraga baik pemerintah, 

praktisi olahraga maupun pelaku olahraga, sehingga waktu luang 

pemuda dapat dialihkan kepada kegiatan olahraga dengan didukung 

pengembangan sarana dan prasarana olahraga. 

Usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana PJOK oleh 

pemerintah hendaknya memperhatikan rasio siswa dan konsep ruang 

terbuka, dimana jumlah siswa di suatu sekolah harus diimbangi dengan 

ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk 

beraktifitas olahraga bagi siswa. Setelah tersedianya ruang terbuka 

maka pemerintah bisa melengkapi segala sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam aktivitas olahraga. Satu hal yang juga harus menjadi 
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pertimbangan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana 

Pendidiksn untuk siswa yaitu bagaimana caranya agar keberadaan 

sarana dan prasarana tersebut dapat mendongkrak animo siswa untuk 

berperan secara aktif serta terlibat dalam aktifitas olahraga misalnya 

dengan sosialisasi dan bukan sebaliknya membatasi siswa untuk 

beraktifitas olahraga. 

Dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga untuk 

siswa dibutuhkan suatu perangkat yang disebut dengan     evaluasi 

kebutuhan. Harsuki (2012 : 188) bahwa evaluasi kebutuhan ialah 

perangkat yang digunakan untuk menentukan apakah sarana dan 

prasarana baru sudah diperlukan, jika sudah diperlukan, bagaimana tipe 

dan spesifikasi sarana dan prasarana tersebut”. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa fokus dari evaluasi kebutuhan adalah: a) Harapan siswa (1) 

Sejarah olahraga setempat (2) Harapan dan kebutuhan siswa. b) Akses 

dan kesempatan (1) Agar dikaji bagaimana siswa dapat mengakses 

sarana dan prasarana (2) Memastikan seluruh komponen masyarakat 

mempunyai kesempatan menggunakan sarana dan prasarana. c) 

Demografi Mempertimbangkan angka pertumbuhan penduduk yang 

dapat mempengaruhi penggunaan sarana dan prasarana, misalnya : (1) 

Dalam 10 tahun mendatang bagaimana perbandingan antara usia muda 

dan usia lanjut (2) Bagaimana kecenderungan perpindahan 

pendudukdari desa ke kota. d) Keberlanjutan (1) Apakah dapat 

diperoleh pemasukan yang memadai untuk biaya operasional (2) 
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Memastikan bahwa peralatan yang rusak maupun kadaluwarsa dapat 

diganti, sehingga sarana dan prasarana selalu dapat digunakan sesuai 

desain yang telah dirancang. e) Mempertimbangkan lingkungan lokal 

(1) Jika iklimnya panas, pertimbangkan pembangunan sarana dan 

prasarana untuk aquatics (2) Jika iklimnya berangin, pertimbangkan 

sarana dan prasarana parasailing, layang-layang dan lain- lain f) 

Perubahan iklim Selalu pertimbangkan pola cuaca, seperti banjir 

tahunan,angin kencang dan lain-lain. 

Harsuki, (2003 : 384) penyiapan prasarana olahraga selalu 

dikaitkan dengan kegiatan olahraga yang mempunyai sifat: a) 

Horisontal, dalam arti bersifat menyebar atau meluas yang sesuai 

dengan konsep “Sport For All” atau dengan semboyan yang kita miliki 

“Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat” yang 

tujuannya untuk kebugaran dan kesehatan b) Vertikal, dalam arti 

bersifat mengarah keatas dengan tujuan mencapai prestasi tertinggi 

dalam cabang olahraga tertentu, baik untuk tingkat daerah, nasional 

maupun internasional. 

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa guna memenuhi dua arah 

kegiatan tersebut, kebutuhan prasarana olahraga perlu memperhatikan 

tiga faktor, yaitu: a) Kuantitas Guna menampung kegiatan pemassalan 

olahraga perlu prasarana olahraga yang jumlahnya mencukupi sesuai 

dengan kebutuhan seperti yang ditentukan didalam pedoman penyiapan 

prasarana tersebar secara merata diseluruh wilayah.b) Kualitas Guna 
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menampung kegiatan olahraga prestasi, prasarana olahraga yang 

disiapkan perlu memenuhi kualitas sesuai dengan syarat dan ketentuan 

masing-masing cabang olahraga: (1) Memenuhi standar ukuran 

internasional (2) Kualitas bahan/material yang dipakai harus memenuhi 

syarat internasional c) Dana untuk menunjang kedua faktor diatas, 

diperlukan dana yang cukup sehingga dapat disiapkan prasarana yang 

mencukupi jumlahnya serta  kualitasnya memenuhi syarat.  

Membangun sarana dan prasarana olahraga hendaknya 

disesuaikan dengan perkembangan jaman. Selain kuantitas sarana dan 

prasarana olahraga yang diperbanyak, kualitas juga harus ditingkatkan 

agar adanya keselarasan antara kuantitas dan kualitas sarana dan 

prasarana olahraga. Kemudian pendanaan juga harus dirancang 

sedemikian rupa agar rencana pembangunan sarana dan prasarana 

olahraga dapat terlaksana secara terarah dan terprogram dengan 

maksimal. Oleh karena itu perlu dikembangkang ketiga faktor diatas 

agar sarana dan prasarana olahraga di Indonesia mampu mengikuti 

perkembangan jaman. 

3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana PJOK 

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga merupakan sebuah 

keharusan agar dapat mendukung proses pemassalan olahraga bagi 

siswa. Adanya sebuah perencanaan yang baik serta sistem penyediaan 

yang maksimal harus diiringi pula dengan pola pemanfaatan yang tepat, 

karena jika salah dalam pola pemanfaatannya maka akan berdampak 
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negatif bagi perkembangan olahraga itu sendiri. Kesalahan dalam 

pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga misalnya dengan 

mengeluarkan kebijakan untuk memberikan ijin penggunaan sarana dan 

prasarana olahraga seperti  stadion sepakbola untuk kegiatan di luar 

olahraga misalnya untuk kampanye atau hiburan. Kebijakan seperti ini 

tidak baik bagi kelangsungan sarana dan prasarana olahraga karena 

sarana dan prasarana yang digunakan tersebut bisa rusak bahkan beralih 

fungsi. Hal ini harus disadari oleh pembuat kebijakan di suatu wilayah 

daerah dalam PJOK. 

Salah satu tujuan disediakannya sarana dan prasarana olahraga 

yaitu agar dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan sehingga 

menunjang perkembangan olahraga di suatu wilayah namun harus tetap 

memperhatikan prosedur-prosedur dalam pemanfaatannya. Konsumen 

sarana dan prasarana olahraga adalah pelaku olahraga itu sendiri, mulai 

dari pelaku olahraga prestasi, olahraga rekreasi sampai PJOK. Pola 

pemanfaatan setiap ruang lingkup olahraga berbeda tergantung dari 

hakekat dan tujuan masing-masing namun dengan satu harapan bahwa 

olahraga dapat memasyarakat dan menjadi pola hidup bagi setiap 

orang. a) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga prestasi olahraga 

prestasi yang cenderung menitik beratkan pada pencapaian prestasi 

yang setinggi-tingginya membutuhkan sarana dan prasarana dengan 

kualitas yang baik pada setiap cabang olahraga yang ada sehingga dapat 

menunjang pencapaian prestasi cabang olahraga tersebut. Sarana dan 
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prasarana olahraga prestasi lebih dikhususkan untuk prestasi, dalam 

artian bukan untuk sarana dan prasarana yang bisa diakses  secara  

umum karena jika sarana dan  prasarana  tersebut   salah dalam 

penggunaannya maka sarana dan prasarana tersebut akan menjadi 

rusak, sehingga tidak semua orang bisa mengakses sarana dan prasarana 

olahraga prestasi kecuali mereka yang berkecimpung di olahraga  

prestasi.b) Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi 

pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi memiliki keunikan 

sendiri dimana sarana dan prasarana tersebut dirancang sedemikian 

rupa dengan tujuan agar mampu menarik minat masyarakat sebanyak-

banyaknya sehingga mau melakukan olahraga yang aktifitasnya 

dikemas dalam sebuah permainan atau bersifat rekreasi. Untuk sarana 

dan prasarana olahraga rekreasi, semua orang memiliki kesempatan 

yang besar untuk mengaksesnya dan semakin banyak masyarakat yang 

memanfaatkannya maka semakin baik, c) Pemanfaatan sarana dan 

prasarana PJOK, pemanfaatan sarana dan prasarana PJOK di sekolah 

disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Dalam pemanfaatannya, 

sarana dan prasarana tersebut bisa dimanfaatkan oleh siswa dan guru 

untuk mendukung proses belajar mengajar, d) Pemanfaatan sarana dan 

prasarana olahraga bagi masyarakat umum untuk mendukung program 

memasyarakatkan olahragadan mengolahragakan masyarakat maka hal 

yang harus menjadi perhatian adalah tingkat kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasarana 



 

30 
 

olahraga yang ada. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

menciptakan sebanyak-banyaknya sarana dan prasarana olahraga dan 

dapat memsarana dan prasaranai masyarakat dalam berolahraga. Pola 

pemanfaatannya harus mengedepankan kemudahan untuk mengakses 

tanpa harus dipersulit dengan prosedur tertentu dan akan lebih baik lagi 

jika sarana dan prasarana tersebut bisa diakses secara grati oleh 

masyarakat. Contohnya yaitu sebuah lapangan terbuka, alun-alun dan 

Car Free Day yang dapat menampung banyak orang untuk beraktifitas 

olahraga. 

4) Pengelolaan Sarana dan Prasarana PJOK 

Sarana dan prasarana olahraga adalah daya pendukung yang 

terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk 

bangunan yang di gunakan dalam memenuhi persyaratan yang di 

tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga. Pengelolaan olahraga 

dapat menjadi lahan  bisnis  dan  menghasilkan keuntungan akan  tetapi  

keuntungan yang dapat diraih tergantung pada mutu sarana dan 

prasarana, produk, pertandinganatau jasa yang dijual, memiliki daya 

tarik dan ditampilkan pada saat yang tepat dan di tempat strategis. 

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sebagaimana 

terdapat dalam managemen pada umumnya. Harsuki, (2012 : 206-207) 

bahwa “Managemen olahraga pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 

bagian besar yaitu managemen olahraga pemerintah dan managemen 

olahraga swasta”. Kemudian Terry 1977 (dalam Harsuki 2012 : 79) 



 

31 
 

menerangkan bahwa fungsi managemen diklasifikasikan dalam empat 

bagian yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), 

Penggerakan (Actuating), Pengawasan (Controlling). 

Beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana olahraga yaitu: a) Pedoman Kebijakan, sebuah 

pedoman kebijakan tertulis dalam dokumen merupakan sesuatu yang 

perlu untuk menjalankan fasilitas. Persyaratan-persyaratan yang 

mengatur hal-hal sebagai berikut perlu ditetapkan, (1) kebijakan umum, 

(2) prosedur penjadwalan dan waktu penggunaan fasilitas, (3) 

ketersediaan sarana dan prasarana dan peralatan, dan (4) pengaturan 

penyewaan dan persetujuan kontrak. b) Supervisi dan Keamanan 

Fasilitas, untuk menjamin layanan yang efektif bagi setiap pengguna 

perorangan dan kelompok besar, beberapa hal perlu diperhatikan. 

Perangkat aturan tertulis yang mengatur pemanfaatan dan keamanan 

fasilitas. Perangkat aturan terpampang di semua pintu masuk dan 

tempat strategis. Tim supervisor dan keamanan mudah dikenali. Sikap 

yang ramah dan membantu harus ditampilkan oleh anggota tim 

supervisor dan keamanan. c) Pemeliharaan Fasilitas, untuk 

memperpanjang keawetan sarana dan prasarana dan menurunkan 

keharusan perbaikan, pemeliharan yang tetap perlu dikerjakan. Agar 

pekerjaan pemeliharaan berjalan dengan baik perlu dipilih koordinator 

pemeliharaan yang tepat. d) Pengontrolan (inventory control), 

melakukan pengawasan yang cermat terhadap segala sarana dan 
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prasarana dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi. e) Penjadwalan 

Fasilitas, jadwal pemakaian harus ditata dengan baik sehingga memberi 

kenyamanan bagi pengguna. Contoh daftar prioritas penggunaan 

sarana dan prasarana olehraga yang dimiliki oleh sekolah: (a) pelajaran 

pendidikan jasmani terjadwal, (b) kegiatan latihan dan 

perlombaan/pertandingan olahraga, (c) kegiatan olahraga rekreasi dan 

intramural, (d) kelompok akademik dalam sekolah, (e) kelompok 

nonakademik dalam kampus, (f) kelompok luar kampus.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 

Pasal 39 ayat 1, menyatakan bahwa “Pengelolaan olahraga pada tingkat 

kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan 

dibantu oleh komite olahraga kabupaten atau kota”. Dengan demikian, 

pengelolaan sarana dan prasarana olahragayang dibangun dengan 

menggunakan APBN perlu dikelola dengan baik karena sarana dan 

prasarana olahraga merupakan aset yang dapat mendorong 

perkembangan olahraga di suatu daerah dan sebagai cerminan seberapa 

besar perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga didaerahnya 

masing-masing. Oleh karenanya sarana dan prasarana olahraga perlu 

didokumentasikan dengan baik, dipelihara dan dimanfaatkan secara 

efektif, efisien dan terintegrasi melalui sebuah sistem pengelolaan yang 

jelas. 

 

 



 

33 
 

2. Kebijakan Penyediaan Sarana Prasarana PJOK SMP Pemda Pati 

a. Pemerintah Kabupaten Pati 

Gambar 1. Peta Wilayah Pemkab Pati 

 

Suatu wilayah bernama Paranggaruda memiliki hajat menikahkan 

putra satu-satunya yang bernama R Jaseri atau Menak Jasari dengan putri 

Adipati Carangsoko yang bernama Dewi Ruyung Wulan. R Jaseri adalah 

pemuda dengan fisik cacat dan berwajah jelek. Dewi Ruyung Wulan 

bersedih, karena ia tidak menyukai calon suaminya. Dalam pernikahan 

tersebut, Dewi Ruyung Wulan meminta adanya pagelaran wayang dengan 

dalang Ki Soponyono, seorang dalang terkenal. Dewi Ruyung Wulan 

meminta cerita pewayangan yang ditampilkan adalah cerita sedih. Dalam 
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pagelaran tersebut, Ki Soponyono mengajak dua adik perempuannya yang 

cantik, Ambarsari dan Ambarwati, keduanya bertindak sebagai 

waranggono. Tiba-tiba terjadi keributan, Dewi Ruyung Wulan turun dari 

pelaminan dan menjatuhkan diri ke pangkuan Dalang Soponyono, ia minta 

dibawa pergi. Ki Soponyono terkejut lalu ia mengeluarkan kesaktiannya 

dan melarikan diri bersama dengan Dewi Ruyung Wulan beserta kedua 

adiknya. Adipati Paranggaruda memerintahkan patihnya, Singopadu untuk 

mengejar Dalang Soponyono dan Dewi Ruyung Wulan. Adipati 

Paranggaruda memporak-porandakan desa. Ki Soponyono, Dewi Ruyung 

Wulan, dan kedua adiknya lari masuk hutan mengikuti arus sungai. Dewi 

Ruyung Wulan mengganti pakaian kebesarannya dengan pakaian rakyat 

biasa agar tidak mudah dikenali. Kemudian, mereka sampai di Dukuh 

Bantengan (Trangkil) wilayah Panewon Majasemi, saat itu matahari 

tengah terik-teriknya bersinar. Karena kehausan, Ki Soponyono mencuri 

semangka dan mentimun di sawah sebagai obat dahaga. Mereka tidak 

menyadari bahwa gerak-geriknya diawasi adik pemilik sawah, Panewu 

Sukmoyono, yang bernama Raden Kembang Joyo. Ki Soponyono dan R. 

Kembang Joyo terlibat perang tanding lantaran pencurian tersebut. Karena 

kalah sakti, Ki Soponyono dikalahkan oleh R. Kembang Joyo, kemudian 

ke-empatnya menjadi menjadi tawanan R Kembang Joyo. Saat, Ki 

Soponyono mengutarakan alasannya mencuri semangka dan mentimun 

pada Panewu Sukmayono, beliau tidak sampai hati, karenanya mereka 

ditampung dan dilindungi. Sebagai rasa terima kasih, Ki Soponyono 
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mempersembahkan kedua adiknya kepada Panewu. Ambarsari jadi istri 

selir Panewu, sedangkan Ambarwati menjadi istri R Kembang Joyo. 

Sementara itu, Dewi Ruyung Wulan dikembalikan ke ayahandanya 

Adipati Carangsoko, Puspo Handung Joyo. Dalam perjalanan selanjutnya, 

R. Kembang Joyo berhasil mengalahkan pasukan Paranggaruda, pasukan 

R. Jaseri yang terus mengejar Dewi Ruyung Wulan. Sebagai ucapan terima 

kasih, Dewi Ruyung Wulan diberikan pada R. Kembang Joyo yang 

berhasil mengalahkan Adipadi Paranggarudo lalu menetap di Carangsoko 

menggantikan Puspo Handung Joyo sebagai pimpinan wilayah itu. Setelah 

diangkat menjadi Adipati Carangsoko, R. Kembang Joyo menggabungkan 

tiga kadipaten, yaitu Paranggarudo, Carangsoko, dan Majasemi 

menjadi satu Kadipaten Pati. Nama Pati diperoleh, saat R. Kembang Joyo 

dan Ki Dalang Soponyono tengah meminum dawet usai membuka hutan 

yang dijajakan Ki Sagola. R. Kembang Joyo terkesan dengan kesegaran 

dawet yang terbuat dari Pati Aren yang diberi santan kelapa dan gula aren. 

Terinspirasi dari minuman itu, kelak pembukaan hutan selesai akan diberi 

nama Kadipaten Pati - Pesantenan. 

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah keseluruhan 150.368 Km 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah 

utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, 

Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta Kabupaten 

Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Kabupaten Pati merupakan 

salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian timur. Wilayah 
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administratif Kabupaten Pati terbagi menjadi 21 kecamatan, 401 desa, 5 

kelurahan, 1.106 pedukuhan, serta 1.474 RW dan 7.524 RT. Kecamatan 

tersebut adalah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Pucakwangi, 

Jaken, Batangan, Juwana, Jakenan, Pati, Gabus, Margorejo, Gembong, 

Tlogowungu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, Gunung Wungkal, 

Cluwak, Tayu, Dukuhseti. 

Tabel 3. Data Tinggi dan Jarah Daerah Kec. Ke Ibukota Kab.  Pati 

Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke Ibukota Kabupaten  

Subdistrict Altitude (m a.s.l) 
Distance to the Capital of 

Regency 

010. Sukolilo 85,69 27,00 

020. Kayen 67,71 17,00 

030. Tambakromo 79,22 14,00 

040. Winong 33,73 14,00 

050. Pucakwangi 51,15 30,00 

060. Jaken 30,05 30,00 

070. Batangan 9,00 22,00 

080. Juwana 4,86 12,00 

090. Jakenan 12,83 21,00 

100. Pati 11,83 2,00 

110. Gabus 3,92 10,00 

120. Margorejo 34,39 4,00 

130. Gembong 219,36 14,00 

140. Tlogowungu 172,87 6,00 

150. Wedarijaksa 10,50 9,00 

160. Trangkil 19,06 11,00 

170. Margoyoso 21,59 18,00 

180. 
Gunungwungkal 

214,6
7 

33,00 

190. Cluwak 
205,0

0 
39,00 

200. Tayu 12,90 27,00 

210. Dukuhseti 12,67 36,00 

Kabupaten Pati 62,52 0,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati 2023 
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Secara Topografi, wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian 

antara 0-1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas 3 

relief daratan, yaitu Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah 

barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, 

Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan 

Cluwak. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, 

meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, 

Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan 

Tambakromo bagian utara. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah 

selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, 

Winong, dan Pucakwangi. Dengan melihat peta topografi wilayah 

Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian 0–100 m dpl merupakan 

wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769 Ha atau dapat 

dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar 

merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi 

lahan pertanian. 

Tabel 4. Data Jumlah SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten Pati 2021/2022 

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK 

1. Batangan 22 2 1 1 

2. Cluwak 28 2 - 1 

3. Dukuhseti 26 4 1 5 

4. Gabus 34 3 1 2 

5. Gembong 23 3 1 2 

6. Gunungwungkal 21 2 - 1 

7. Jaken 26 3 - - 

8. Jakenan 28 3 1 1 

9. Juwana 45 7 2 3 

10. Kayen 38 9 5 2 

11. Margorejo 32 5 2 4 
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No. Kecamatan SD SMP SMA SMK 

12. Margoyoso 32 5 - 5 

13. Pati 63 13 10 10 

14. Pucakwangi 27 4 - 2 

15. Sukolilo 40 8 1 2 

16. Tambakromo 32 4 - - 

17. Tayu 35 6 2 5 

18. Tlogowungu 30 3 - 1 

19. Trangkil 30 4 1 - 

20. Wedarijaksa 27 4 1 - 

21. Winong 40 3 - 1 

Total  679 97 29 48 

Sumber: Dapodikdasmen Kabupaten Pati 2023 

Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih 

dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia” Dan 

tentulah dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari 

kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang 

ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia 

umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor 

pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat 

diukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karna seperti yang kita 

ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi dan skill dan 

pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila 

output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana 

dapat mencapai kemajuan. Keberhasilam pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan 

tenaga pendidikan (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari 
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Dapodikdasmen Kabupaten Pati 2023 terdapat ada 679 SD baik negeri 

maupun swasta, untuk sekolah SMP tercatat sebanyak 97 sekolah baik 

negeri maupun swasta, untuk sekolah menengah keatas baik negeri 

maupun swasta tercatat sebanyak 29 sekolah, untuk sekolah menengah 

kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta tercatat sebanayk 48 sekolah. 

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pati merupakan penduduk yang 

berpendidikan. Di kabupaten ini juga terdapat penduduk yang mengenyam 

pendidikan hingga jenjang akademi, Strata 1 dan Starata 2. 

b. Hakikat Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

Kebijakan pemerintah selalu dikonfrontasi pada berbagai 

permasalahan mulai dari masalah yang sederhana sampai yang rumit. 

Diperlukan suatu kebijakan untuk mengatasi hal tersebut setiap 

permasalahan yang ada. Kondisi untuk memecahkan masalah yang rumit 

tidaklah mudah sama dengan syarat penyelesaian masalah yang sederhana. 

Masalah sederhana memungkinkan analisis menggunakan metode 

konvensional, sedangkan permasalahan itu analisis tuntutan yang 

kompleks untuk mengambil bagian aktif dalam mendefinisikan sifat 

masalahnya sendiri (Lasswell dalam Kartodiharjo, 2009). 

Solichin (2012: 3) kebijakan merupakan suatu perlakukan yang 

mengarah pada suatu tujuan yang dilakukan baik seseorang, kelompok 

maaupun pemerintah seraya mencari peluang-pelung untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Sedangkan Dunn (2000: 41) policy (kebijakan) 

merupakan solusi dari suatu masalah yang terjadi. Kebijakan terkadang 
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tidak efektif dikarenakan tidak sesuai ketika merumuskan suatu masalah. 

Dapat disimpulkan bahwa kebjakan merupakan obat yang sering kali tidak 

manjur akibat dari salah memberikan diagnosa masalah. Dari kedua 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu 

tindakan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja oleh 

seseorang, kelompok tertentu dan pemerintah yang berupa suatu keputusan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan itu dalam menjalankan 

pemerintahannya, pemerintah telah memiliki kebijakan yang strategis 

yang dapat membuat perubahan pembangunnan di daerahnya. Salah satu 

dari perubahan tersebut yaitu dengan penyedian sarana dan prasarana 

PJOK di sekolah menengah pertama (SMP). 

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya 

memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia 

gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam 

rangka meningkatkan budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan 

pencapaian tujuan pembangunan nasional,keberadaan dan peran olahraga 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus 

mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya 

terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan 

kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada Dalam 

pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah 

terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan 

olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan 
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kesegaran jasmani ; dan tersusunnya Rancangan Undang-Undang 

Olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan 

tersusunnya Sport Development   Index (SDI).  

Kajian ilmu kebijakan penting untuk dipahami karena salah satu 

ilmu kebijakan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yakobus E. 

Anderson (dalam Nugroho, 2021:36) mengatakan bahwa “kebijakan 

publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat 

pemerintah” (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh 

lembaga dan pejabat pemerintah). Selanjutnya Anderson menjelaskan 

implikasi pemahaman kebijakan publik adalah: 

1) Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan atau tujuan tertentu 

tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan memuat 

tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah. 

2) Kebijakan itulah yang sebenarnya dilakukan pemerintah, jadi bukan itu 

yang ingin dilakukan pemerintah sesuatu atau menyatakan bahwa 

mereka akan melakukan sesuatu.  

3) Kebijakan publik tersebut dapat berdampak positif dalam beberapa hal 

suatu bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah atau sifat 

tertentu negatif dalam arti bahwa hal tersebut merupakan keputusan 

pejabat pemerintah untuk tidak melakukan hal tersebut lakukan sesuatu. 

4) Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan pada atau 

selalu berdasarkan peraturan yang bersifat memaksa (otoritif). 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

pemerintah daerah berperan penting dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP, karena kebutuhan sarana dan prasrana PJOK menjadi hal yang 

sangat vital dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. 

Sarana dan prasarana memberikan manfaat yang banyak dalam proses 

pembelajaran. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran 

disekolah akan menghambat proses pembelajaran sehingga akan 

berpengaruh pada hasil akhir pembelajaran. Dalam pembelajaran PJOK, 

sarana dan prasarana memiliki manfaat yang signifikan terhadap 

keberhasilan suatu proses pembelajaran di sekolah. Sarana mengandung 

arti sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan. Sarana 

pendidikan jasmani ialah segala sesuatu yang dapat digunakan atau 

dimanfaatkan di dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan.  

c. Bentuk Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah haruslah mampu 

membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada 

prinsipnya pemerintah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas 

menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat 

dalam sebuah negara. Oleh karena itu, semua Tindakan dan keputusan 

harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia arti Kebijakan adalah “kepandaian dan kemahiran. 

Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpian, dan cara 
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bertindak (Pemerintah/Organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, 

atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha 

mencapai sasaran atau garis haluan”. David Easton (dalam Pandji Santosa, 

2008 : 27) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “pengalokasian nilai-nilai 

kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. 

Friedrich (dalam Meutia, 2017: 3) menjelaskan bahwa kebijakan 

merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara 

keseluruhan. Pendapat ini mengisyaratkan adanya sifat otoritatif yang 

dimiliki pemerintah sehingga dapat memperkuat definisi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonsia (KBBI). Hogwood & Gun (dalam Solichin, 2015: 

10) mengelompokkan kebijakan kedalam sepuluh macam sebagai berikut: 

1) Policy as a Label for a Feld of Activity (Kebijakan sebagai sebuah label 

atau merk bagi suatu bidang kegiatan pemerintah). 

2) Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs 

(Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau 

keadaan tertentu yang dikehendaki) 

3) Policy as Spesific Proposals (Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus) 

4) Policy as Decision of Government (Kebijakan sebagai keputusan-

keputusan pemerintah) 

5) Policy as Formal Authorizaation (Kebijakan sebagai bentuk otorisasi) 

6) Policy as Programme (Kebijakan sebagai program) 

7) Policy as Output (Kebijakan sebagai keluaran) 

8) Policy as Outcome (Kebijakan sebagai hasil akhir) 
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9) Policy as a Theory or Model (Kebijakan sebagai teori atau model) 

10) Policy as Process (Kebijakan sebagai proses) 

Nugroho (2011: 104) secara sederhana mengkategorikan bentuk 

kebijakan publik menjadi tiga, yaitu: 

1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, seperti hasil survei 

dalam kasus kebijakan publik di kabupaten Pati dapat berupa peraturan 

daerah (PERDA). Contoh: Peraturan Daerah kabupaten Pati Nomor 2 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Olahraga. 

2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas 

pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Bupati (Perbup). 

Contoh: Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk 

kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di 

bawah Bupati. Contoh: Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 

Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kebijakan 

publik dengan pola kontinentalis. Menurut aliran kontinental, hukum 

merupakan suatu bentuk kebijakan publik, baik dari segi bentuk, 

produk, proses, dan isinya. Dari segi produk atau bentuknya, kebijakan 
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publik dapat berupa undang-undang, dapat pula berupa konvensi atau 

perjanjian. Dari segi proses, hukum merupakan produk suatu negara 

atau pemerintahan, sehingga kedudukan masyarakat atau masyarakat 

lebih sebagai penerima produk atau penerima akibat dari perilaku 

negara (Nugroho, 2011: 31). Adapun dampak dari negara yang 

menganut pola kontinentalisme adalah suatu kebijakan dapat 

dilaksanakan secara efektif jika tersedia banyak kebijakan 

implementasi. Dapat diartikan juga, setiap Peraturan Bupati misalnya, 

akan dapat terlaksana secara efektif jika tersedia peraturan 

pelaksanaannya dalam bentuk peraturan Kadis (Suherman, 2017: 70). 

d. Landasan Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagai Landasan dalam 

penyusunan kebijakan keolahragaan. Salah satu dinas yang dibentuk 

yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tugas, fungsi, dan tata 

kerja telah tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 

Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. 

e. Arah Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

Arah kebijakan pembangunan olahraga Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pati tahun 2017-2022 termasuh dalam Rencana Kerja 
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(Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Maksud 

dan tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yaitu sebagai 

dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah 

kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang atau 

fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 tahunan. Adapun tujuan dari 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pati 

tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut: 

1) Menjabarkan program dan prioritas kegiatan dari Renstra Perangkat 

Daerah kedalam operasional program kegiatan Perangkat Daerah 

Tahun 2019. 

2) Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mensinergikan 

pembiayaan Pembangunan dari berbagai sumber. 

f. Substansi Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pejasorkes 

merupakan faktor penting untuk menentukan kemajuan suatu 

pendidikan, maka kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK 

harus ada substansinya jelas sehingga kebijakan dapat dilaksanakan 

oleh semua pihak pemangku kepentingan. Berdasarkan data yang 

tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan., Substansi Kebijakan Penyediaan 

Sarana dan Prasarana PJOK di SMP mengatur dan mengelola empat 
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bidang, (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, (3) Bidang Pembinaan 

Sekolah Menengah Pertama, (4) Bidang Guru dan Tenaga 

Kependidikan. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada enam dokumen 

perencanaan Pembangunan bidang yang saling terkait yaitu (1) 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPMD), (3) Rencana 

Strategis Satuan Kerja Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Renja-RKPD), (5) Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan (6) Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). Seluruh dokumen perencanaan sebagaimana 

dimaksud dalam di atas, dari segi waktu meliputi tiga kerangka waktu 

yaitu jangka waktu rencana kerja rencana kerja panjang (20 tahun), 

rencana kerja menengah (5 tahun), dan rencana kerja pendek (1 tahun). 

Semua dokumen di atas memiliki hubungan hierarki berarti menjadi 

dokumen perencanaan jangka panjang referensi untuk dokumen 

perencanaan dengan jangka waktu yang lebih singkat. 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP mempunyai substansi 

kebijakan bahwa Rencana Strategis atau dapat disingkat (Renstra) 

memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem 

perencanaan daerah memuat kebijakan pembangunan yang 



 

48 
 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, sarana 

dan prasarana PJOK yang masuk dalam prioritas pembangunan seperti 

yang dijelaskan dalam program Rencana Strategis Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. 

3. Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras SMP Pemkab Pati 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan 

Sarana dan Prasarana PJOK di SMP memiliki peran yang sangat penting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pati, oleh karena itu 

kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dan 

dilaksanakan oleh yang berkepentingan perlu di analisis secara cermat dan 

menyeluruh. 

Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan 

tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan 

pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analis kebijakan meneliti 

sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut 

betapapun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada 

pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban 

melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan 

pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan 

dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis 

kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. 
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Analisis kebijakan publik merupakan proses peninjauan secara cermat 

atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah atau 

publik. Tujuan analisis kebijakan publik yaitu untuk memberikan 

rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan upaya penyelesaian 

permasalahan publik (Suherman, 2014: 348).  

Dimensi analisis kebijakan publik mengenai penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK SMP sebagai berikut: (1) analisis proses penyediaan sarana 

dan prasarana pendidikan jasmani SMP yang mengkaji proses perencanaan 

penyediaan sarana dan prasarana, dimulai dari identifikasi dan perumusan 

masalah, penyelenggaraan kebijakan sarana dan prasarana PJOK SMP, serta 

pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 

jasmani. (2) analisis kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP 

meliputi: penerapan metode dan teknik analisis multidisiplin dalam proses 

kebijakan. Kemudian analisis kebijakan mengkaji tentang bentuk kebijakan 

yang dikeluarkan, landasan kebijakan yang ditetapkan, arah kebijakan yang 

ditetapkan, dan substansi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK 

SMP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. (3) evaluasi 

dampak kebijakan mengkaji konsekuensi suatu kebijakan atau mencari 

jawaban atas pertanyaan “apa yang terjadi akibat penerapan suatu kebijakan”. 

Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, 

yang mengkaji konsekuensi penerapan suatu kebijakan yang membahas 

hubungan antara metode yang digunakan dengan hasil yang dicapai. 
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Berdasarkan studi kebijakannya analisis kebijakan publik dapat 

dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan public tertentu 

dan setelah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelumnya 

adanya kebijakan publik yang hanya didasarkan pada permasalahan publik 

saja sehingga hasilnya benar-benar merupakan rekomendasi kebijakan publik 

yang baru. Kemudian yang selanjutnya baik analisis kebijakan sebelum 

adanya kebijakan public maupun sesudah adanya kebijakan publik meemiliki 

tujuan yang sama yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada yang 

menentukan kebijakan guna memperoleh kebijakan yang lebih berkualitas. 

Dunn (2000: 117) menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk utama analisis 

kebijakan publik sebagai berikut : 

a. Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi 

informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. 

Analisis kebijakan prospektif juga digunakan sebagai alat untuk 

mensintesakaninformasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan 

preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan 

dalambahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun 

dalam pengambilan keputusan kebijakan, secara konseptual tidak 

termasuk mengumpulkan informasi. 

b. Analisis kebijakan retrospektif berupa penciptaan dan transformasi 

informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe 

kegiatan yang dikembangkan oleh 3 kelompok analis : (1) kelompok 

analisis dengan orientasi analisis disiplin, (2) kelompok analisis dengan 
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orientasi analisis masalah, (3) kelompok analisis dengan orientasi analisis 

penerapan. 

c. Analisis kebijakan yang terintegrasi adalah bentuk analisis yang 

mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian 

pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan 

kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya 

mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan 

retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus 

menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. 

Analisis kebijakan Terintegrasi ini bersifat terus-menerus dengan 

melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus 

sepanjang waktu. 

Cooper, Fusarelli, dan Randall dalam Suherman (2017: 61-63) 

menyatakan bahwa upaya untuk memahami dampak kebijakan dapat 

dilakukan dengan menganalisis kebijakan menggunakan empat dimensi 

teori kebijakan. keempat dimensi teori kebijakan tersebut adalah normatif, 

struktural, konstituen dan teknikal. Penjelasan mengenai keempat dimensi 

kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Dimensi Normatif merupakan kebijakan akan mengungkapkan apakah 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mempunyai landasan ideologis 

tepat, menggambarkan norma-norma yang berlaku di dalamnya 

masyarakat, memberikan manfaat yang besar, dan meneruskan atau 

memperluas kebijakan sebelumnya. 
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b. Dimensi Struktural merupakan kebijakan akan memandu kita untuk 

melakukannya memahami struktur organisasi, sistem kelembagaan, 

bentuk dan jenisnya kebijakan. Penilaian menggunakan dimensi 

struktural akan menghasilkan refleksi hubungan antara pusat, provinsi, 

dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, mengkaji kebijakan 

Pendidikan menggunakan dimensi struktural akan mengungkap 

kontradiksi di antaranya program pemerintah pusat dan provinsi dengan 

program pemerintah kabupaten bagi lembaga. Bentuk kebijakan 

pendidikan dapat berupa peraturan makro, messo, dan mikro, tempat 

pelaksanaan kebijakan makro efektif jika kebijakan turunannya (messo 

dan mikro) telah ditetapkan. 

c. Dimensi Konstituen, Analisis yang menggunakan dimensi konstituen 

merupakan analisis kebijakan pendidikan akan menghasilkan 

pemahaman terhadap siapapun yang terlibat dalam persiapan, 

pelaksanaan dan penilaian kebijakan, upaya apa yang dilakukan 

kelompok kepentingan untuk mempengaruhi dampak dan implementasi 

kebijakan, dan bagaimana peran konstituen dalam persiapan, 

pelaksanaan, dan penilaian kebijakan. Ketika konstituen menyetujui isi 

kebijakan atau sejalan dengan kepentingan kelompoknya, dia akan 

mendukungnya dengan sepenuh hati. Sebaliknya jika kebijakan 

tersebut tidak tepat dengan kepentingan atau ancaman terhadap 

keberadaannya, konstituen akan melakukannya upaya untuk menolak 

atau menghalangi implementasi kebijakan tersebut. 
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d. Dimensi Teknikal, analisis kebijakan pendidikan akan berusaha 

mengungkap hubungan antara perencanaan, aplikasi. dan penilaian 

kebijakan Pendidikan dengan berdasarkan dimensi teknikal. Analisis 

diperlukan memperhatikan pengaruh kebijakan lembaga pendidikan, 

seperti waktu, pendidik, sumber daya, dan instruksi untuk proses 

pendidikan. Ukuran Ini akan memahami realitas apa yang akan terjadi 

sebagai akibat dari implementasi kebijakan. 

Mempertimbangkan pendapat Coper, Fusarelli, dan Randall 

(Suherman, 2017: 61-63) guna dilakukan penelitian ini, maka peneliti 

menganalisis dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 

Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP dengan 

menggunakan teori kebijakan empat dimensi. Dengan menggunakan teori 

analisis kebijakan empat dimensi diharapkan dapat mendapatkan hasil 

informasi yang benar tentang dampak kebijakan terhadap penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK di SMP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pati. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

peneliti mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan 

Prasarana PJOK di SMP adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darma Pambagyo (2022) dengan judul 

“Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga Di 

Kabupaten Purworejo (Analisis Tentang Perencanaan, Ketersediaan, 
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Pemanfaatan, dan Pengelolaan Fasilitas Olahraga)”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perencanaan, ketersediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan 

fasilitas olahraga, mengetahui bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan 

penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 

bahwa Perencanaan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo 

sudah terprogram dengan baik, namun dalam pelaksanaanya belum semua 

dapat terealisasi. Ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo 

belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, ketersediaan fasilitas 

belum merata pada semua cabang olahraga. Pemanfaatan fasilitas yang 

tersedia belum maksimal seringkali dipakai untuk kepentingan selain 

olahraga. Pengelolaan fasilitas olahraga sudah dijalankan dengan baik, 

namun dari segi pemeliharaan harus lebih ditingkatkan lagi. Bentuk, 

landasan, arah dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh 

Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah cukup baik namun belum menjadi 

prioritas utama 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Whalsen Duli Agus Lauh (2013) dengan judul 

“Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Olahraga di Kabupaten 

Ketapang”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran tentang 

perencanaan dalam penyediaan fasilitas olahraga di kabupaten Ketapang, 

menemukan kebenaran tentang ketersediaan fasilitas olahraga di Kabupaten 

Ketapang, menemukan kebenaran tentang pemanfaatan fasilitas olahraga di 
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Kabupaten Ketapang, menemukan kebenaran tentang pengelolaan fasilitas 

olahraga di Kabupaten Ketapang. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

perencanaan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketapang belum 

terprogram dengan baik. Peran pemerntah belum terlihat dengan jelas dalam 

merencanakan fasilitas olahraga di Kabupaten Ketpang, ketersediaan fasilitas 

olahraga di Kabuaten Ketapang belum memadai baik secara kualitas maupun 

kuantitas, ketersediaan fasilitas belum merata pada semua cabor dan seluruh 

kecamatan di Kabupaten Ketapang, pemanfaatan fasilitas yang tersedia 

belum maksimal dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan di luar 

olahraga, pengelolaan fasilitas yang ada belum diperhatikan dengan baik 

sehingga banyak fasilitas yang terbengkalai atau rusak. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Nugroho (2021) dengan judul “Analisis 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tentang Penyediaan 

Fasilitas Olahraga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, 

pengoperasian, dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga oleh 

Pemerintah kabupaten Rejang Lebong, mengetahui bentuk, landasan, arah, 

dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong, mengetahui dampak kebijakan penyediaan 

fasilitas olahraga di Kabupaten Rejang Lebong. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perencanaan, 

pengoperasian dan pengevaluasian penyediaan fasilitas olahraga belum 
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dilakukan secara maksimal. Bersamaan dengan itu, bentuk, landasan, arah, 

dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga oleh Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong sudah baik namun belum menjadi prioritas utama. 

Dampak normatif, struktural, konstituen, dan teknikal kebijakan penyediaan 

fasilitas olahraga belum nampak. Hal ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan 

yang telah dibuat belum mampu memberikan dukungan dan manfaat yang 

besar untuk masyarakat secara menyeluruh. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yanuarius Ricardus Natal (2020) dengan 

judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN 

SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PENDIDIKAN DI SMP 

NEGERI SEKECAMATAN BAJAWA”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana dan 

prasarana olahraga pendidikan di SMP Se-Kecamatan Bajawa yang di tinjau 

dari aspek, ketersediaan serta ketercukupan. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Hasil 

dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini 

oleh pemerintah kecamatan Bajawa melalui dinas terkait telah membuat 

kebijakan policy as spesific proposals berupa usulan-usulan ke atas bottom-

up dengan mekanisme laporan dari sekolah melalui unit pelaksana teknis 

dinas kecamatan selanjutnya ke dinas pendidikan dan ke pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat dibahas dan dianggarkan untuk diberi bantuan 

sarana dan prasarana olahraga. Bantuan tersebut berupa barang maupun 

berupa dana yang nantinya dibelanjakan lewat sekolah melalui dana alokasi 
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khusus, namun untuk beberapa tahun ini mengalami ketiadaan dana tersebut 

sehingga sekolah hanya bersandar dari dana bantuan operasional sekolah 

yang cukup terbatas di dalam pengelolaannya. Ketersediaan sarana dan 

prasarana olahraga pendidikan di SMP Negeri di Kecamatan Bajawa telah 

memenuhi standar minimum berdasarkan standar sarana dan prasarana 

olahraga di SMP/MTs meliputi peralatan pendidikan, media dan sumber 

belajar,tempat berolahraga serta tempat bermain dan rekreasi yang diperlukan 

untuk proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ketercukupan 

sarana dan prasarana olahraga pendidikan di SMP Negeri se-kecamatan 

Bajawa secara umum telah memiliki prasarana yang baik (lapangan dan area 

berolahraga),akan tetapi untuk sarana seperti alat-alat olahraga masih kurang 

yang berbanding terbalik dengan rasio jumlah siswa di setiap kelasnya. Rata-

rata siswa perkelas untuk rombel kelas VII-IX jumlahnya sebanyak 35-40 

siswa, sementara sarana dan fasilitas olahraga jumlahnya sebanyak 10 buah 

untuk tiap set alat tersebut tidak termasuk dengan yang telah rusak atau tidak 

layak pakai. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhsan (2017) dengan judul “KEBIJAKAN 

PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN 

PRASARANA OLAHRAGA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Analisis Tentang Perencanaan, 

Realisasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menemukan kebenaran tentang 

perencanaan, realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur olahraga 
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di Lombok Timur Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

snowball sampling. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

Perencanaan Penyediaan infrastruktur olahraga yang ada di Kabupaten 

Lombok Timur berbasis public rekomendasi serta berasal dari Pemerintah 

Daerah yang mengusulkan olahraga Desa infrastruktur kepada Pemerintah 

Pusat, Realisasi penyediaan infrastruktur olahraga masih belum ada 

terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten saja dan belum terdistribusi secara 

merata ke setiap desa atau kelurahan kecamatan yang ada di Kabupaten 

Lombok Timur, Pengelolaan infrastruktur olahraga yang ada di Kabupaten 

Lombok Timur belum maksimal karena sumber dana untuk pemeliharaan 

yang tidak jelas banyak infrastruktur olahraga yang sudah ada menjadi 

terbengkalai dan rusak, Pemanfaatan yang sudah ada sebelumnya 

infrastruktur olahraga di Kabupaten Lombok Timur kurang maksimal karena 

sering digunakan untuk kegiatan tertentu selain kegiatan olahraga. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Lokal Kebijakan 

Pemerintah tentang Infrastruktur Olahraga yang dikembangkan oleh 

Pemerintah Daerah Lombok Timur Kabupaten belum dirasakan secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat, karena penyelenggaraan olahraga 

infrastruktur masih terpusat di sekitar Ibukota Kabupaten saja. 

Berdasarkan uraian penelitian yang relevan di atas, dapat diidentifikasi 

bahwa kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga sudah diatur 

dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Namun secara pengelolaan 
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belum menjadi prioritas utama, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tidak 

maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Pambagyo (2022) menyatakan bahwa 

perencanaan penyediaan fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo sudah 

terprogram dengan baik, namun belum semua dapat terealisasi. Ketersediaan 

fasilitas olahraga di Kabupaten Purworejo belum memadai baik secara kualitas 

maupun kuantitas, dan ketersediaan fasilitas belum merata. Pemanfaatan fasilitas 

yang tersedia belum maksimal. Pengelolaan fasilitas olahraga sudah dijalankan 

dengan baik, namun dari segi pemeliharaan harus lebih ditingkatkan lagi. 

Bentuk, landasan, arah dan substansi kebijakan penyediaan fasilitas olahraga 

oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah cukup baik namun belum menjadi 

prioritas utama. 

C. Kerangka Pikir 

Kebijakan Pemerintah yang membahas tentang olahraga saat ini 

dirancang dalam bentuk Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang salah satunya mengatur tentang 

penyediaan sarana dan prasarana olahraga PJOK yang telah tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Di dalamnya 

memuat tentang perencanaan sarpras, ketersediaan sarpras, pemanfaatan sarpras, 

dan pengelolaan sarpras. Proses penerapan kebijakan pemerintah dimulai dari 

adanya suatu kebijakan yang telah siap dilaksanakan. 

Suatu kebijakan pemerintah memerlukan perencanaan yang sistematis 

dan cermat untuk memperoleh hasil yang memenuhi target dan memuaskan 

semua pihak terkait, misalnya dalam bentuk Renstra (Rencana Strategis). 
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Rencana merupakan program konkrit yang akan dilaksanakan dalam kurun 

waktu tertentu waktu tertentu yang di dalamnya target harus dipenuhi menurut 

tolak ukur tertentu sudah diatur sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik hal 

tersebut diharapkan pelaksanaannya juga baik. Dengan tersedianya sarana dan 

prasarana PJOK maka perlunya dan akses terhadap pembinaan, pendidikan dapat 

dikondisikan dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga di SMP maka 

kebutuhan dan akses belajar megajar lebih mudah. Hal ini diharapkan 

memberikan dampak positif bagi dunia olahraga terkhusus di Kabupaten Pati, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa-siswi di Kabupaten Pati. Dengan 

diketahuinya prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan dari penyediaan 

sarana dan prasarana olahraga di SMP dapat meningkatkan kualitas dunia 

olahraga dalam meningkatkan prestasi dan mempermudah dalam proses belajar 

mengajar di bidang olahraga. 

Kebijakan penyediaan fasilitas olahraga harus diwujudkan dengan tujuan 

yang jelas. Kejelasan tujuan harus didasarkan pada bentuk kebijakan, landasan 

kebijakan, arah kebijakan, dan substansi kebijakan tidak dapat dipisahkan 

mendukung dan mematuhi hierarki undang-undang. Ketaatan pada prinsip 

hierarki undang-undang akan menjamin kesinambungan antar tujuan nasional 

dan regional. Dengan penetapan kebijakan bermuatan bentuk, landasan, arah, 

dan substansi kebjakan diharapkan akan menghasilkan Outcomes. Outcomes 

yang dihasilkan melalui implementasi terdiri atas hasil segera kebijakan (policy 

effect) dan hasil akhirnya (policy impact). Policy effect merupakan pengaruh 

jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan sedangkan policy 
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impact adalah sejumlah outcomes yang dihasilkan suatu program melalui proses 

jangka panjang. Dengan perencanaan dan mekanisme yang telah ditentukan dan 

dijalankan maka outcome yang diharapkan dalam kebijakan ini adalah 

tersedianya sarana dan prasarana PJOK di SMP Pemkab Pati. 

Guna mengetahui dampak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, seperti kebijakan penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Evaluasi dapat 

mempergunakan metode analisis empat dimensi kebijakan, yaitu normatif, 

struktural, konstituen, dan teknikal. 

Dengan menggunakan keempat dimensi kebijakan tersebut diharapkan 

dapat diketahui dampak kebijakan penyediaan sarana dan prsarana PJOK di 

SMP Pemkab Pati. Data yang diperoleh berupa informasi tentang penyediaan 

sarana dan prasarana di SMP dan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana 

PJOK di SMP. Informasi tersebut akan dijadikan kesimpulan apakah kebijakan 

tersebut brjalan sesuai rencana atau belum dalam memajukan dan pembangunan 

PJOK di Kabupaten Pati. Kerangka pikir yang diuraikan di atas dapat 

diilustrasikan dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

Permasalahan Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana 

PJOK SMP Kabupaten Pati 

 

Penyediaan Sarana dan Prsarana PJOK SMP oleh 
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Prosedur 
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Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prsarana 

PJOK SMP oleh Pemerintah Kabupaten Pati 

 

Rekomendasi Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK SMP 

Kabupaten Pati 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka piker yang telah 

disampaikan, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP 

di Kabupaten Pati? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Evaluasi 

Metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini adalah penelitian 

evaluasi, Penelitian ini bermaksud untuk mengekplorasi dan mengklarifikasi 

fenomena atau kenyataan sosial mengenai ketersediaan sarana dan prasarana 

PJOK SMP yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Karenanya, penelitian ini akan 

menganalisis dan mempelajari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 

Daerah Kabupaten yang sedang berlangsung atau berada dalam tahapan 

implementasi kebijakan, yaitu kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK 

SMP Kabupaten Pati. Berdasarkan karaktersitik data yang akan dikaji, penelitian 

ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi kebijakan atau analisis 

kebijakan.  

Analisis kebijakan merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan 

beragam metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang 

relevan dalam penganalisisan masalah sosial yang mungkin timbul akibat 

diterapkannya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan 

umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-

akibat suatu kebijakan.  

Karena penelitian ini memfokuskan kajian pada kebijakan penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK SMP Kabupaten Pati, penelitian ini lebih tepat 

menggunakan pendekatan penelitian evaluasi kebijakan atau analisis kebijakan. 

Metode analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk 

menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang 
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relevan dengan kebijakan. Demi kelancaran penelitian serta memberikan arti 

terhadap data dalam penelitian secara sistematis, efisien, dan efektif, peneliti 

melakukan proses penelitian pendahuluan yang meliputi penelusuran literatur, 

dokumentasi, dan studi evaluasi situasi tempat penelitian yang akan 

dilaksanakan. Dari hasil proses penelitian pendahuluan tersebut, kemudian 

ditemukan sejumlah informasi awal yang menyangkut objek penelitian 

sehingga dapat dikategorikan pada kelompok  penelitian evaluasi (Sugiyono: 

2007). 

B. Model Analisis Kebijakan Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi. Paling tidak 

ada dua objek penelitian evaluasi yaitu program dan kebijakan. Penelitian yang 

akan dikerjakan akan mengkaji atau menganalisis kebijakan, yaitu penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK SMP Kabupaten Pati yang dilaksanakan oleh para 

pemangku kepentngan PJOK SMP. Berdasarkan pembagian proses 

pengembangan Dye, kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP 

sudah sampai pada tahap implementasi kebijakan, dan evaluasi penyediaan 

sarana dan parasarana. 

Model analisis kebijakan yang dipergunakan peneliti adalah metode 

analisisi konten (Contenti Analysis). Analisis konten menurut Bungin (2012 65 

:231) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat 

ditiru (replicable) dan sahih data memperlihatkan konteksnya. analisis penelitian 

ini terfokus pada analisis isi (Joko Widodo ,2006 :23). Target untuk dianalis 

adalah (1) penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP dari segi prosedur, 
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pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan, (2) isi kebijakan (bentuk, landasan, 

arah, dan substansi kebijakan), dan (3) dampak yang ditimbulkan oleh  kebijakan 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP yang dilaksanakan. 

Data tentang kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP 

diperoleh dari dokumen peraturan perundangan yang telah ditetapkan, Untuk 

pendalaman dan konfirmasi data kebijakan, selain dari tiga sumber informasi, 

peneliti mengumpulkan data dari para pemangku kepentingan penyediaan sarana 

dan prasarana PJOK SMP, dan dokumen elektronik dan tertulis mengenai 

kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP.  

C. Tempat dan Waktu Analisis 

Secara keseluruhan, dalam pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi data dan berbagai keterangan yang dibutuhkan, penelitian evaluasi ini 

dilaksanakan di Pemkab Kabupaten Pati, Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Pati, SMP Negeri Kabupaten Pati, dan pemangku 

kepentingan penyediaan sarpras PJOK SMP di Kabupaten Pati.  

Pengumpulan data dilaksanakan tanggal 9 Oktober - 30 Oktober 

2023,terutama untuk pengumpulan data utama. Pengumpulan data kebijakan 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP telah dilakukan sejak penyusunan 

proposal ini, yaitu sejak bulan Agustus 2023, terutama dokumen yang bersumber 

dari data elektronik, dan penelitian pendahuluan.  

D. Populasi dan Sampel Analisis Kebijakan 

Arikunto (2013: 173) populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. 

Jadi yang dimaksud dengan pupulasi individu yang memiliki sifat yang sama 
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walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh 

individu yang akan dijadikan objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, 

Bidang Pembinaan SMP seksi Sarpras, Kepala SMP Negeri di Kabupaten Pati, 

guru pendidikan jasmani dan siswa SMP. 

Arikunto (2013:174 ) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 

50 informan yang terdiri dari 2 informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati, 12 informan Kepala Sekolah, 12 informan guru PJOK, 24 

informan siswa siswi SMP. Penelitian ini akan menganalisis bentuk kebijakan 

yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK di sekolah menengah pertama. Sumber data merupakan segala 

keterangan atau informasi berkaitan mengenai hal dengan masalah yang di 

bahas. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Data primer adalah sumber data yang mempunyai kaitan langsung dengan 

masalah-masalah yang di bahas, data ini di peroleh wawancara mendalam dan 

obsevasi. 

2. Data sekunder adalah sumber data yang digunakan atau diperoleh secara 

tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas.data ini yang diperoleh dari 

buku laporan dokumen-dokumen, brosur, monografi, dan buku literature. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen peraturan daerah dan 

informan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Bidang Pembinaan SMP seksi 
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Sarpras, Kepala SMP Negeri di Kabupaten Pati, guru pendidikan jasmani, serta 

pihak-pihak terkait yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. 

 

E. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yaitu teknik survey (non-tes). Teknik 

survey merupakan teknik dimana peneliti mengamati langsung di lapangan. 

Peneliti menggunakan 3 cara dalam pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji Dokumen dan Arsip (Conten Analysis) 

Sugiyono (2015: 240) bahwa dokumen berfungsi untuk menggali 

dan menganalisis data berupa dokumen seperti Peraturan Daerah 

(PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), dan Rencana Kerja yang 

dikeluaran oleh Pemerintah. Arsip dan dokumen tertulis adalah data yang 

memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. 

b. Wawancara secara Mendalam (In-Depth Interviewing) 

Sugiyono (2015: 233) wawancara memiliki tujuan untuk 

menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang 

diwawancara diminta pendapat serta idenya. Dari wawancara tersebut 

dapat menyajikan konstruksi saat ini dalam konteks mengenai pribadi, 

peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan, tingkat dan 

bentuk keterlibatan dan sebagainya untuk merenkontruksi beragam hal 

(Sugiyono, 2015: 322-326). 
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c. Observasi (Obsevation) 

Sutopo (2006: 75) Teknik observasi digunaka untuk menggali data 

dari sumber data berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat, benda, dan 

rekaman gambar. Teknik ini diperlukan untuk memperoleh informasi 

terkait ketersediaan dan intensitas pemanfaatan sarana dan prasarana 

PJOK SMP di Kabupaten Pati. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau 

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara 

sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu 

penelitian bisa disebut instrument penelitian.  

Suharsimi Arikunto (2000: 134), Instrumen pengumpulan data 

merupakan alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

pengumpulannya sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. Intrumen dari penelitian ini adalah peneliti sendiri 

dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth-interview), sedangkan 

untuk mendukung wawancara peneliti menyiapkan panduan pertanyaan  

tentang  hal-hal pokok yang ingin di ketahui. Panduan ini juga bisa 

mempermudah dan terarahkan pembicaraan atau wawancara. Sesuai dengan 

kondisi yang real di lapangan. 
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Dalam mempersiapkan instrumen dan sebelum instrumen diberikan 

responden, peneliti harus memperhatikan dan menentukan terlebih dahulu 

tingkat kesahihan dan kevalidan instrumen. Untuk mendapatkan instrumen 

yang tepat, maka peneliti harus menyiapkan instrumen dengan mengikuti 

langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Iskandar (2008: 79) 

menjelaskan bahwa terdapat enam langkah dalam mempersiapkan instrumen 

penelitian, yaitu: (1) mengidentifikasi variabel yang diteliti, (2) 

mendeskripsikan variabel-variabelnya menjadi dimensi atau faktor, (3) 

mencari indikator dari setiap dimensi atau factor, (4) mendeskripsikan kisi-

kisi instrumen; (5) merumuskan item instrumen pertanyaan atau pernyataan, 

dan (6) menyusun pedoman instrumen. 

Variabel dalam penelitian ini adalah (1) penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK SMP; dan (2) kebijakan penyediaan sarana dan prasarana 

PJOK SMP., dan (3) dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana 

PJOK SMP. 

Deskripsi kedua variabel adalah sebagai berikut. (1) penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK SMP yang meliputi prosedur: Instruksi atau resep 

menyiapakan sesuatu; pemerataan: Sesuatu kegiatan yang mengarah 

terwujudkan suatu keadilan; dan ketersediaan: Tepat memenuhi kebutuhan 

atau memuaskan keinginan; (2) Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana 

PJOK SMP terdiri atas bentuk, landasan, arah, dan substansi kebijakan; (3) 

dampak kebijakan dianalisis menggunakan dimensi normatif, dimensi 

struktural, dimensi konstituen, dan dimensi teknikal. 
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Merinci faktor menjadi indikator, dan dituangkan dalam benguk kisi-

kisi instrumen. Kisi-kisi instrument dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 5: Kisi-kisi Instrumen Analisis Penyediaan Sarana dan Prasarana 

PJOK di SMP 

 

Variabel Faktor Indikator Keterangan 

Instrumen 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 
PJOK di 
SMP Oleh 
Pemkab 
Pati 

Prosedur 1. Proses dan mekanisme 
penyediaan sarpras 
PJOK 

2. Pihak yang terlibat 
dalam prosedur 
penyediaan sarpras 

3. Perencanaan jangka 
pendek, jangka 
menengah, jangka 
panjang 

Analisis 
Dokumen 
dan 
Wawancara 

Pemerataan 1. Proses pemerataan 
penyediaan sarpras 
PJOK 

2. Peran pemerintah dalam 
pemerataan  

3. Kendala dalam proses 
pemerataan 

Analisis 
Dokumen 
dan 
Wawancara 

Ketersediaan 1. Kegiatan ketersediaan 
Sarpras Penjsorkes 

2. Peran pemerintah dalam 
penyediaan sarpras 
PJOK 

Analisis 
Dokumen 
dan 
Wawancara 

Ketercukupan 1. Pihak yang terlibat dalam 
ketercukupan sarpras 

2. Proses ketercukupan 
penyediaan sarpras 
prnjasorkes 

Analisis 
Dokumen 
dan 
Wawancara 

 

 

Tabel 6: Kisi-kisi Instrumen Analisis Kebijakan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana PJOK di SMP 

Variabel Faktor Indikator Keterangan 

Instrumen 
Kebijakan 
Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Bentuk 1. Makro 
2. Meso 
3. Mikro 

Analisis Dokumen 
dan Wawancara 

Landasan 1. Undang-Undang 
2. Peraturan Daerah 

Analisis Dokumen 
dan Wawancara 
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PJOK di 
SMP 

Arah 1. Jangka Panjang 
2. Jangka Menengah 
3. Jangka Pendek 

Analisis Dokumen 
dan Wawancara 

Substansi 1. Peraturan Bupati 
2. Keputusan Bupati 

Analisis Dokumen 
dan Wawancara 

 

 

Tabel 7. Kisi-kisi Instrumen Analisis Dampak Kebijakan Penyediaan 

Sarpras PJOK di SMP Pemkab Pati 

 

Variabel Faktor Indikator Keterangan 

Instrumen 

Dampak 

Kebijakan 

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

PJOK 

 

Dimensi 

Normatif 

1. Landasan ideologi 

2. Norma yang berlaku 

3. Memberikan manfaat 

Analisis 

Dokumen 

Dimensi 

Struktural 

1. Struktur organisasi 

2. Bentuk Kebijakan 

Analisis 

Dokumen 

Dimensi 

Kontituen 

1. pelaku kebijakan dalam 

penyusunan 

2. Pelaku kebijakan dalam 

pengimplementasian 

3. Pelaku kebijakan dalam 

pengevaluasian 

Analisis 

Dokumen 

Dimensi 

Teknikal 

1. Waktu 

2. Sumber daya 

3. Intruksi 

Analisis 

Dokumen 

 

1) Panduan Wawancara Mendalam 

 

Tabel 8. Panduan Wawancara Kepala Disdikbud Pemkab Pati 

 
Variabel/ 

Faktor 
Indikator/Sub Indikator 

Nomor 
Butir  

A. Kebijakan Pemerintah 
A.1. Penerapan dan Pelaksanaan Kebijakan 

A.1.1.Terdapat kebijakan pemerintah daerah dalam 

penyediaan sarpras PJOK di SMP. 

1,2 

A.1.2. Proses kebijakan Pemda dalam penyediaan sarpras 

penjsorkes sesuai dengan peraturan 

3 

A.1.3. Terdapat beberapa instansi yang terlibat dalam 

penyediaan sarpras PJOK SMP 

4, 5 

A.1.4. Faktor penghambat kebijakan Pemda dalam 

penyediaan sarpras PJOK di SMP 

6 

A.1.5. Pemda menyediakan dana dalam penyediaan sarpras 

PJOK di SMP 

7, 8 

A,1,6, Ada rencana jangka panjang dalam penyediaan 

sarpras PJOK di SMP 

9 
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B. Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP oleh Pemerintah 

Kabupaten Pati 

     B.1. Prosedur 

B.1.1. Terdapat prosedur khusus dalam penyediaan sarpras 

PJOK di SMP 

10 

B.1.2. Prosedur dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP 

berjalan sesuai dengan kebijakan 

11,12 

B.2. Pemerataan  

B.2.1. Terdapat proses pemerataan dalam penyediaan 

sarpras PJOK di SMP 

13, 14, 

15, 16 

B.2.2. Faktor penghambat dalam melakukan pemerataan 

penyediaan sarpras PJOK di SMP 

17 

B.3. Ketersediaan 

B.3.1. Sarpas PJOK di SMP harus memenuhi standar 

nasional baik kualitas maupun kuantitas 

18 

B.3.2. Penyediaan sarpras PJOK di SMP oleh pihak swasta 

sangat dapat membantu tersedianya sarpras yang memadai 

19, 20 

B.4. Ketercukupan  

B.4.1. Pembagian tugas ketercukupan penyediaan sarpras 

PJOK di SMP sesuai dengan struktur organisasi  

21 

B.4.2. Pemerintah daerah memberikan ketercukuan dana 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP 

22 

B.4.3. Kendala dalam mencukupi penyediaan sarpras PJOK 

di SMP? 

23 

  

C. Kebijakan Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP  

C.1. Bentuk Kebijakan: Makro, Meso, dan Mikro  

C.1.1. Penyusunan dan penetapan kebijakan penyediaan 

sarpras PJOK di SMP 

24 

C.1.2. Bentuk kebijakan penyediaan sarpras PJOK di SMP 25 

C.1.3. Proses penetapan 26 

C.2. Landasan Kebijakan: Undang-undang 

Peraturan pemerintah 

 

C.2.1. Landasan penyusunan dan penetapan kebijakan 

penyediaan sarpras PJOK di SMP 

27 

C.2.2. Proses penyusunan landasan kebijakan 28 

C.3. Arah Kebijakan: Jangka Panjang, Jangka Menengah, 

Jangka Pendek 

 

C.3.1. Arah kebijakan penyediaan sarpras PJOK di SMP 29, 30 

C.4. Substansi Kebijakan: Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 

da Keputusan Kepala Dinas  

 

C.4.1. Bentuk substansi kebijakan penyediaan sarpras PJOK 

di SMP 

31 

C.4.2. Proses penetapan substansi kebijakan 32 
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Tabel 9. Panduan Wawancara Kepala SMP dan Guru PJOK 

 
Variabel/ 

Faktor 
Indikator/Sub Indikator 

Nomor 
Butir  

Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP oleh Pemkab Pati 

A. Prosedur 

A.1. Terdapat prosedur khusus dalam penyediaan sarpras PJOK 

di SMP 

1 

A.2. Pemerintah daerah memberikan arahan dalam penyediaan 

sarpras PJOK di SMP sesuai dengan kebijakan 

2 

A. Ketersediaan 

B.1. Sarpras PJOK di SMP harus memenuhi standar nasional 

baik kualitas maupun kuantitas 

3 

B.2. Ketersediaan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi dalam 

proses pembelajaran 

4 

B.3. Pembagian tugas ketersediaan penyediaan sarpras PJOK di 

SMP sesuai dengan struktur organisasi 

5 

B.4. Permasalahan kondisi ketersediaan sarpras dengan proses 

belajar mengajar 

6 

C. Pemerataan  

C.1. Terdapat proses pemerataan dalam penyediaan sarpras 

PJOK di SMP 

7 

D. Ketercukupan  

D.1. Bantuan dana dalam ketercukupan penyediaan sarpras 

PJOK di SMP 

8,9 

D.2. Bantuan dana dari pemerintah wajib digunakan untuk 

kepentingan perbaikan sarpras PJOK di SMP 

10 

D.3. Kondisi sarpras PJOK di SMP 11 

 

Tabel 10. Panduan Wawancara Siswa- Siswi SMP 

 

Variabel/Faktor Indikator/Sub-Indikator No.Butir  

Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di SMP oleh Pemkab Pati 

A Prosedur 

A.1. Pihak sekolah melakukan prosedur penyediaan sarpras 

PJOK 

1 

B.Pemerataan  

B.1. Pemerataan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi dalam 

proses pembelajaran 

3 

C. Ketersediaan 

C.1. Ketersediaan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi 

dalam proses pembelajaran 

2 

D. Ketercukupan  

D.1. Ketercukupan sarpras PJOK di SMP harus memenuhi 

dalam proses pembelajaran 

4 
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2) Panduan Observasi 

Adapun panduan Observasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Panduan Observasi 

No. Indikator Aspek Yang Diamati Ada Tidak 

Ada 

1. Kegiatan 

Pengoprasian 

Prosedur √  

Pemerataan √  

Ketersediaan √  

Ketercukupan √  

2.  Bagan Struktur Organisasi √  

3.  Dokumen Kebijakan √  

4.  Bagan Sistem Kelembagaan √  

5.  Dokumen Kebijakan √  

 

3) Panduan Analisis Muatan/Studi Dokumen 

Adapun panduan analisis dokumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 12. Panduan Analisis 

No. Aspek Yang Dianalisis 

1. Nama Dokumen 

2. Deskripsi Dokumen 

3. Fungsi Dokumen 

4. Sumber Dokumen 

5. Atribut Dokumen 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam Penelitian ini untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti 

menggunakan Triangulasi Data. Triangulasi adalah metode yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan 
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menganalisa dari berbagai perspekti validitas dalam penelitian dilihat 

berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian 

kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan 

situasi dan didukung oleh bukti. Manfaat triangulasi adalah meningkatkan 

kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, 

mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi 

pemahaman yang lebih jelas tentang masalah. Sugiyono (2015: 274) menyatakan 

bahwa cara ini mengarahkan peneliti supaya dalam pengumpulan data wajib 

menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya, data yang 

sama atau sejenis akan lebih pasti kebenarannya ketika digali dari beberapa 

sumber yang berbeda-beda. 

Moloeng (2004: 330) menyatakan bahwa Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan validitas data. Dimana dalam artian 

triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara dengan objek 

penelitian. 

Sugiyono (2015: 270) Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

meliputi uji, credibility,transferability, dependability, dan confirmability. Uji 

kredibilitas data menggunakan triangulasi data yang artinya saat memeriksa data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu William (Sugiyono, 2015: 

274), dengan itu triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan 3 sumber 

dan menggunakan 3 teknik pengumpulan data. 
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Sugiyono (2015: 376) menyatakan bahwa uji transferabilitas 

(transferability) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal penelitian 

kualitatif. Tes ini dapat menunjukkan tingkat ketelitian atau akurasi penerapan 

hasil penelitian pada populasi dari mana sampel diambil. Peneliti akan 

menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini dengan memberikan 

gambaran hasil secara rinci, jelas dan sistematis. Hasil penelitian diuraikan 

secara rinci, jelas dan sistematis dengan tujuan agar penelitian ini dapat mudah 

dipahami oleh orang lain dan hasilnya penelitian dapat diterapkan pada populasi 

dimana sampel digunakan dalam penelitian ini diambil.  

Miles (2018: 50) menjelaskan bahwa uji dependabilitas (Dependability) 

ini dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dalam penelitian kualitatif 

sering juga disebut dengan reliabilitas. Hal ini dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap seluruh proses internal penelitian. Uji Dependabilitas dilakukan 

dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan audit dengan cara peneliti berkonsultasi dengan pembimbing, 

kemudian pembimbing mengaudit keseluruhan proses penelitian. Peneliti akan 

berkonsultasi dengan supervisor (pengawas) untuk mengurangi kesalahan dalam 

menyajikan hasil penelitian dan proses selama penelitian (Sugiyono, 2015: 377). 

Uji Konfirmabilitas adalah uji objektivitas dalam penelitian kuantitatif. 

Penelitian dapat dikatakan mempunyai tujuan apabila penelitian tersebut telah 

disepakati oleh masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, tes konfirmabilitas 

mirip dengan Uji Dependibilitas sehingga kedua penelitian ini dapat dilakukan 

dengan cara serentak. Prastowo (2014: 275) mengatakan bahwa menguji 
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konfirmabilitas merupakan menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan 

proses penelitian. 

G.  Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2018: 482) menyatakan analisis data merupakan proses 

pencarian dan menyusun data. Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan bagaimana mengatur data ke dalam 

kategori,menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, pengorganisasian ke 

dalam pola, pemilihan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan membuat 

kesimpulan agar mudah dipahami baik diri sendiri maupun orang lain. Moleong 

(2017: 280-281) menambahkan bahwa analisis data adalah suatu proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar 

deskripsi sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja dapat dirumuskan 

sesuai dengan data yang ada. 

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun 

tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan 

memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data 

memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga fisik dan pikiran 

sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan 

guna mengonfirmasikan teori. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 

246) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 
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sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan 

mengikuti model interaktif sebagai berikutGuna memperoleh gambaran secara 

menyeluruh tentang obyek penelitihan ini, teknik analisis data merupakan proses 

penyederhanaan data ke dalam bentul yang lebih sederhana sehingga akan lebih 

mudah dipahami dan diimplementasikan. Miles, Huberma,  dan Saldana (2018: 

10) menyatakan bahwa terdapat 4 tahapan dalam analisis data secara skematis  

yang digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 3. Analisis Data Interaktif  

 

 (Sumber: Miles, Huberman, & Saldana, 2018: 10) 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumetasi 

ditulis kedalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan 

refleksi. Pengumpulan data merupakan data alami yang berisi tentang apa yang 

dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan di alami sendiri oleh peneliti dan 

merupakan rencana pengumpulan data untuk ke tahap selanjutnya. Guna 

mendapatkan catatan ini, maka peneliti harus melakukan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi terhadap beberapa responden penelitian. Setelah data 

terkumpul, peneliti harus mengumpulkan data yang kemudian peneliti 
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melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data dari hasi yang 

diperoleh sebelumnya sehingga data yang didapat merupakan data yang valid. 

Kondensasi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar dari hasil di lapangan. 

Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, baik selama penelitian 

dilapangan maupun sampai laporan tersusun. Penyajian data merupakan 

memasukkan data dan informasi yang didapat di lapangan kedalam matriks, 

yang kemudian disajikan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan, 

sehingga peneliti tidak salah dalam menganalisa dan menarik kesimpulan. 

Tujuan dari penyajian data merupakan untuk menyederhanakan informasi 

sehingga lebih mudah untuk dipahami. Setelah peneliti menyusun data secara 

urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga ketika peneliti 

mendapatkan data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti 

dapat memperbaiki atau mengedit data tersebut sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

Penarikan kesimpulan merupakan usaha yang dilakukan guna mencari 

dan memahami maksa, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau 

proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara 

melihat dan mempertayakan kembali sambil melihat catatan supaya memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat. Untuk tahapan selanjutnya peneliti melakukan 

penganalisaan dan mendesripsikan data tersebut sehingga data yang diperoleh 

dapat dipahami sesuai dengan tujuan penelitian. 
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H. Kriteria Keberhasilan  

 

Tabel 13: Kriteria Keberhasilan 

 
N
o 

Aspek / Sub 
Aspek 

Kriteria 
Baik Cukup Kurang 

1 Penyediaan Sarana Prasarana PJOK SMP 
a. Prosedur Prosedur 

penyedian 
sarpras PJOK 
SMP lengkap 
dan 
komprehensif 

Prosedur 
penyedian 
sarpras PJOK 
SMP cukup 
memadai 

Prosedur 
penyedian 
sarpras PJOK 
SMP tidak 
lengkap 

b. Pemerataan Pemda 
melalukan 
pemerataan 
penyedian 
sarpras secara 
proporsional 

Pemda 
melalukan 
pemerataan 
penyedian 
sarpras kurang 
proporsional 

Pemda 
melalukan 
pemerataan 
penyedian 
sarpras tidak 
proporsional 

c. Ketersediaa
n 

Sarpras PJOK 
SMP tersedia 
dengan baik di 
setiap sekolah 

Sarpras PJOK 
SMP cukup 
tersedia di setiap 
sekolah 

Sarpras PJOK 
SMP tkurang 
ersedia di setiap 
sekolah 

d. Ketercukup
an 

Kebutuhan 
Sarpras PJOK 
SMP tercukupi 
dengan baik di 
setiap sekolah 
 

Kebutuhan 
Sarpras PJOK 
SMP tercukupi 
di setiap sekolah 

Kebutuhan 
Sarpras PJOK 
SMP kurang 
tercukupi  setiap 
sekolah 

2 
 

Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 
a. Bentuk    
a.1. Kebijakan 
Makro 

Kebijakan makro 
penyediaan 
sarpras sangat 
lengkap 

Kebijakan makro 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Kebijakan makro 
penyediaan 
sarpras tidak 
lengkap 

a.2.Kebijakan 
Meso 

Kebijakan meso 
penyediaan 
sarpras sangat 
lengkap 

Kebijakan meso 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Kebijakan meso 
penyediaan 
sarpras tidak 
lengkap 

a.3. Kebijakan 
Mikro 

Kebijakan mikro 
penyediaan 
sarpras sangat 
lengkap 

Kebijakan mikro 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Kebijakan mikro 
penyediaan 
sarpras tidak 
lengkap 

b. Landasan    
b.1. Undang-
Undang 

Undang-undang 
penyediaan 
sarpras sangat 
lengkap 

Undang-undang 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Undang-undang 
penyediaan 
sarpras tidak 
lengkap 

b.2. Peraturan 
Daerah 

Perda dalam 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Perda dalam 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Perda dalam 
penyediaan 
sarpras tidak 
lengkap 
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N
o 

Aspek / Sub 
Aspek 

Kriteria 
Baik Cukup Kurang 

c. Arah    
c.1. Jangka 
Panjang 

Pemkab 
memiliki 
perencanaan 
jangka panjang 
yang terlaksana 

Pemkab 
memiliki 
perencanaan 
jangka panjang 

Pemkab tidak 
memiliki 
perencanaan 
jangka panjang 

c.2.Jangka 
Menengah 

Pemkab 
memiliki 
perencanaan 
jangka menengah 
yang terlaksana 

Pemkab 
memiliki 
perencanaan 
jangka menengah 

Pemkab tidak 
memiliki 
perencanaan 
jangka menengah 

c.3. Jangka 
Pendek 

Pemkab 
memiliki 
perencanaan 
jangka pendek 
yang terlaksana 

Pemkab 
memiliki 
perencanaan 
jangka pendek 

Pemkab tidak 
memiliki 
perencanaan 
jangka pendek 

d. Substansi    
d.1. Peraturan 
Bupati 

Perbup dalam 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Perbup dalam 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Perbup dalam 
penyediaan 
sarpras tidak 
lengkap 

d.2.Keputusan 
Bupati 

Keputusan 
Bupati dalam 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Keputusan 
Bupati dalam 
penyediaan 
sarpras cukup  
lengkap 

Keputusan 
Bupati dalam 
penyediaan 
sarpras tidak 
lengkap 

3 Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 
a. Dimensi 
Normatif 

   

a.1.Landasan 
ideologi 

Kebijakan 
berlandaskan 
ideologi 
pancasila secara 
komprehensif 

Kebijakan 
berlandaskan 
ideologi 
pancasila 

Kebijakan tidak 
berlandaskan 
ideologi 
pancasila 

a.2.Norma 
yang berlaku 

Kebijakan sangat 
baik sesuai 
dengan norma 
yang berlaku  

Kebijakan baik 
sesuai dengan 
norma yang 
berlaku 

Kebijakan tidak 
sesuai dengan 
norma yang 
berlaku 

a.3.Memberik
an manfaat 

Kebijakan 
memberikan 
manfaat dengan 
baik 

Kebijakan 
memberikan 
manfaat 

Kebijakan tidak 
memberikan 
manfaat 

b.Dimensi 
Struktural 

   

b.1.Struktur 
organisasi 

Terdapat struktur 
organisasi dan 
berjalan sesuai 
tugas 

Terdapat struktur 
organisasi 

Tidak dapat 
struktur 
organisasi 

b.2.bentuk 
kebijakan 

Terdapat bentuk 
kebijakan secara 

Terdapat bentuk 
kebijakan 

Tidak terdapat 
bentuk kebijakan 
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N
o 

Aspek / Sub 
Aspek 

Kriteria 
Baik Cukup Kurang 

lengkap dan 
terprogram 

c. Dimensi 
Kontituen 

   

c.1.pelaku 
kebijakan 
dalam 
penyusunan 

Pelaku 
menyusun 
kebijakan dengan 
proporsional 

Pelaku 
menyusun 
kebijakan cukup 
proporsional 

Pelaku tidak 
menyusun 
kebijakan 

c.2.pelaku 
kebijakan 
dalam 
pengimplement
asian 

Pelaku 
mengimplementa
sikan kebijakan 
dengan 
proporsional 

Pelaku 
mengimplementa
sikan kebijakan 
cukup 
proporsional 

Pelaku tidak 
mengimplementa
sikan kebijakan 

c.3.pelaku 
kebijakan 
dalam 
pengevaluasian 

Pelaku 
mengevaluasi 
kebijakan dengan 
proporsional 

Pelaku 
mengevaluasi 
kebijakan cukup 
proporsional 

Pelaku tidak 
mengevaluasi 
kebijakan 

d. Dimensi 
Teknikal 

   

d.1.waktu 
sumber daya 

Kebijakan yang 
diberikan sesuai 
dengan waktu 
yang 
direncanakan 

Kebijakan yang 
diberikan cukup 
sesuai dengan 
waktu yang 
direncanakan 

Kebijakan yang 
diberikan tidak 
sesuai dengan 
waktu yang 
direncanakan 

d.2.intruksi Instruksi 
diberikan secara 
konsisten  

Instruksi 
diberikan cukup 
konsisten 

Instruksi 
diberikan tidak 
konsisten 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah kebijakan pemerintah 

daerah yang dituangkan ke dalam bentuk dokumen peraturan daerah yang 

dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada disuatu daerah dan sebagai 

dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu kebijakan. Selain 

dalam bentuk Perda, penyelesaian masalah yang timbul dalam suatu daerah 

juga diwujudkan dalam bentuk Perbup maupun rencana strategis. Kebijakan 

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perbup 

harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan agar apa yang menjadi tujuan 

dari sebuah kebijakan tersebut dapat tercapai. 

Kebijakan sendiri tidak mesti harus berbentuk peraturan daerah saja 

melainkan bisa juga berupa instruksi langsung dari seorang pimpinan atau 

kepala Daerah di suatau tempat atau instansi tertentu, yang kemudian instruksi 

tersebut harus dilaksanakan oleh bawahannya. Tentunya para kepala Dinas 

yang terkait dengan perkembangan olahraga di Kabupaten Pati juga berhak 

untuk membuat sebuah kebijakan sendiri yang dimana tujuannya tidak lain 

adalah untuk mengatur apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati merupakan instansi 

yang sebenarnya diberikan tanggung jawab untuk penyediaan sarpras SMP 

yang ada di Kabupaten Pati,  namun semua itu tidak akan bisa berjalan dengan 

baik tanpa adanya kerjasama yang harmonis antara lembaga daerah yang satu 

dengan yang lainnnya juga. Untuk memajukan atau menarik minat masyarakat 
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agar gemar berolahraga disinilah diperlukan sebuah kebijakan dari para 

pemangku kepentigan supaya membuat sebuah kebijakan yang dimana didalam 

kebijakan tersebut sekiranya nati bisa memberikan manfaat positif untuk 

masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.  

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang apa yang sudah peneliti 

melihat dan mengamati langsung di lapangan. Peneliti mengambil subyek 

sebanyak 12 sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Pati yang 

berkaitan langsung dengan prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan 

ketercukupan penyediaan sarana dan prasarana PJOK. Adapun hasil 

penelitiannya sebagai berikut: 

1. Prosedur Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

Prosedur merupakan cara atau langkah-langkah awal dalam usaha 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP Kabupaten Pati. Tugas 

pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati adalah membantu 

Bupati Pati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di 

bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hendro Suryono S. Pd. jabatan 

sebagai koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD Kabupaten Pati menyatakan 

bahwah sampai saat ini dalam prosedur tentang sarana dan prsarana PJOK 

di tingakat sekolah menegah pertama secara khusus belum ada, tetapi 

prosedur penyediaan sarpras secara umum sudah terealisasi dan berjalan 

dengan  baik. 
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Ada beberapa dasar hukum terhadap program DAK bidang pendidikan 

ini,dan dasar hukum inilah yang menjadi pokok perhatian utama yaitu 

sebagai berikut: 

Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pasal 49 ayat (3), menentukan: “Dana pendidikan dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk 

hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

Pasal 53 ayat (3) menyatakan bahwa penyelenggara dan/atau satuan 

pendidikan formal yang berbentuk badan hukum pendidikan 

berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk 

memajukan satuan pendidikan. 

Dasar hukum kedua adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 

tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

Pasal 83 ayat (1) menentukan: “Dana pendidikan dari Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam 

bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

Dasar hukum ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa Dana BOS dialokasikan untuk 

penyelenggaraan pendidikan pada: a. SD; b. SMP; c. SMA ; d. SMK; 

dan e. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB. 

Dasar   hukum    keempat    adalah    Peraturan    Menteri    Dalam    

Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah 

Pasal 33 ayat (1) menentukan: “DAK Bidang Pendidikan dialokasikan 

melalui mekanisme belanja hibah pada sekolah.” 

Pasal 33 ayat (6) menentukan: “Kepala Sekolah selaku penerima hibah 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang 

Pendidikan dan realisasi keuangan di satuan sekolah yang 

dipimpinnya.” 

Pasal 33 ayat (7) menentukan: Pelaksanaan program kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara swakelola oleh 

sekolah selaku penerima hibah dengan melibatkan komite sekolah.” 

Dasar hukum kelima adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendikbudristek) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 

Anggaran 2022 

Pasal 1 ayat 2 menyatakan Dana Alokasi Fisik Khusus Bidang 

Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan 

adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja 

negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai 

kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
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Pasal 8 ayat 2 menyatakan DAK Fisik Bidang Pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melalui 

mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara: a. swakelola; 

dan/atau b. penyedia. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa 

pemerintah 

Pasal 8 ayat 4 menyatakan Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan 

DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pemerintah daerah atau (Pemda) penyediaan anggaran harus bisa 

menyediakan dana atau anggaran kebutuhan dalam prosedur penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK. Prosedur adalah cara atau langkah awal dalam 

usaha penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati. 

Dalam prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK  antara lain : 

a .  Untuk saat ini belum ada peraturan yang mengatur kebijakan dalam 

sarana dan prasarana PJOK baik dari APBD tingkat I dan tingkat II juga 

belum sama sekali memprogramkan dan memberikan sarana dan 

prasarana pendidikan. Kesimpulannya adalah bantuan dari pemerintah 

pusat maupun pemerintah daera (perda) Sampai saat ini belum pernah ada 

bantuan khusus sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati. 

b. Bantuan dari pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK 

yaitu berupa BOS, APBD, droping berupa barang. Hasil wawancara 

peneliti dengan Sekretaris DISDIKBUD, Koordinator Sarpras SMP 

DISDIKBUD, Kepala SMP Negeri di Kabupaten Pati, Guru PJOK SMP, 

Siswa-siswi SMP, dalam hal ini belum pernah ada bantuan khusus sarana 

dan prasarana PJOK ke sekolah-sekolah khususnya SMP, tetapi bantuan 

tersebut diperuntukkan sarpras secara umum di sekolah. Dalam 



 

87 
 

mendapatkan bantuan dana dari PEMDA maka  harus melakukan 

prosedur pengadaan sarana dan prasarana PJOK sebagai berikut: 

Gambar 4. Alur Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana PJOK 

 

 

 

 

 

 

 

Guru PJOK mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana 

kepada kepala sekolah, untuk selanjutnya kepala sekolah menyampaikan 

kepada bendahara BOS, dengan melihat keadaan anggaran yang ada. 

Ketika telah disetujui maka kepala sekolah dan bendahara BOS akan 

melanjutkan ke Korwilcam berupa Bimbingan Teknis (Bimtek), dan 

kemudian diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Pemerintah Kabupaten Pati. Selanjutnya Pemda berupa BOS APBD dan 

kemendikbud berupa BOS APBN merealisasikan dana dengan 

mengirimkan melalui rekening sekolah. Sehingga prosedur penyediaan 

sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik. Penyediaan sarana dan 

prasarana disesuaikan dengan anggaran dan disesuaikan dengan skala 

prioritas sekolah. 

 

PEMKAB DISDIKBUD 

KORWILCAM 

KEPALA SEKOLAH GURU PJOKORKES 



 

88 
 

2. Pemerataan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat 

perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak 

terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai 

peran berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan 

education for all. 

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu Equality 

dan Equity. Equality atau persamaan mengandungn arti persamaan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna 

keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara 

berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang 

merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan 

pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar 

kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. 

Coleman dalam bukunya Equality of educational opportunity 

mengemukakan secara konsepsional konsep pemerataan yakni : pemerataan 

aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih 

menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di 

sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam member 

kesempatan kepada murid-murid terdaptar agar memperoleh hasil belajar 

setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan 

mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh 
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kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan 

sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal. 

Dengan demikian dimensi pemeratan pendidikan mencakup hal-

hal yaitu equality of access, equality of survival, equality of output, 

dan equality of outcome.  Apabila dimensi-dimensi tersebut terjadi 

landasan  dalam  mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak 

betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai 

oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dimana 

kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut 

kuantitas maupun efektivitas. 

Era global ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, 

kompetisi yang ofensif dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta 

perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan 

teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan 

SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu 

ditingkatkan hingga ke pelosok negeri. 

Mereka yang paling memerlukan layanan pendidikan dalam 

mengantisipasi persaingan global di samping penyandang buta huruf adalah 

masyarakat miskin di tempat tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi 

hal yang tidak mungkin diselenggarakan pendidikan konvensional atau tatap 

muka ini perlu ditempuh strategi yang memanfaatkan potensi dan kemajuan 

teknologi baru. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas 
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adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok 

masyarakat miskin. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama 

dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa 

yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah 

munculnya kecemburuan sosial. 

Di Indonesia, yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka 

yang berada di daerah miskin dan terpencil. Untuk mengatasi kebutuhan 

pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional. 

Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesan 

teknologi.baru. Sekalipun teknologi baru seperti teknologi komunikasi, 

informasi dan menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang 

relatif rendah,  penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara 

„yang kaya‟ dan „yang miskin‟. Di samping itu, sekalipun teknologi dapat 

menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan 

kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan 

hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. 

Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh 

yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat 

transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan mereka 

terhadap teknologi. Bila pendidikan ingin menjangkau mereka yang kurang 

beruntung ini - bila perbaikan hidup masyarakat yang lebih banyak ini yang 

menjadi sasaran kita dengan menyediakan pendidikan yang lebih 

berkualitas; lebih efektif dan cepat-kondisi yang proporsional harus 
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diciptakan dengan memobilasasi sumber-sumber lokal dan nasional. 

Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah 

geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan. Sampai saat ini pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah atau Perda maupun dari Dinas Pendidikan 

dan kebudayaan Kabupaten Pati belum memprogramkan dengan baik 

tentang pemerataan sarana dan prasarana panjasorkes SMP. Jadi untuk data 

yang telah di ambil dari lapangan adalah menunjukan sarana dan prasarana 

PJOK yang ada di Kabupaten Pati belum merata. Setelah peneliti melakukan 

wawancara dengan Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD di Kabupaten 

Pati  Bapak Hendro Suryono, S. Pd. menyatakan bahwa belum ada program 

pembangunan sarana dan prasarana PJOK SMP, dikarenakan penyediaan 

sarpras pendidikan SMP disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan 

masing-masing. Dari pernyataan tersebut maka peneliti menyimpulkan 

bahwa : 

a. Pemda mengeluarkan pernyataan saat rapat dengan kepala sekolah 

bahwasanya satuan pendidikan harus memiliki Lapangan Bolabasket, 

Lapangan Futsal, dan Indoor. 

b. Pernyataan dari pemerintah daerah tersebut belum terealisasikan di 

lapangan, apalagi kebijakan langsung mengenai pemerataan sarana dan 

prasarana PJOK khususnya sekolah menegah pertama (SMP) yang ada di 

Kabupaten Pati belum ada. 

3. Kebijakan Ketersediaan Sarpras PJOK SMP 

Ketersediaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan 
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semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai 

dengan kebutuhan  dalam  rangka mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan. 

Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang 

dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa 

berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi 

operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan 

untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai 

dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, 

waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Ketersediaan sarana dan prasarana PJOK tidak bisa lepas dari adanya 

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran yang akan digunakan 

untuk penyediaan sarana dan prasarana PJOK. Yang bertanggung jawab atas 

ketersediaan sarana dan prasarana PJOK SMP yaitu Guru PJOK, Kepala 

Sekolah, Bendahara BOS, Waka Sarpras SMP. Beberapa penemuan peneliti 

terkait ketersediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati 

sebagai berikut: 

a. Sarana dan prasarana PJOK secara umum di kabupaten Pati sudah 

memenuhi standar pengadaan kualitas tetapi tidak dengan kuantitasnya, 

dikarenakan ketersediaan sarpras disesuaikan dengan anggaran dan 
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prioritas sekolah. Sarana dan prasarana seperti lapangan sepak bola di 

seluruh SMP Negeri se-Kabupaten Pati masih banyak yang belum 

memiliki pribadi milik sekolah tetapi bekerja sama dengan lapangan 

sepakbola milik desa setempat. 

b. Ketersediaan sarana dan prasarana PJOK terutama fasilitas belum sesuai 

dengan tingkat kebutuhan sekolah. Kondisi di salah satu sekolah sungguh 

memprihatinkan, betapa tidak, masih ada juga sekolah di pusat kabupaten 

yang sarana dan prasarana PJOKnya sangat tidak layak, baik kualitas 

maupun kuantitas. Hal itu terjadi dikarenakan jumlah siswanya sedikit 

sehingga berpengaruh ke penerimaan bantuan dana dari pemerintah 

daerah. Selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Hendro Suryono 

selaku Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD Kabupaten Pati “sekolah 

menerima dana BOS disesuaikan dengan jumlah siswa, sehingga ketika 

siswanya sedikit otomatis bantuan dana BOS tidak dapat memenuhi 

kebutuhan penyediaan sarpras PJOK di sekolah”. 

4. Kebijakan Ketercukupan Sarpras PJOK SMP 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 

menjelaskan sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah- 

pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan 

fungsi sekolah, wahana yang bersifat menetap. Soepartono (2004: 5-6) 

menjelaskan bahwa sarana dan prasarana PJOK merupakan sesuatu yang 

saling berikatan tentang pendidikan. Sarana merupakan sesuatu yang dapat 

digunakan atau dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan 
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olahraga atau pendidikan jasmani. Sedangkan prasarana merupakan sesuatu 

yang dapat mempermudah atau memperlancar tugas yang dilakukan, 

prasarana ini bersifat permanen. Dari pengertian diatas, sarana olahraga 

terdiri dari dua kelompok yaitu, a) peralatan merupakan sesuatu yang 

digunakan misalnya, gawang lompat, palang sejajar, peti loncat, sedangkan 

b) perlengkapan merupakan sesuatu yang melengkapi kebutuhan prasarana 

misalnya, net, garis pembatas. Berdasarkan pengertian prasarana diatas 

dapat disebutkan beberapa contoh prasarana olahraga meliputi: gedung 

olahraga, stadion sepak bola, lapangan tenis, stadion atletik. 

Berdasarkan pengertian sarana dan prasarana di atas dapat 

disimpulkan bahwa sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan dan 

perabot yang dapat dipindah-pindahkan atau bergerak yang digunakan 

secara langsung untuk proses pendidikan, sedangkan prasarana adalah 

semua perangkat baik yang langsung maupun tidak secara langsung 

digunakan untuk proses pendidikan. Perangkat tersebut tidak dapat 

dipindah-pindahkan, seperti lapangan sepakbola, lapangan Bolavoli, gedung 

olahraga. 

Pendidikan merupakan hak setiap orang, karenanya setiap orang 

berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karaktersitik, 

kondisi, dan kebutuhannya. Ketentuan tersebut telah tertuang dalam salah 

satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: “Sistem pendidikan nasional 

harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan 
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mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan untuk 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional dan global sehingga diperlukan pembaharuan pendidikan secara 

berencana, terarah dan berkesinambungan”. 

Keberhasilan program pendidikan dalam proses belajar mengajar 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu siswa, kurikulum, tenaga 

kependidikan, dana, sarana dan prasarana, dan faktor lingkungan lainnya. 

Apabila faktor tersebut terpenuhi dengan baik dan bermutu serta proses 

belajar bermutu akan meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Sebagai 

upaya meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya penetapan standar yang 

digunakan sebagai acuan atau batasan pencapaian mutu. Hal ini dilakukan 

agar peningkatan mutu bisa terlaksana dengan baik. Pada Bab IX dalam UU 

Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai Standar Nasional Pendidikan. 

Erat terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan itu, dalam daftar 

istilah pendidikan dikenal pula sebutan alat bantu pendidikan (teaching 

aids), yaitu segala macam peralatan yang dipakai guru untuk membantunya 

memudahkan melakukan kegiatan mengajar. Alat bantu pendidikan ini yang 

pas untuk disebut sebagai sarana pendidikan. Jadi, sarana pendidikan adalah 

segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan 

penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana 

pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk 

memudahkan mempelajari mata pelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian saya bahwa kebijakan ketercukupan 
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sarana dan prasarana PJOK SMP yang dilakukan Pemda Kabupaten Pati 

sudah mencukupi dalam penyediaan sarpras di sekolah secara umum. Tetapi 

di lapangan, sekolah SMP yang banyak sebagian besar memiliki areal yang 

sangat luas dan bisa tercukupi, tetapi untuk saat ini dalam sarana dan 

prasaranaa seperti peralatan olahraga itu sangat kurang sekali meskipun ada 

tapi sangat minim sekali jumlahnya. hal ini dapat di pengaruhi dengan 

kegiatan (KBM) tidak efektif karena kurangnya sarana dan prasarana PJOK. 

Tidak semua cabang olahraga yang tercantum dalam kurikulum bisa 

terpenuhi sehingga dalam hal ini kegiatan belajar mengajar berjalan kurang 

efektif. Secara signifikan jelas tak terbantahkan, bahwa tingkat 

ketercukupan sarana dan prasarana PJOK akan berdampak besar baik 

kelancaran kegiatan belajar mengajar. Tingkat kebugaran anak-anak, karena 

kurangnya areal lapangan terbuka. Prestasi olahraga sulit untuk diraih 

karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara saya dengan Bapak Hendro Suryono selaku Koordinator 

Sarpras SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: “dikarenakan 

penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh satuan pendidikan masing-

masing, dan setiap satuan pendidikan memiliki prioritas dalam penyediaan 

sarpras maka untuk ketercukupan disesuaikan dengan prioritas satuan 

pendidikan”. Maka tingkat ketercukupan sarana dan prasarana PJOK SMP 

masih dalam kategori kurang. Kategori kurang yang dimaksud yaitu jumlah 

sarana yang ada tidak seimbang dengan jumlah siswanya. Sesuai dengan 

yang disampaikan Pak Nugroho Aji, S. Pd. Selaku Guru PJOK SMP N 1 
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Margoyoso “matapelajaran olahraga siang hari masih terkendala tempat, 

dikarenakan satu lapangan indoor digunakan oleh 3 kelas yang berjumlah 96 

orang, dan sarana dari beberapa cabang olahraga jumlahnya tidak 

mencukupi untuk pembelajaran satu kelas” 

5. Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

a. Bentuk Kebijakan 

Adapun rincian analisis dari bentuk kebijakan penyediaan sarpras 

PJOK adalah sebagai berikut. 

Tabel 14. Analisis Bentuk Kebijakan Penyediaan Sarpras Pejasorkes 

Bentuk Kebijakan Makro 

a. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 

2017 

 Deskripsi Peraturan penyelenggaraan keolahragaan di 

Kabupaten Pati 

1. Pasal 1 ayat 5 Pemerintah Daerah adalah 

Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan. Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Pasal 1 ayat 13 Olahraga pendidikan adalah 

pendidikan jasmani dan olahraga yang 

dilaksanakan sebagai bagian proses 

pendidikan yang teratur dan berkelanjutan 

untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, 

ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran 

jasmani. 

3. Pasal 1 ayat 38 Sarana olahraga adalah 

peralatan dan perlengkapan yang digunakan 

untuk kegiatan olahraga 

4. Pasal 6 ayat 7 Setiap satuan pendidikan 

berkewajiban menyiapkan prasarana dan 

sarana olahraga pendidikan sesuai dengan 

tingkat kebutuhan. 

 Fungsi Peraturan pendukung pencapaian target 

penyediaan  sarpras 

 Sumber Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
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 Atribut Nama peraturan, nomor peraturan, tahun 

penerbitan,Langkah pembuatan peraturan, isi 

peraturan 

Bentuk Kebijakan Meso 

b. Dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomr 70 Tahun 

2022 

 Deskripsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan 

kebudayaan 

1. Pasal 1 ayat 5 Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas 

adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati. 

2. Pasal 1 ayat 6 Jabatan Fungsional adalah 

kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 

pegawai negeri sipil dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

yang didasarkan pada keahlian dan/atau 

keterampilan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

3. Pasal 3 Dinas mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang pendidikan dan urusan pemerintahan 

bidang kebudayaan dan tugas pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah. 

4. Pasal 5 ayat 4 Bidang sebagaimana dimaksud 

pada susunan organisasi dinas dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 Sumber Sekretaris dan Sub Koordinator Bidang Sarpras 

SMP DISDIKBUD Kabupaten Pati 

 Atribut Nama peraturan, nomor peraturan, tahun 

penerbitan peraturan, langkah pembuatan 

peraturan, isi peraturan mengenai kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata 

kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

Bentuk kebijakan Mikro 

 Dokumen Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 

 Deskripsi Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 

1. Pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam penyusunan Renja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan 

sebagai bahan penyusunan rancangan awal 

RKPD. 
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 Sumber Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

 Atribut Nama peraturan, nomor peraturan, tahun 

penerbitan peraturan, langkah pembuatan 

peraturan, isi peraturan mengenai kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata 

kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara Koorbid Sarpras 

SMP Disdikbud Kabupaten Pati, diperoleh hasil bahwa bentuk dari 

kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menggunakan 3 kategori kebijakan 

publik yaitu: 

1) Kebijakan Publik yang bersifat Makro atau Umum 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Olahraga merupakan kebijakan yang bersifat umum, 

seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 5 Pemerintah Daerah adalah 

Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat 13 Olahraga pendidikan 

adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai 

bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk 

memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan 

kebugaran jasmani. Pasal 1 ayat 38 Sarana olahraga adalah peralatan 

dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Pasal 6 

ayat 7 Setiap satuan pendidikan berkewajiban menyiapkan prasarana 

dan sarana PJOK sesuai dengan tingkat kebutuhan. 

2) Kebijakan Publik yang bersifat Meso atau Menengah 
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Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 70 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Disdikbud merupakan kebijakan yang bersifat menengah, seperti yang 

dijelaskan pada Pasal 1 ayat 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang 

selanjutnya disebut Dinas adalah Disdikbud Kabupaten Pati. Pasal 1 

ayat 6 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri 

sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Pasal 3 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan 

pemerintahan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. Pasal 5 ayat 4 Bidang sebagaimana 

dimaksud pada susunan organisasi dinas dipimpin oleh Kabid yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

3) Kebijakan Publik yang bersifat Mikro 

Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Rencana 

Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 

2017-2022merupakan kebijakan yang bersifat mikro, dengan tujuan 

menjadi pedoman bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD. 
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b. Landasan Kebijakan 

Adapun rincian analisis dari bentuk kebijakan penyediaan sapras 

penjsorkes adalah sebagai berikut. 

Tabel 15. Analisis Landasan Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK 

Landasan Kebijakan 

a. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 

2019 

 Deskripsi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

 Fungsi Pedoman pembentukan susunan perangkat daerah 

b. Dokumen PERBUP Pati Nomor 70 Tahun 2022 

 Deskripsi Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan  

 Fungsi Pedoman kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi serta tata kerja dinas pendidikan dan 

kebudayaan 

 

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara dengan Ses 

Disdikbud Kabupaten Pati diperoleh hasil bahwa Pemkab Pati 

menetapkan Peraturan Daerah Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah, perda ini menetapkan 

bahwa yang di maksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu 

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu dinas 

yang dibentuk adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(DISDIKBUD). Untuk rinci tugas pokok, fungsi, dan tata kerja 

DISDIKBUD diatur dalam Perbup Pati No 70 tahun 2022, berdasarkan 

perbup ini, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

(DISDIKBUD) didasarkan pada pembagian tugas dan  fungsi lembaga, 

bukan berdasarkan jenjang pendidikan,Perbup Pati No 70 tahun 2022 
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c. Arah Kebijakan 

Adapun Rincian analisis dari arah kebijakan penyediaan sarpras 

PJOK adalah sebagai berikut: 

Tabel 16. Analisis Arah Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK 

Arah Kebijakan 

a. Dokumen RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 

 Deskripsi Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional 

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi 

program dan kegiatan setiap urusandan bidang atau 

fungsi pemeritahan. 

 

Berdasarkan observasi dan analisis dokumen serta wawancara 

dengan Sub-koor Sarpras SMP DISDIKBUD dan Sekretaris 

DISDIKBUD Kabupaten Pati diperoleh hasil bahwa arah kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 termasuk dalam Renja 

Disdikbud sesuai dengan pernyataan Sub Koordinator Sarpras SMP 

DISDIKBUD Bapak Hendro Suryono, S. Pd. sebagai berikut:  

Kebijakan penyediaan sarpras Kabupaten Pati untuk jangka panjang, 

menengah, dan pendek termuat dalam Renja Disdikbud, dalam 

menentukan arah kebijakannya Pemerintah Kabupaten Pati berusaha 

disesuaikan dengan skala prioritas dan anggaran yang tersedia. 

 

d. Substansi Kebijakan 

Rincian analisis substansi kebijakan penyediaan fasilitas yang 

diperoleh dari hasil observasi dan dokumen sebagai berikut: 
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Tabel 17. Analisis Substansi Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK 

Substansi Kebijakan 

a. Dokumen 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 

Tahun 2017 

2. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Noomr 70 

Tahun 2022 

3. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2018 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 

Tahun 2019 

5. RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati 

 Deskripsi 1. Peraturan penyelenggaraan keolahragaan di 

Kabupaten Pati 

2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan 

kebudayaan 

3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 

4. Pedoman pembentukan susunan perangkat 

daerah 

5. Sebagai dokumen perencanaan teknis 

operasional dalam menentukan arah kebijakan 

serta indikasi program dan kegiatan setiap 

urusandan bidang atau fungsi pemeritahan. 

 

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan 

pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, peneliti 

mendapatkan hasil bahwa Substansi kebijakan yang dipakai oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati yaitu 1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Pati, 2) 

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pendidikandan 

kebudayaan , 3) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 18 Tentang Rencana 

Strategis Dinas Pendidikandan Kebudayaan kabupaten Pati Tahun 2017-
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2022 serta, 4) Perda Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

pedoman pembentukan susunann perangkat daerah, 5) Renja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. 

6. Dampak Kebijakan Penyediaan Sarpras PJOK SMP 

a. Dimensi Normatif 

Berdasarkan Analisis Dokumen Diperoleh hasil bahwa Landasan 

Ideologi dan norma yang berlaku di masyarakat Pemerintah Kabupaten 

Pati dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah pancasila 

hal ini di jelaskan dalam visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 

terwujudnya Masyarakat Pati yang sehat jasmani dan Rohani, memiliki 

keimanan serta kepribadian yang kuat, cerdas, terampil, berpegetahuan, 

berwawasan dan berdaya saing tinggi di era globalisasi. Dinas 

Pendidikan dan kebudayaan Kaupaten Pati berupaya memberikan 

manfaat yang di secara garis besar di jelaskan pada Misi Dinas Pemuda 

dan Olahraga yaitu (1) Memperluas akses dan meningkatkan jangkauan 

layanan pendidikan kepada masyarakat (2) menyelenggarakan 

pendidikan yang bermutu yang di dukung dengan ketersediaan sarana dan 

prasarana Pendidikan yang memadai dan sumberdaya kependidikan yang 

berkualitas (3) mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam 

pengelolaan dan Pembangunan pendidikan. 

b. Dimensi Struktural 

Berdasarkan Analisis dokumen diperoleh hasil bahwa struktur 

organisasi Diidikbud Kabupaten Pati sudah memenuhi standar Nasional 
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dan daerah hal ini ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas 

dan sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Adapun susunan 

Organisasi Dinas Dikbud Kabupaten Pati terdiri dari (1) Kepala Dinas, 

(2) Sekretariat yang terdiri dari umpeg, keuangan, dan program; (3) 

Kelompok Jabatan Fungsional; (4) bidang pembinaan paud dan dikmas 

yang terdiri dari seksi paud, seksi dikmas dan keluarga, seksi pendidikan 

kesetaraan dan keaksaraan; (5) Bidang pembinaan SD yang terdiri dari 

seksi kurikulum, seksi sarpras, seksi peserta didik; (6) Bidang pembinaan 

SMP yang terdiri dari seksi kurikulum, seksi sarpras, seksi peserta didik; 

(7) Bidang kebudayaan yang terdiri dari seksi cagar budaya dan tradisi 

sejarah, seksi kesenian; (8) Bidang Guru dan Tendik yang terdiri dari 

seksi GTK PAUD, seksi GTK SD, seksi GTK SMP; (9) Satuan 

pendidikan formal dan non formal; dan (10) UPTD 

c. Dimensi Konstituen 

Pelaku Kebijakan dalam penyusunan, pengimplementasian dan 

pengevaluasian Kebijakan yang ada di kabupaten Pati dibuat berdasarkan 

peraturan dan kewenangan yang diatur oleh Undang- undang Nomor 25 

Tahun 2004 dalam hal ini disusun oleh DPR RI dan Presiden. Kemudian, 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang dibuat oleh Presiden 

dan Kementerian Sekretariat Negara, dan Perbup  Pati Nomor 70 Tahun 

2022 yang ditetapkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pati. 

d. Dimensi Teknikal 

Berdasarkan analisis dokumen pengimplementasian kebijakan 
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oleh Pemerintah Kabupaten Pati yang di atur oleh Peraturan Daerah 

Nomor 2 tahun 2017 tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK. 

Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan menetapkan Rencana Kerja yang disingkat Renja Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi penting dalam sistem 

perencanaaan daerah sebagai penjabaran dari Rensra Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan yang memuat kebijakan pembangunan baik 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat, dalam hal ini sarpras PJOK 

masuk dalam prioritas peyediaan seperti yang dijelaskan di dalam 

program Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu peningkatan 

Sarana dan Prasarana PJOK. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan mengetahui 

data tentang penyediaan sarana dan prasarana PJOK dari segi (prosedur, 

pemerataan, ketersediaan, ketercukupan); kebijakan penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK dari segi (bentuk, landasan, arah, dan substansi); dan  dampak 

kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK dari segi (dimensi normatif, 

dimensi struktural, dimensi kontituen, dan dimensi teknikal) bagi pembangunan 

PJOK di Kabupaten Pati. Karenanya pembahasan ini akan mencoba menjelaskan 

bagaimana prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan penyediaan sarana 

dan prasarana PJOK SMP Se-Kabupaten Pati pada tahun 2023. Pembahasan 

mengenai kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP dari sisi 
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prosedur, landasan, arah, dan substansi kebijakan. Kemudian, pembahasan 

mengenai dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP dari 

sisi dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi konstituen, dimensi teknikal. 

Pembahasan ketiga variabel hasil penelitian ini disajikan sebagai berikut.  

Prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten 

Pati untuk saat ini sudah terprogram dan terealisasi dengan baik. Ketersediaan 

sarana dan prasarana PJOK di SMP sangat minim sekali dari segi kualitas dan 

kuantitas karena ada sekolah yang sudah terpenuhi kualitasnya dan kuantitas 

belum, serta masih ada SMP yang hampir tidak memiliki sarana dan prasarana 

PJOK di beberapa cabang olahraga. Pemerataan sarana dan prasarana PJOK di 

SMP se-Kabupaten Pati sampai saat ini sudah ada ikhtiar pemerataan dari 

pemerintah Kabupaten Pati, tetapi implementasinya belum direalisasikan oleh 

pihak sekolah dikarenakan disesuaikan dengan skala prioritas sekolah. 

Ketercukupan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati sampai saat 

ini belum sepenuhnya tercukupi, karena belum memenuhi standar nasional yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Kebijakan secara khusus dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK 

di SMP tidak ada, tetapi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana dari segi 

bentuk, landasan, arah, dan substansinya sudah ada dan sudah dijalankan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati. 

Dampak kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana PJOK di 

SMP yang termuat dalam dimensi normatif, dimensi struktural, dimensi 

kontituen, dimensi teknikal sangat berpengaruh besar dalam perkembangan 
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sarpras PJOK di SMP se-Kabupaten Pati. Dampak  tersebut berupa memperluas 

akses dan meningkatkan jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat, 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang di dukung dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai dan sumberdaya 

kependidikan yang berkualitas, mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam 

pengelolaan dan pembangunan pendidikan, struktur organisasi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati sudah memenuhi standar Nasional 

dan daerah hal ini ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas sesuai 

dengan lingkupnya masing-masing, Pelaku Kebijakan dalam penyusunan, 

pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan yang ada di Kabupaten Pati 

dibuat berdasarkan peraturan dan kewenangan yang di atur oleh Undang- 

undang, penyediaan sarana dan prasarana PJOK Pemerintah Kabupaten Pati 

dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Rencana Kerja 

yang disingkat Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi 

penting dalam sistem perencanaaan daerah sebagai penjabaran dari Rensra Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Task dkk. (2014: 213) menjelaskan bahwa pembangunan olahraga adalah 

tentang memfasilitasi peluang bagi orang untuk terlibat dalam olahraga dan 

aktifitas fisik. secara rinci, pembangunan olahraga mengacu pada kebijakan, 

proses, dan praktek memfasilitasi peluang untuk terlibat dalam kegiatan 

berolahraga. Untuk itulah diperlukan penyediaan fasilitas olahraga oleh 

pemerintah dan satuan pendidikan yang memadai dari segi prosedur, 

pemerataan, ketersediaan, dan ketercukupan. Hal ini sejalan dengan Undang-
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Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang menyatakan satuan 

pendidikan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh 

Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan 

berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana PJOK sesuai dengan 

standar nasional pendidikan. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang 

saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara 

tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang- 

ulang. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan 

equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan  untuk 

memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam 

memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok 

dalam masyarakat. Ketersediaan merupakan kesiapan suatu sarana (tenaga, 

barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan diwaktu 

yang telah ditentukan atau persiapan untuk dapat digunakan atau di operasikan 

dalam waktu yang telah di tentukan. Ketercukupan tepat memenuhi kebutuhan 

atau memuaskan keinginan. 

Kebijakan Pemerintah mengenai penyediaan fasilitas olahraga harus 

memiliki bentuk, landasan, arah dan substansi yang jelas. Peran Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah berpengaruh penting dalam penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK di SMP. Proses penyediaan sarana dan prasarana PJOK juga 

harus melihat peluang dan potensi yang dapat dikembangkan, hal ini 

menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk 

melaksanakan pembangunan olahraga, khususnya dalam hal penyediaan samara 
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dan prasarana PJOK hal tersebut sejalan dengan pendapat Wicker, Hallman, & 

Breuer (2013: 56) bahwa penyediaan fasilitas olahraga atau infrastruktur 

olahraga mempengaruhi partisipasi dan minat masyarakat (siswa). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK di SMP telah berjalan sesuai dengan semestinya. 

Kebijakan mengenai fasilitas olahraga yang telah diciptakan diharapkan mampu 

memberikan dampak yang positif secara menyeluruh dari segi dimensi normatif, 

dimensi struktural dan dimensi kontituen dan dimensi teknikal, hal ini sejalan 

dengan pendapat Wicker, Breuer, & Pawlowski (2009: 103) bahwa Kebijakan 

manajemen olahraga yang berfokus pada infrastruktur olahraga harus 

berkontribusi untuk menjadikan semua orang mendapatkan akses berolahraga. 

Kemudian Grieve & Sherry (2012: 218) Menyimpulkan dalam penelitiannya 

bahwa fasilitas olahraga memberikan manfaat dari segi ekonomi dan non 

ekonomi bagi pengguna maupun pemangku kepentingan. 

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus di dasarkan 

masalah yang timbul di lapangan, sehingga langkah tersebut dapat memberikan 

dampak yang positif bagi pengguna maupun penyedian sarana dan prasarana 

PJOK secara menyeluruh, harus diakui sumber daya menjadi kendala oleh 

pemerintah kabupaten pati dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana PJOK di SMP  se-Kabupaten Pati, dikarenakan penyediaan sarana 

prasarana dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing dengan 

disesuaikan factor kebutuhan dan skala prioritas sekolah, sehingga Pemerintah 
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Derah tidak dapat terjun langsung dalam penyediaan sarana prasarana PJOK di 

SMP. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti telah berusaha untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 

dalam penelitian tetapi masih terdapat keterbatasan yang peneliti temukan, 

diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan belum sempurna karena ada beberapa dokumen 

pelengkap yang dibutuhkan tidak dapat ditunjukkan oleh oleh pihak terkait, 

sehingga peneliti akui banyak informasi diperoleh dari hasil wawancara dan 

analisis dokumen. 

2. Data dan informasi yang didapat belum maksimal karena tepat pada saat 

penelitian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 

dipimpin oleh Plt dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati yang 

merangkap tugas dan jabatan, sehingga Plt Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Pati memberikan amanah tugas kepada Sekretaris 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati sebagai informan 

penelitian . Hal ini sudah peneliti diskusikan dan putuskan dengan subjek 

terkait penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan diskripsi data yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pemerintah tentang 

prosedur, pemerataan, ketersediaan, ketercukupan sarana dan prasaran PJOK di 

SMP se-Kabupaten Pati dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati telah 

memiliki (1) prosedur penyediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-

Kabupaten Pati untuk saat ini sudah terprogram dan terealisasi dengan baik; 

(2) ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di SMP sangat minim sekali dari 

segi kualitas dan kuantitas karena ada sekolah yang sudah terpenuhi 

kualitasnya dan kuantitas belum, serta masih ada SMP yang hampir tidak 

memiliki sarana dan prasarana PJOK di beberapa cabang olahraga; (3) 

pemerataan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati sampai 

saat ini sudah ada ikhtiar pemerataan dari pemerintah Kabupaten Pati, tetapi 

implementasinya belum direalisasikan oleh pihak  sekolah dikarenakan 

disesuaikan dengan skala prioritas sekolah; (4) ketercukupan sarana dan 

prasarana PJOK SMP di Kabupaten Pati sampai saat ini belum sepenuhnya 

tercukupi, karena belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh 

pemerintah.  

2. Walaupun tidak ada kebijakan secara khusus dalam penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK di SMP, tetapi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana 

dari segi bentuk, landasan, arah, dan substansinya sudah ada dan sudah 
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dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dengan cukup baik karena 

menuju pada arah yang positif dari setiap tahunnya. Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pati dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana PJOK di 

SMP dari segi bentuk kebijakan sudah sesuai dengan tingkatan seperti 

kebijakan makro yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 

2017, kebijakan meso yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomr 70 Tahun 

2022, kemudian diikuti oleh kebijakan mikro berupa Peraturan Bupati Pati 

Nomor 63 Tahun 2018. Landasan Kebijakan yang digunakan Oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati sudah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah dan PERBUP Pati Nomor 70 Tahun 2022 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas 

pendidikan dan kebudayaan. Arah Kebijakan yang digunakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati sudah jelas di dukung dengan ada nya RENJA 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. 

Substansi Kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati sudah 

jelas hal ini di tandai dengan adanya kebijakan berupa perda, perbup, dan 

Renja Kabupaten Pati. 

3. Dampak kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP se 

Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati 

mendukung dan memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana PJOK. 

Namun harus disesuaikan faktor kebutuhan dan skala prioritas masing-

masing sekolah. 
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B. Implikasi 

Berdsarkan kesimpuan sudah menjelaskan tentang implikasi yang 

setidaknya bisa di pertimbangkan untuk mengambilkan kebijakan supaya bisa 

mendapatkan nilai positif tentang prosedur, pemerataan, ketersediaan, dan 

ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil temuan ini menujukan bahwah prosedur penyediaan sarana dan 

prasarana PJOK di SMP se-Kabupaten Pati sudah optimal dalam masalah 

pengurusan dan pengadaan dana atau program sudah serius dalam 

menanganinya dan menjadikan kebijakan efektif dengan baik..maka tugas 

dari pemerintah kabupaten pati dengan konsisten melaksanakan setiap 

prosedur dalam pengadaan barang dan jasa secara baik dan benar. Di 

perlukannya tahapan pada proses penyediaan sarana dan prasarana PJOK agar 

pendidikan yang ada di daerah tersebut bisa berwawasan luas dan bermutu. 

2. Pembangunan PJOK suatu daerah akan maju apabila semua pihak seiring 

sejalan untuk saling membahu, merangkul dan bekerjasamadalam 

memajukannya. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, dan instansi-instansi terkait menjadi tiang pertama yang 

menggerakkan dan menguatkan proses pembangunan dengan kebijakan yang 

dibuat. Ketika kebijakan yang dibuat diterapkan maka masyarakat adalah 

pelaksana, partisipan dan pengontrol dalam merealisasikan kebijakan yang 

telah dibuat untuk memajukan pembangunan PJOK di daerah tersebut.Karena 

Majunya pembangunan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu 
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dan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.Singkatnya adalah ketika 

pemerintah menyediakan sarana dan prasarana PJOK yang memadai dan 

mudah diakses serta didukung dengan adanya SDM keolahragaan yang 

berkualitas. 

3. Dari hasil   penelitian   ini   terlihat   bahwa   sangat   dibutuhkan   perhatian, 

kepedulian dan keterlibatan pemerintah Kabupaten Pati tentang prosedur, 

pemerataan,  ketersediaan, dan ketercukupan Sarana  dan  prasarana  PJOK di 

SMP di Kabupaten Pati. Kebijakan satuan Pendidikan tentang penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK sangat terbatas dan minim sekali. ini perlu 

perhatian khusus dari pemerintah untuk hal itu pemerintah daerah hendaknya 

membuat aturan seperti perda atau dengan peaturan lain juga yang lebih 

bersikap teknis operasional agar iplementasi penyedian sarana dan prasarana 

penasorkes yang dilakukan oleh satuan pendidikan dapat berjalan dengan 

lancar dan efesien. 

4. Dalam Keterbatasan anggaran maka pemerintah memberikan pengadaan alat 

atau barang yang berhadapan langsung dengan kebutuhaan dalam pendidikan 

seperti sarana dan prasarana PJOK. 

5. Perkembangan PJOK di sekolah tidak terlepas dari peran pemerintah, baik 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam menentukan kebijakan, perlu 

adanya suatu arah yang jelas dan mengikat berupa perundang-undangan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga kebijakan yang telah ditetapkan mampu 

mencapai tujuan yang diharapkan. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan analisis 

kebijakan penyediaan sarana dan prasarana PJOK SMP, peneliti perlu 

menyampaiakn rekomendasi sebagai berikut.  

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segeralah melakukan atau membuat 

aturan yang lebih jelas, lebih bagus dan lebih tepat dalam penyediaaan 

prosedur sarana dan prasarana PJOK yang ada di Kabupaten Pati; 

2. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerataan sarana dan 

prasarana PJOK yang ada di SMP se-Kabupaten Pati seharusnya di berikan 

secara benar dan secara tepat yang berdasarakan rasio jumlah siswa dan 

sarana dan prasarana PJOK yang memadai, agar terjamin pertanggung 

jawaban atau keadaan yang akan diambil. 

3. Untuk pemerintah Kabupaten Pati lebih khususnya pemerintah daerah atau 

(Pemda) dapat menyusun peraturanperudangan atau kenijakan yang tepat 

mengenai keolahragaan yang memayungi penyediaan sarana dan prasarana 

PJOK SMP sehingga Pemda memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

memenuhi sarana dan prasarana PJOK SMP secara memadai; 

4. Untuk pemerintah Kabupaten Pati seyogyanya menyusun langkah-langka 

kerjasama pengendalian dan pengontrolan agar kebijakan penyediaan sarana 

dan prasarana PJOK SM yang telah diputuskan oleh Disdikbud Pati dapat 

diterapkan oleh setiap SMP yang ada Kabupaten Pati sehingga penyediaan 

sarana dan prasarana PJOK Sekolah Menenga Pertama (SMP) yang ada di 

Kabupaten Pati dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. 
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Lampiran 7. Panduan Wawancara DISDIKBUD 

INSTRUMEN WAWANCARA DISDIKBUD KABUPATEN PATI 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Paryanto, S. Pd., M. M. 

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati 

Hari/Tanggal : Jumat / 14 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Aspek yang 

diungkap 

Pertanyaan Jawaban 

1. Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP 

1. Apakah ada kebijakan 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Belum Ada secara 

spesifik, tetapi 

penyediaan sarpras 

diatur dalam RPJMD, 

RKPD, Renja Disdikbud 

2. Bagaimana kebijakan 

pemerintah dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Kebijakan pemerintah 

tetap menyalurkan dana 

dari APBN dan APBD 

kepada SMP Terkait 

3. Bagaimana proses 

kebijakan pemerintah 

dalam penyediaam 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Dinas hanya 

menyalurkan dana 

kepada satuan 

Pendidikan untuk dapat 

dibelikan barang 
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4. Apakah ada yang 

terlibat dalam 

kebijakan pemerintah 

daerah dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada 

5. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

kebijakan tersebut? 

Bupati, Sekda, Kepala 

Disdikbud. 

6. Apakah faktor 

penghambat kebijakan 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada faktor penghambat. 

Terutama terkait 

pembiayaan yaitu 

penyaluran anggaran 

APBN dari pusat 

mengalami 

keterlambatan 

7. Apakah ada dana dari 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada, semua dana dari 

APBD Kabupaten Pati, 

APBN, dan BOS 

8. Apakah ada dana 

bantuan/sponsor dari 

Belum Ada  



 

129 
 

luar pemerintah dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

9. Adakah  rencana 

jangka panjang dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada, termuat dalam 

RPJ-Panjang 

2. Prosedur dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

10. Apakah ada prosedur 

khusus dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada 

11. Bagaimana prosedur 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

APBN dan APBN 

diberikan berupa 

regulasi barang 

BOS dilakukan ARKAS 

kemudian satuan 

Pendidikan 

mendapatkan dana dari 

dinas terkait untuk dapat 

dibelikan fasilitas 

melalui SIPlah 

12. Apakah prosedur 

pemerintah daerah 

Sudah Terealisasi 
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dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes 

sudah terealisasi? 

3. Pemerataan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

13. Apakah ada proses 

pemerataan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Tidak Ada 

14. Apakah penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP sudah merata? 

Belum, Karena 

anggaran terbatas 

15. Upaya apa saja yang 

dilakukan pemerintah 

daerah untuk 

melakukan pemerataan 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Pemerataan tergantung 

anggaran, ketika 

anggaran cukup maka 

dilakukan pemerataan 

16. Upaya apa saja yang 

dilakukan pemerintah 

pusat untuk melakukan 

pemerataan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Selalu menyalurkan 

dana untuk kepentingan 

penyediaan sarana dan 

prasarana satuan 

Pendidikan terkait 
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17. Apa saja faktor 

penghambat dalam 

melakukan pemerataan 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Factor utama yaitu 

ketersediaan barang 

4. Ketersediaan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

18. Apakah sarpras 

penjasorkes di SMP 

yang disediakan oleh 

pemerintah secara 

umum sudah 

memenuhi standar 

nasional baik secara 

kualitas maupun 

kuantitas? 

Standar kualitas aupun 

kuantitas anya diketahui 

oleh satuan pendidikan. 

Dinas terkait hanya 

menyalurkan dana untuk 

memenuhi laporan 

penyediaan fasilitas 

yang diberikan oleh 

satuan Pendidikan 

19. Apakah ada 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

dari pihak swasta? 

Tidak ada 

20. Apakah ada aspirasi 

masyarakat dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Tidak ada 
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5. Ketercukupan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

21. Siapa yang 

bertanggung jawab 

atas keterckupan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Masing-masing Satuan 

Pendidikan 

22. Apakah ada 

ketercukupan dana 

dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorks di 

SMP? 

Ada 

23. Apa saja kendala 

dalam mencukupi 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Dana yang akan 

disalurkan kepada 

satuan Pendidikan 

biasanya mengalami 

keterlambatan dari pusat 

6. Bentuk kebijakan 24. Siapa yang menyusun 

dan menetapkan setiap 

kebijakan penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Dinas terkait dan ada 

peran dari DPRD serta 

persetujuan Bupati 
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25. Apa bentuk kebijakan 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Sudah terdapat dalam 

Renja Disdikbud, Perda, 

dan Perbup 

26. Bagaimana proses 

penetapannya? 

Ditetapkan oleh Bupati 

Kabupaten Pati 

7. Landasan kebijakan 27. Apa landasan yang 

dipergunakan untuk 

menyusun dan 

menetapkan kebijakan 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

UU No. 3 tahun 2005 

dan Peraturan 

Pemerintah No. 16 

Tahun 2007 

28. Bagaimana Proses 

penyusunan landasan 

kebijakan tersebut? 

Dimulai dari UU No. 3 

tahun 2005 dan 

Peraturan Pemerintah 

No. 16 Tahun 2007 

8. Arah kebijakan 29. Bagaimana arah 

kebijakan penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Arah kebijakan ada di 

RENJA Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Pati Tahun 2017-2022 

Sebagai dokumen 

perencanaan teknis 

operasional dalam 
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menentukan arah 

kebijakan serta indikasi 

program dan kegiatan 

setiap urusandan bidang 

atau fungsi pemeritahan. 

30. Apakah 

memperhatikan semua 

kepentingan? 

Iya 

9. Substansi kebijakan 31. Apa bentuk substansi 

kebijakan penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 

2 Tahun 2017 

Peraturan Bupati 

Kabupaten Pati Noomr 

70 Tahun 2022 

Peraturan Bupati Pati 

Nomor 63 Tahun 2018 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 

7 Tahun 2019 

RENJA Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Kabupaten Pati 

32. Bagaimana proses 

penetapan substansi 

kebijakannya? 

1. Penetapan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati 

Nomor 2 Tahun 

2017 yang 

menetapkan 

Peraturan 

penyelenggaraan 

keolahragaan di 

Kabupaten Pati 

 

2. Penetapan 

Peraturan Bupati 

Kabupaten Pati 

Noomr 70 Tahun 
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2022 yang 

menetapkan 

Kedudukan, 

Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi 

Serta Tata kerja 

Dinas Pendidikan 

dan kebudayaan 

 

3. Penetapan 

Peraturan Bupati 

Pati Nomor 63 

Tahun 2018 yang 

menetapkan 

Rencana Strategis 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati 

Tahun 2017-2022 

 

4. Penetapan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati 

Nomor 7 Tahun 

2019 yang 

menetapkan 

Pedoman 

pembentukan 

susunan perangkat 

daerah 
 

5. Penetapan RENJA 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati 

yang menetapkan 

Sebagai dokumen 

perencanaan teknis 

operasional dalam 

menentukan arah 

kebijakan serta 

indikasi program 

dan kegiatan setiap 

urusandan bidang 

atau fungsi 

pemeritahan. 
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Lampiran 8. Panduan Wawancara Koordinator Sarpras SMP DISDIKBUD 

INSTRUMEN WAWANCARA DISDIKBUD KABUPATEN PATI 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Hendro Suryono, S. Pd. 

Jabatan : Widya Prada / Koordinator Sarana dan Prasarana SMP 

Hari/Tanggal : Jumat / 3 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Aspek yang 

diungkap 

Pertanyaan Jawaban 

1. Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP 

33. Apakah ada kebijakan 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Tidak Ada 

34. Bagaimana kebijakan 

pemerintah dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Kebijakan pemerintah 

tetap menyaurkan dana 

dari APBN dan APBD 

kepada SMP Terkait 

35. Bagaimana proses 

kebijakan pemerintah 

dalam penyediaam 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Dinas hanya 

menyalurkan dana 

kepada satuan 

Pendidikan untuk dapat 

dibelikan barang 
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36. Apakah ada yang 

terlibat dalam 

kebijakan pemerintah 

daerah dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada 

37. Siapa saja yang 

terlibat dalam 

kebijakan tersebut? 

Bupati, DPRD, 

Disdikbud, SMP Terkait 

38. Apakah faktor 

penghambat kebijakan 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada faktor penghambat. 

Terutama terkait 

pembiayaan yaitu 

penyaluran anggaran 

APBN dari pusat 

mengalami 

keterlambatan 

39. Apakah ada dana dari 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada, semua dana dari 

APBD Kabupaten Pati 

dan APBN 

40. Apakah ada dana 

bantuan/sponsor dari 

Belum Ada  
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luar pemerintah dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

41. Adakah  rencana 

jangka panjang dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Tidak Ada 

2. Prosedur dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

42. Apakah ada prosedur 

khusus dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada 

43. Bagaimana prosedur 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Disdikbud menerima 

kebutuhan yang 

disampaikan satuan 

Pendidikan, kemudian 

satuan Pendidikan 

mendapatkan dana dari 

dinas terkait untuk dapat 

dibelikan fasilitas 

melalui SIPlah 

44. Apakah prosedur 

pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

Sudah Terealisasi 
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sarpras penjasorkes 

sudah terealisasi? 

3. Pemerataan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

45. Apakah ada proses 

pemerataan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Tidak Ada 

46. Apakah penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP sudah merata? 

Belum, Karena 

anggaran terbatas 

47. Upaya apa saja yang 

dilakukan pemerintah 

daerah untuk 

melakukan pemerataan 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Pemerataan tergantung 

anggaran, Ketika 

anggaran cukup maka 

dilakukan pemerataan 

48. Upaya apa saja yang 

dilakukan pemerintah 

pusat untuk melakukan 

pemerataan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Selalu menyalurkan 

dana untuk kepentingan 

penyediaan sarana dan 

prasarana satuan 

Pendidikan terkait 
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49. Apa saja faktor 

penghambat dalam 

melakukan pemerataan 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Factor utama yaitu 

ketersediaan barang 

4. Ketersediaan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

50. Apakah sarpras 

penjasorkes di SMP 

yang disediakan oleh 

pemerintah secara 

umum sudah 

memenuhi standar 

nasional baik secara 

kualitas maupun 

kuantitas? 

Standar kualitas aupun 

kuantitas anya diketahui 

oleh satuan pendidikan. 

Dinas terkait hanya 

menyalurkan dana untuk 

memenuhi laporan 

penyediaan fasilitas 

yang diberikan oleh 

satuan Pendidikan 

51. Apakah ada 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

dari pihak swasta? 

Tidak ada 

52. Apakah ada aspirasi 

masyarakat dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Tidak ada 



 

141 
 

5. Ketercukupan dalam 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 

53. Siapa yang 

bertanggung jawab 

atas keterckupan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Masing-masing Satuan 

Pendidikan 

54. Apakah ada 

ketercukupan dana 

dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan 

sarpras penjasorks di 

SMP? 

Ada 

55. Apa saja kendala 

dalam mencukupi 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Dana yang akan 

disalurkan kepada 

satuan Pendidikan 

biasanya mengalami 

keterlambatan dari pusat 

6. Bentuk kebijakan 56. Siapa yang menyusun 

dan menetapkan setiap 

kebijakan penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Dinas terkait dan ada 

peran dari DPRD serta 

persetujuan Bupati 
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57. Apa bentuk kebijakan 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Sudah terdapat dalam 

Renja Disdikbud, Perda, 

dan Perbup 

58. Bagaimana proses 

penetapannya? 

Ditetapkan oleh Bupati 

Kabupaten Pati 

7. Landasan kebijakan 59. Apa landasan yang 

dipergunakan untuk 

menyusun dan 

menetapkan kebijakan 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

UU No. 3 tahun 2005 

dan Peraturan 

Pemerintah No. 16 

Tahun 2007 

60. Bagaimana Proses 

penyusunan landasan 

kebijakan tersebut? 

Dimulai dari UU No. 3 

tahun 2005 dan 

Peraturan Pemerintah 

No. 16 Tahun 2007 

8. Arah kebijakan 61. Bagaimana arah 

kebijakan penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Arah kebijakan ada di 

RENJA Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Pati Tahun 2017-2022 

Sebagai dokumen 

perencanaan teknis 

operasional dalam 
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menentukan arah 

kebijakan serta indikasi 

program dan kegiatan 

setiap urusandan bidang 

atau fungsi pemeritahan. 

62. Apakah 

memperhatikan semua 

kepentingan? 

Iya 

9. Substansi kebijakan 63. Apa bentuk substansi 

kebijakan penyediaan 

sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 

2 Tahun 2017 

Peraturan Bupati 

Kabupaten Pati Noomr 

70 Tahun 2022 

Peraturan Bupati Pati 

Nomor 63 Tahun 2018 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 

7 Tahun 2019 

RENJA Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Kabupaten Pati 

64. Bagaimana proses 

penetapan substansi 

kebijakannya? 

6. Penetapan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati 

Nomor 2 Tahun 

2017 yang 

menetapkan 

Peraturan 

penyelenggaraan 

keolahragaan di 

Kabupaten Pati 

 

7. Penetapan 

Peraturan Bupati 

Kabupaten Pati 

Noomr 70 Tahun 
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2022 yang 

menetapkan 

Kedudukan, 

Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi 

Serta Tata kerja 

Dinas Pendidikan 

dan kebudayaan 

 

8. Penetapan 

Peraturan Bupati 

Pati Nomor 63 

Tahun 2018 yang 

menetapkan 

Rencana Strategis 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati 

Tahun 2017-2022 

 

9. Penetapan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati 

Nomor 7 Tahun 

2019 yang 

menetapkan 

Pedoman 

pembentukan 

susunan perangkat 

daerah 
 

10. Penetapan RENJA 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati 

yang menetapkan 

Sebagai dokumen 

perencanaan teknis 

operasional dalam 

menentukan arah 

kebijakan serta 

indikasi program 

dan kegiatan setiap 

urusandan bidang 

atau fungsi 

pemeritahan. 
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Lampiran 9. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 1 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Bambang S. Pd. 

Jabatan : Pelaksana Sarana dan Prasarana SMPN 1 Pati 

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Mendapat proposal 

kebutuhan Guru 

mapelPJOK,setelah itu cek 

kondisi lapangan kemudian 

disampaikan oleh pengelola 

sarpras, bendahara BOS, dan 

Kepala Sekolah 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas dan kuantitas yang 

ada sangat bagus dan 

mencukupi untuk 

pembelajaran 
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4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru Mapel, Waka Sarpras, 

Sarpras Pelaksana, Sarpras 

Pengelola, Bendahara BOS, 

Kepala Sekolah 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Tidak Ada 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah merata 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, Komite pembuatan 

Indoor 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Kualitas dan kuantitas sarpras 

yang ada akan selalu 
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ditingkatkan sesuai dengan 

anggaran 
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Lampiran 10. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Ratawi, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMPN 1 Pati 

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Awal Tahun guru Mapel 

membuat ARKAS tentang 

kebutuhan alat PJOK, setelah 

itu disampaikan ke bagian 

sarpras dan diteruskan ke 

Bendahara BOS 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, arahan tentang 

menggunakan system SIPLah 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas dan kuantitas yang 

ada sangat bagus, memiliki 2 

Indoor yang tidak dimiliki 

SMP lain di Kabupaten Pati 
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4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru PJOK, Waka Sarpras, 

Bendahara BOS, Kepala 

Sekolah 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Memenuhi  

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Tidak  ada 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah merata, tetapi untuk 

cabang olahraga yang 

membutuhkan tanah luas 

seperti Sepak Bola, Atletik 

nomor lempar lembing, 

Lompat Jauh, dilakukan 

modifikasi olahraganya, 

karena prasarananya tidak 

ada seperti Lapangan 

Rumput, Kolam Pasir lompat 

Jauh. 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS, Droping berupa 

Barang 
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9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada 

Alumi memberikan bola 

basket, dan komite dalam 

pembangunan Indoor 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Kondisi sarpras selalu 

disesuaikan dengan anggaran 

keuangan yang ada dan 

kebutuhan 
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Lampiran 11. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Elina dan Azka 

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 1 Pati 

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah? 

Sudah 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Ada cabor yang 

belum memiliki 

sarana yaitu Raket 

Bulu Tangkis dan 

Shuttle Kok 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah Merata 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah anda dalam proses belajar mengajar? 

Sudah Cukup 

walaupun masih 

terdapat saran yang 

rusak untuk 

keberlangsungan 
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pembelajaran yaitu 

bola voli rusak 
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Lampiran 12. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 2 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Drs. Munif Wahyudi, M. Pd. 

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 2 Pati 

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Melalui usulan sat rapat 

dengan guru mapel berupa 

proposal 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas dan kuantitas yang 

ada disesuaikan dengan 

anggaran yang ada 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Wakil Kepala Sekolah 

Bagian Sarpras dan Guru 

PJOK 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Kurang memenuhi  
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6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Ada, tidak ada lapangan 

indoor, sehingga kegiatan 

olahraga siang hari akan 

terganggu 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Belum merata 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Tidak ada 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Belum 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Sarpras akan disesuaikan 

dengan kondisi sekolah dan 

kondisi siswanya 
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Lampiran 13. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Budi Setiawan, S. Pd. 

Jabatan : Guru PJOK SMP N 2 Pati 

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Guru Mapel membuat 

susunan pengaaan sarpras 

berupa proposal yang 

kemudian diserahkan ke 

Bendahara BOS 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas sarpras yang tersedia 

masuk kategori bagus, 

kemudian kuantitas masuk 

kategori memenuhi dengan 

mempertimbangkan jumlah 

sarpras dan jumlah siswa 
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4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru Mapel, Bendahara BOS 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Tnah lapangan rumput pecah 

dikarenakan saat ini masuk 

musim kemarau yang sangat 

panjang 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah merata di seluruh 

cabor 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS, DAK berupa 

barang 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, alumni memberikan 

bola dan sarpras tenis meja 2 

set untuk kenang-kenangan, 

Polres memberikan bola 

untuk kenang-kenangan, PT 

Dua Kelinci memberikan 

bola  

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 
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11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Kualitas dan kuantitas saat ini 

sudah bagus dan memenuhi 

proses pembelajaran, 

mungkin dari segi kualitas 

akan ditingkatkan kembali 
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Lampiran 14. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Alif dan Dafa 

Jabatan : Siswa SMP N 2 Pati 

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah? 

Sudah  

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah tersedia di 

seluruh cabor yang 

ada di SMP N 2 

Pati 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah merata di 

seluruh cabor 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana 

penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar 

mengajar? 

Sudah mencukupi 

dalam proses 

pembelajaran 

dilihat dari 

kuantitas sarpras 

dan jumlah siswa 
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Lampiran 15. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 3 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Aptri Satmoko 

Jabatan : Kepala TU dan Bendahara BOS SMP N 3 Pati 

Hari/Tanggal : Sabtu / 11 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Guru Mapel membuat 

proposal kemudian 

disampaikan kepada kepala 

sekolah dan diteruskan 

kepada bendahara sekolah 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, tengtang penggunaan 

SIPLAH dan arahan untuk 

fasilitas cabor unggulan 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas masuk kategori 

bagus, tetapi kuantitas masih 

kurang 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru mata Pelajaran dan 

pengurus asset 
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5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Terdapat cabor yang tidak 

memiliki sarpras sehingga 

dilakukan modifikasi  

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

BOS APBN, BOS APBD 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Belum ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Semoga di tahun berikutnya 

kualitas dan kuantitas akan 

ditambah lagi 
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Lampiran 16. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 3 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Lutfi Adyanto S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 3 Pati 

Hari/Tanggal : Sabtu/11 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Membuat cacatan dan 

proposal pada akhir tahun 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, penyediaan sarpras 

disesuaikan dengan SSH 

Pemda 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas dan kuantitas sesuai 

dengan SSH 

Kualitas masuk kategori 

bagus dan kuantitas cukup 

untuk pembelajaran 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru mapel dan wakasarpras 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah 
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6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Ada, lapangan sepak bola 

harus menggunakan lapangan 

desa untuk pembelajaran 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS APBN, BOS 

APBD, dan bantuan berupa 

sarana 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Kualitas dan kuantitas harus 

ditambah 
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Lampiran 17. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 3 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Muhamad Afif .F. dan Hanskalsen .Z. Gulo 

Jabatan : Siswa SMP N 3 Pati 

Hari/Tanggal : Sabtu/11 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah? 

Sudah 

melakukan 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah tersedia, 

tetapi terdapat 

beberapa cabor 

yang harus 

dimodifikasi 

dikarenakan 

lokasi 

minimnya 

lokasi 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah merata 
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4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah anda dalam proses belajar mengajar? 

Sudah cukup 

untuk 

pembelajaran 
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Lampiran 18. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 4 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Drs. Mulyono, M. Pd. 

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Awal tahun proposal dari 

guru mapel diseleksi oleh 

bendahara BOS kemudian 

dilaporkan kepada Kepala 

Sekolah dan Wakasarpras 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, pengarahan penyediaan 

disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas masuk kategori 

cukup, tetapi kuantitas 

kurang 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru mata Pelajaran, Kepala 

Sekolah, Wakasarpras 
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5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Terdapat cabor yang tidak 

memiliki sarpras dan Indoor 

dalam renovasi  

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Belum merata di semua cabor 

yang ada di mata Pelajaran 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

BOS APBN, BOS APBD 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, berupa Buku untuk mata 

pelajaran PJOK 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Pihak sekolah akan selalu 

menaikan kualitasa dan 

kuantitas secara bertahap 
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Lampiran 19. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 4 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Alfian, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 4 Pati 

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Guru Mapel membuat 

proposal setahun sekali 

tentang pengadaan sarpras 

PJOK yang diserahkan ke 

Bendahara BOS 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak Ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas sarpras masuk 

kategori bagus, untuk 

kuantitas masuk kategori 

kurang dikarenakan terdapat 

beberapa cabor yang 

memiliki sarpras tidak 
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memenuhi dengan jumlah 

siswa. 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru Mapel, Kepala Sekolah, 

Bendahara BOS 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Memenuhi, tetapi terdapat 

beberapa cabor yang belum 

memenuhi yaitu kekurangan 

raket dalam cabor bulu 

tangkis dan tidak tersedia 

lapangan yang luas untuk 

praktik lempar lembing, 

sehingga praktik lempar 

lembing tidak diberikan 

praktek lapangan dengan 

mempertimbangkan 

keselamatan siswa 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Ada, kurangnya beberapa 

sarpras di beberapa cabor 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah merata 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS  
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9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, berupa barang shuttle 

kok 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah  

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Saat ini guru PJOK 

khususnya sedang 

mengupayakan untuk 

merealisasikan sarpras baru 

yaitu lapangan indoor dan 

mengupayakan untuk 

pemeliharaan tetap selalu 

dilakukan 
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Lampiran 20. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 4 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Denys Rizal dan Danish Mirza 

Jabatan : Siswa SMP N 4 Pati 

Hari/Tanggal : Rabu / 8 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah? 

Sudah 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah layak untuk 

proses 

pembelajaran tetapi 

masih terkendala 

dalam praktik 

Cabor atletik 

nomor lempar 

lembing 

dikarenakan hanya 

menggunakan 

lapangan rumput 

kecil sehingga 
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melihat dari faktor 

keselamatan siswa 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah merata di 

seluruh cabor yang 

ada di SMP N 4 

Pati 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah anda dalam proses belajar mengajar? 

Mungkin ada salah 

satu cabor yang 

sarananya belum 

tercukupi yaitu 

Bulu Tangkis, 

yaitu sarana dan 

jumlah siswanya 

tidak seimbang 
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Lampiran 21. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 6 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Dila, S. Pd. 

Jabatan : Wakil Kepala Sarpras dan Guru Penjasorkes SMPN 6 Pati 

Hari/Tanggal : Jumat / 10 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Tidak ada 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, dari BBPMP 

memberikan seminar tentang 

perbaikan kualitas sarpras  

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas dan kuantitas sarpras 

sangat kurang 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru Mapel, Kepala Sekolah, 

Waka Sarpras 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Tidak 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Ada, Sarpras yang ada tidak 

memenuhi untuk proses 

pembelajaran 
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7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Belum 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Belum ada 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak Ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Belum 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Dikarenakan sekolah kecil 

dan memiliki siswa sedikit 

sehingga tidak mendapatkan 

dana BOS, semoga ada 

pemerhati khusus dari 

pemerintah daerah terkait 

tentang penyediaan sarpras 

khsusnya di PJOK sehingga 

proses pembelajaran dapat 

berjalan semestinya 
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Lampiran 22. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 6 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Dila, S. Pd. 

Jabatan : Wakil Kepala Sarpras dan Guru PJOK SMPN 6 Pati 

Hari/Tanggal : Jumat / 10 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Tidak ada 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, dari BBPMP 

memberikan seminar tentang 

perbaikan kualitas sarpras  

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas dan kuantitas sarpras 

sangat kurang 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru Mapel, Kepala Sekolah, 

Waka Sarpras 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Tidak 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Ada, Sarpras yang ada tidak 

memenuhi untuk proses 

pembelajaran 
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7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Belum 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Belum ada 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak Ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Belum 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Dikarenakan sekolah kecil 

dan memiliki siswa sedikit 

sehingga tidak mendapatkan 

dana BOS, semoga ada 

pemerhati khusus dari 

pemerintah daerah terkait 

tentang penyediaan sarpras 

khsusnya di PJOK sehingga 

proses pembelajaran dapat 

berjalan semestinya 

 

 



 

176 
 

Lampiran 23. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 6 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : M Aldi Ramadhan 

Jabatan : Siswa SMPN 6 Pati 

Hari/Tanggal : Jumat / 10 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah? 

Sudah, tidak semua 

di cabang olahraga 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Kurang, banyak 

cabor yang tidak 

tersedia sarpras 

PJOK seperti 

Raket, Shuttle Kok, 

Bola Basket, dll. 

Bola voli memiliki 

1 dalam 1 sekolah  

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Belum merata 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah anda dalam proses belajar mengajar? 

Tidak cukup untuk 

pembelajaran siswa 
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Lampiran 24. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 7 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Ilma, S. Pd. 

Jabatan : Seksi Sarana dan Prasarana SMPN 7 Pati 

Hari/Tanggal : Kamis / 9 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Pertama dilakukan rapat 

koordinasi kebutuhan dengan 

guru mata Pelajaran, 

kemudian disampaikan 

kepada Sarpras SMP, setelah 

itu disampaikan kepada 

Bendahara BOS 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, terkait SOP dalam 

pengadaan sarpras 

kebutuhantiap masing-masing 

guru mata Pelajaran 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas dan kuantitas yang 

lebih paham dan mengetahui 
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yaitu guru mata pelajaran 

PJOK  

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kepala sekolah yang 

bertanggung jawab utama 

kemudian Bendahara BOS, 

Waka Sarpras, guru mapel 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Ada, proyektor yang kurang 

memadai dalam pembelajaran 

teori olahraga dan lapangan 

rumput besar akan banjir 

ketika musim penghujan dan 

akan pecah-pecah ketika 

musim kemarau  

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak ada 



 

179 
 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Sekolah berupaya untuk terus 

meningkatkan kualitas dan 

kuantitas disesuaikan dengan 

kebutuhan yang penting 
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Lampiran 25. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 7 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Ibnu, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMPN 7 Pati 

Hari/Tanggal : Kamis / 9 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Guru Penjsorkes membuat 

proposal pengadaan barang 

kemudian minta persetujuaan 

Kepala Sekolah, setelah itu 

disampaikan ke Bendahara  

BOS 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, penyediaan sarpras 

disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan 

sekolah 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas yang ada sudah 

memenuhi standard 

Kuantitas masih terdapat 

beberapa cabor yang 
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memiliki jumlah sarpras 

kurang 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru PJOK, Bendahara BOS, 

Kepala Sekolah, Waka 

Sarpras 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Memenuhi, tetapi terdapat 

cabor ada yang belum 

memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Ada, dikarenakan lapangan 

Rumput pecah, terdapat 

sarana yang tidak memenuhi 

seperti raket Bulu Tangkis, 

sehingga sisw diminta 

membawa raket sendiri 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah  

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, Puskesmas memalukan 

sosialisasi memberikan bola 

voli sebagai kenang-

kenangan 
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10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Dikarenakan siswa unggul di 

cabang olahraga bola besar 

sehingga kualitas dan 

kuantitas cabor bola besar 

sangat bagus. Kedepannya 

sekolah akan berupaya untuk 

meningkatkan sarpras di 

semua cabor yang tersedia 
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Lampiran 26. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 7 PATI 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Sabrina dan Nur Uswatun 

Jabatan : Siswi SMPN 7 Pati 

Hari/Tanggal : Kamis / 9 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah? 

Sudah 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah tersedia, 

tetapi terdapat 

cabor yang masih 

tidak tersedia 

sarana yaitu Cabor 

Bulu Tangkis tidak 

memiliki raket, 

sehingga siswa 

mmbawa raket dari 

rumah dan Ketika 

siswa tidak punya 

harus beli terlebih 

dahulu 



 

184 
 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Belum merata 

seluruhnya 

Bulu tangkis tidak 

ada raket dan 

lapangannya dalam 

proses 

pembangunan 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah anda dalam proses belajar mengajar? 

Sudah mencukupi 

Dikarenakan cabor 

keunggulan SMPN 

7 Pati yaitu Bola 

Voli maka sarpras 

cabor Bola Voli 

sangat lengkap 
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Lampiran 27. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 1 

WEDARIJAKSA 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Ali Mustofa, S. Pd., M. Pd. 

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 1 Wedarijaksa 

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Kepala Sekolah, Bendahara 

BOS, dan Tim Pembantu 

menerima Proposal yang 

diajukan oleh Guru Mapel 

PJOK kemudian proposal 

tersebut di anggarkan dengan 

berpedoman pada Standar 

Satuan Harga. Kemudian 

setelah dikonfirmasi maka 

akan diajukan pengadaan 

barang dan jasa kepada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pati 
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2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak Ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas sarpras yang ada 

sudah cukup dalam proses 

pembelajaran, kemudian 

untuk kuantitas sudah 

mencukupi dilihat dari 

jumlah sarpras yang ada dan 

untuk pembelajaran 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kepala Sekolah, bendahara 

BOS, Waki Kepala Sekolah 

bagian Sarpras, Guru Mapel 

PJOK 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Dikarenakan bantuan dana 

yang diberikan pemerintah 

standar minimal dan harus 

merata di semua mapel yang 

membutuhkan, sehingga 

dalam penyediaan sarpras 

khusus di PJOK juga 
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bertahap dari tahun ke tahun 

melihat minimnya dana. 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS Pusat, BOS 

Daerah, DAK berupa barang 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak Ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Untuk rencana tahun depan 

akan dilakukan peningkatan 

kualitas dan kuantitas 

penyediaan sarpras PJOK di 

SMP 
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Lampiran 28. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 WEDARIJAKSA 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Subadi, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 1 Wedarijaksa 

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Guru Mapel PJOK membuat 

proposal yang berisi susunan 

sarpras yang dianggarkan 

kemudian disampaikan 

kepada Kepala Sekolah guna 

di cek apakah melebihi SSH 

atau tidak untuk selanjutnya 

diverifikasi dan dilakukan 

pengadaan Sarpras  

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, arahan tersebut 

langsung ditujukan kepada 

Guru Mapel Penjsorkes 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas sarpras yang ada 

sudah bagus, untuk kuantitas 
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juga sudah mencukupi tetapi 

masih perlu ditambah 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru Mapel, Pembina OSIS, 

Kepala Sekolah, bendahara, 

Wakil Kepala Sekolah bagian 

Sarpras 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Kualitas sarana masih 

terdapat beberapa yang 

menggunakan sarana rusak 

sedang dikarenakan untuk 

mencukupi dengan 

jumlahnya siswa 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah merata 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada, BOS Daerah, BOS 

Pusat, DAK berupa barang, 

Dana pilihan dari 

Kemendikbud untuk 

mengembangan prestasi 

Akademik dan Non 
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Akademik 80 Jt pada tahun 

2023. 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Ada, Alumni pernah 

memberikan subangan berupa 

barang yaitu Bola Basket dan 

peralatan Softball.  

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Kualitas dan kuantitas sarpras 

yang ada sudah memenuhi 

untuk proses pembelajaran, 

tetapi untuk dapat bersaing 

dan berprestasi tinggi maka 

akan perlu ditingkatkan lagi 

kualitas dan kuantitas sarpras 

yang ada dengan pemerintah 

memberikan anggaran khusus 

di Sarpras PJOK. 
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Lampiran 29. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 WEDARIJAKSA 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Melo Dika Ahda. A. dan Duta Putri Ramadhani 

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 1 Wedarijaksa 

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah? 

Sudah melakukan 

prosedur 

pengadaan setiap 

tahunnya 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Untuk proses 

pembelajaran, 

ketersediaan 

sarpras yang ada 

sudah bagus  

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah merata ke 

seluruh cabang 

olahraga yang ada 

dalam Mata 

Pelajaran PJOK 
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4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah anda dalam proses belajar mengajar? 

Sudh mencukupi 

dalam proses 

pembelajaran 
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Lampiran 30. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 2 

WEDARIJAKSA 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Amin Mustofa, S. Pd., M. Pd. 

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 2 Wedarijaksa 

Hari/Tanggal : Senin / 6 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Wakil Kepala Sekah bagian 

Sarpras memberikan 

informasi kepada Guru 

Mapel, kemudian guru mapel 

membuat Rancangan 

Anggaran Tahunan. Setelah 

itu Rancangan tersebut akan 

ditelaah oleh Tim Belanja 

Barang yang meliputi Kepala 

Sekolah, Bendahara BOS, 

dan Pembantu. Setelah di 

konfirmasi oleh Tim Belanja 

Barang, maka pengadaan 

sarpras akan direalisasikan. 
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2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak Ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas: sarana yang ada 

masuk dalam kualitas bagus 

tetapi dari segi prasarana 

masuk dalam kategori  

kurang dikarenakan terdapat 

prasarana yang digunakan 

untuk keperluan lain seperti 

lapangan rumput beralih 

fungsi untuk kebun 

Kuantitas: kuantitas sarpras 

yang ada masih kurang, 

dikarenakan dana yang 

diberikan dari pemerintah 

untuk tahun ini dialokasikan 

untuk melengkapi sarpras 

satu sabang olahraga yaitu 

pencak silat. 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah Bagian 

Sarpras, Guru Mapel PJOK 
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5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah memenuhi untuk 

seluruh cabor yang ada di 

SMP 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Permasalahan yang terjadi 

yaitu di cabor sepak bola 

dikarenakan pembelajaran 

dilakukan di lapangan 

multifungsi Cor Beton bukan 

di lapangan rumput. 

Kemudian untuk cabor yang 

seharusnya dilakukan di 

lapangan Indoor, masih 

dilakukan di lapangan 

outdoor dikarenakan tidak 

tersedia lapangan indoor. 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah Merata 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada menggunakan Dana 

BOS Pusat, Dana BOS 

Daerah 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Belum Ada 
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10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Dari pihak sekolah tetap 

melakukan peningkatan 

penyediaan sarpras di SMP 

dari tahun ke tahun supaya 

kenyamanan siswa dalam 

proses belajar mengajar dapat 

berjalan lancar.  
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Lampiran 31. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 WEDARIJAKSA 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PJOK SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Tentrem, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran PJOK SMP N 2 Wedarijaksa 

Hari/Tanggal : Senin / 6 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras PJOK 

di SMP? 

Guru Mapel membuat 

Rancangan Anggaran 

Tahunan, kemudian 

disampaikan kepada Tim 

Belanja Barang 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Tidak Ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Kualitas sarana sudah bagus, 

tetapi prasarana masih 

kurang, dari segi kuantitas 

sarpras juga kurang 

dikarenakan pembelajaran 

dilakukan dengan 
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menggunakan sarpras jumlah 

seadanya. 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP? 

Guru Mapel PJOK, Kepala 

Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah Bagian Sarpras 

5. Apakah sarpras PJOK di SMP yang tersedia 

memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah Memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras PJOK di SMP dengan proses belajar 

mengajar? 

Terdapat sarpras yang tidak 

digunakan dengan fungsi 

aslinya, seperti lapangan 

rumput yang seharusnya 

digunakan untuk sepak bolah 

dan olahraga lain, tetapi 

digunakan untuk berkebun. 

7. Apakah penyediaan sarpras PJOK sudah merata 

di semua cabang olahraga? 

Sudah Merata tetapi 

kuantitasnya masih minim 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras PJOK di SMP? 

Ada dari BOS Pusat dan BOS 

Daerah 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras PJOK di 

SMP? 

Belum Ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

Sudah 
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guna tercukupi penyediaan sarpras PJOKdi 

SMP? 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras PJOK di SMP saat ini? 

Harapan dari Guru PJOK 

yaitu sarpras dapat digunakan 

dengan fungsi aslinya. 

Kemudian besar harpan 

supaya terealisasi adanya 

lapangan untuk indoor 
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Lampiran 32. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 WEDARIJAKSA 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana PJOK di SMP 

Nama  : Muhammad Ramadhan & Carly 

Jabatan : Siswa SMP N 2 Wedarijaksa 

Hari/Tanggal : Senin / 6 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana PJOK di sekolah? 

Sudah melakukan 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Masih kurang dari 

segi kualitas 

maupun kuantitas 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah saudara? 

Sudah Merata 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana PJOK di 

sekolah anda dalam proses belajar mengajar? 

Sarpras yang ada 

belum mencukupi 

dengan 

dibandingkan sama 

jumlah siswa 
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Lampiran 33. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 1 TRANGKIL 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  :  Kristina Ratna Kartika, S. Pd., M. Pd.  

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 1 Trangkil 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel cek kondisi 

dilapangan sesuai dengan 

kebutuhan, kemudian 

disampaikan kepada Kepala 

Sekolah dalam bentuk 

catatan, kemudian diteruskan 

kepada Bendahara 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas masuk kategori 

bagus dan kuantitas termasuk 

cukup 
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4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Guru Mata Pelajaran, Kepala 

Sekolah, Wakasarpras 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Terdapat sarana dan 

prasarana dalam kondisi 

rusak, sehingga permasalahan 

terdapat di perawatan sarpras 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Sudah merata 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, dana BOS 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada, dalam bentuk barang 

seperti Ring Basket 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Semoga perawatan selalu 

ditingkatkan dan 

menganggarkan sesuai 

dengan kebutuhan untuk 
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meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarpras 
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Lampiran 34. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 TRANGKIL 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Teguh, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 2 Trangkil 

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel membuat catatan 

sarpras yang dibutuhkan 

kemudian disampaikan 

kepada Kepala Sekolah untuk 

diterusakan ke Bendahara 

BOS 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada  

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas dan kuantitas sarpras 

sudah baik dalam mencukupi 

proses pembelajaran 
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4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel, Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah bagian 

Sarpras 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah Memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Ada, terdapat salah satu 

sarpras cabang olahraga yang 

mengalami kerusakan akibat 

cuaca ekstrem sehingga 

pembelajaran tetap 

dilaksanakan walaupun 

sarpras tidak bekerja secara 

normal 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Sudah merata dengan dilihat 

jumlah siswa dan jumlah 

sarpras 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, BOS Pusat, BOS 

Daerah, DAK berupa barang 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada, PG Trangkil pernah 

memberikan bantuan sarpras 

kepada SMP N 1 Trangkil 

berupa Ring Basket  
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10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Pihak Sekolah dengan di 

koordinir oleh Guru Mapel 

setiap tahunnya berupaya 

meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarpras supaya lebih 

baik dari tahun-tahun 

sebelumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 
 

Lampiran 35. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 TRANGKIL 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Akbar dan Bian 

Jabatan : Siswa SMP N 1 Trangkil 

Hari/Tanggal : Sabtu / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah? 

Sudah 

melakukan 

prosedur 

penyediaan 

sarpras 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah tersedia, 

tetapi terdapat 

beberapa cabor 

yang harus 

menggunakan 

fasilitas yang 

rusak 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah merata 
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4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana 

penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar 

mengajar? 

Sudah cukup 

untuk 

pembelajaran 

walaupun 

tērdapat 

kuantitas 

sarana, 

sehingga 

penggunakan 

sarana harus 

bergantian 
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Lampiran 36. Panduan Wawancara Kepala Sekolah SMP N 2 TRANGKIL 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Rudi Hariatno, S. Pd. 

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 2 Trangkil 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Awal tahun atau ajaran baru, 

guru mapel membuat 

proposal pengadaan sarpras 

apa saj yang dibutuhkan 

untuk proses pembelajaran, 

kemudian disampaikan 

kepada Kepala Sekolah dan 

Bendahara untuk diverifikasi 

dan diteruskan kepada dinas 

terkait untuk dianggarkan. 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Tidak Ada 
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3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas sarpras yang ada 

sudah cukup dalam proses 

pembelajaran, tetapi untuk 

kuantitas masih kurang 

dengan dibandingkan jumlah 

siswa dalam pembelajaran 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel Penjasorkes 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah, tetapi dengan standar 

minimal 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Dilihat di lapangan, 

permasalahan mungkin 

terdapat pada sarpras yang 

rusak tetapi masih digunakan 

untuk proses pembelajaran 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Sudah, walaupun dari 

kuantitas kurang 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, Dana BOS, DAK 

berupa barang 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Tidak Ada 
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10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah sesuai dengan 

kebutuhan satuan pendidikan 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Pihak sekolah selalu 

mengupayakan untuk 

peningkatan kualitas dan 

kuantitas penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 
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Lampiran 37. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 TRANGKIL 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Retno Juharso, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 2 Trangkil 

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel membuat 

proposal tahunan yang 

berisikan tentang daftar 

kebutuhan apa saja yang 

diperlukan guna penyediaan 

sarpras penjasorkes 

terpenuhi. Setelah itu 

diberikan kepada Kepala 

Sekolah untuk proses 

verifikasi 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada  
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3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas sarpras sudah baik 

dalam mencukupi proses 

pembelajaran 

Kuantitas sarpras juga sudah 

mencukupi untuk proses 

pembelajaran dilihat dari 

jumlah siswa dan jmlah 

sarpras 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel, Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah bagian 

Sarpras 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah Memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Ada, terdapat salah satu 

sarpras cabang olahraga yang 

mengalami kerusakan akibat 

tergenang banjir waktu 

musim penghujan yaitu berpa 

matras. Sehingga proses 

pembelajaran yang 

menggunakan matras sedikit 

terganggu dikarenakan 
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beberapa matras mengalami 

kerusakan. 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Sudah merata dengan dilihat 

jumlah siswa dan jumlah 

sarpras 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, BOS Pusat, BOS 

Daerah, DAK berupa barang 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada, PG Trangkil pernah 

memberikan bantuan sarpras 

kepada SMP N 2 Trangkil 

berupa Tiang Ring Basket  

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Sarpras penjasorkes yang ada 

sudah masuk dalam kategori 

tercukupi untuk proses 

pembelajaran. Kemudian 

Pihak Sekolah dengan di 

koordinir oleh Guru Mapel 

setiap tahunnya berupaya 

meningkatkan kualitas dan 
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kuantitas sarpras supaya lebih 

baik dari tahun-tahun 

sebelumnya 
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Lampiran 38. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 TRANGKIL 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Suko Pratomo dan Ahmad Sunaji 

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 2 Trangkil 

Hari/Tanggal : Selasa / 7 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah? 

Sudah melakukan 

prosedur 

pengadaan setiap 

tahunnya 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Untuk proses 

pembelajaran, 

ketersediaan 

sarpras yang ada 

sudah bagus  

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah merata ke 

seluruh cabang 

olahraga yang ada 

dalam Mata 

Pelajaran 

penjasorkes 
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4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana 

penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar 

mengajar? 

Belum mencukupi 

dalam proses 

pembelajaran 

dikarenakan masih 

menggunakan 

sarpras yang tidak 

layak 
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Lampiran 39. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 1 MARGOYOSO 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Drs. Teguh Sudadi, M. M. 

Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 1 Margoyoso 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Akhir tahun, guru mapel 

membuat catatan pengadaan 

sarpras apa saj yang 

dibutuhkan untuk proses 

pembelajaran, kemudian 

disampaikan kepada Kepala 

Sekolah dan Bendahara untuk 

diverifikasi dan diteruskan 

kepada dinas terkait untuk 

dianggarkan dengan dana 

BOS 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada, tentang aplikasi SIPLah 

atau aplikasi untuk pembelian 

barang 
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3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas sarpras yang ada 

sudah sesuai standar untuk 

proses pembelajaran, untuk 

kuantitas sudah cukup dengan 

dibandingkan jumlah siswa 

dalam pembelajaran 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Bagian Sarpras, 

Bendahara, Guru Mapel 

Penjasorkes 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Ada, terdapat beberapa cabor 

yang tidak memiliki sarpras 

seperti cabor Panahan 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Belum, terdpaatcabor yang 

belum yaitu panahan 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, Dana BOS, DAK 

berupa barang 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada, dari pihak swasta 

pembuatan indoor 
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10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah sesuai dengan 

kebutuhan satuan pendidikan 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Pihak sekolah selalu 

mengupayakan untuk 

menjaga kualitas dan 

meningkatkan kuantitas 

penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP 
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Lampiran 40. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 1 MARGOYOSO 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Nugroho Aji, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 1 Margoyoso 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel membuat 

proposal pengajuan alat yang 

ditujukan kepada Kepala 

Sekolah, Bendahara, dan 

Wakasarpras. Setelah itu 

dilakukan proses verifikasi. 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Tidak ada 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas sarpras sudah bagus 

untuk proses pembelajaran 

Kuantitas sarpras juga sudah 

cukup untuk proses 

pembelajaran dilihat dari 
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jumlah siswa dan jmlah 

sarpras 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah Memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Ada, terdapat cabang 

olahraga yang tidak ada 

sarpras, seperti cabor bulu 

angkis. Sehingga proses 

pembelajaran terhambat. 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Belum, masih terdapat cabor 

yang tidak ada sarpras 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, BOS, DAK berupa 

barang 

9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada, Alumni memberikan 

Kaos TIM, Bola untuk siswa 

siswi dalam penunjang 

pembelajaran  

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah 



 

223 
 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Sarpras penjasorkes yang ada 

sudah masuk dalam kategori 

tercukupi untuk proses 

pembelajaran. Kemudian 

Pihak Sekolah dengan di 

koordinir oleh Guru Mapel 

setiap tahunnya berupaya 

mencukupi kuantitas dan 

berfokus pada cabor ungulan 

seperti Sepak Bola dan Bola 

Voli 
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Lampiran 41. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 1 MARGOYOSO 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : M. Azzam Mifzal dan Wahi Rojam 

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 1 Margoyoso 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah? 

Sudah melakukan 

prosedur 

pengadaan setiap 

tahunnya 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Untuk proses 

pembelajaran, 

ketersediaan 

sarpras sudah 

tersedia tetapi 

masih terkendala 

prasarana yang 

kurang memadai. 

Seperti lapangan 

rumput yang tidak 

rata  
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3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah merata ke 

seluruh cabang 

olahraga yang ada 

dalam Mata 

Pelajaran 

penjasorkes 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana 

penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar 

mengajar? 

Sudah mencukupi 

dalam proses 

pembelajaran 
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Lampiran 42. Panduan Wawancara Kepsek SMP N 2 MARGOYOSO 

INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Sukarto, S. Pd. 

Jabatan : Wakil Kepala bagian Sarpras SMP N 2 Margoyoso 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Melihat skala prioritas dan 

menyesuaikan kebutuhab, 

guru mapel membuat catatan 

untuk menganggarkan sarpras 

kemudian disampaikan 

kepada wakasarpras dan 

diteruskan ke Aplikasi 

Rencana Kegiatan dan 

Angaran Sekolah (ARKAS). 

Setelah masuk ke ARKAS 

kemudian di teruskan kepada 

Kepala Sekolah 
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2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Ada, terkait tentang Standar 

Satuan Harga (SSH) 

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas sarpras yang ada 

sudah cukup dalam proses 

pembelajaran, tetapi untuk 

kuantitas kurang jika 

dibandingkan jumlah siswa 

dalam pembelajaran 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel Penjasorkes 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah,  

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Dilihat di lapangan, 

permasalahan mungkin 

terdapat pada sarpras dengan 

kondisi seadaan 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Sudah, walaupun dari 

kuantitas kurang 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, Dana BOS, DAK 

berupa barang 
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9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Tidak Ada 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah sesuai dengan 

kebutuhan satuan Pendidikan 

serta digunakan untuk 

perawatan 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Dikarenakan Cabor Vola Voli 

merupakan cabor unggulan 

dan kondisi sarprasnya 

seadanya, maka rencana 

kedepan pihak sekolah akan 

melengkapi sarpras di cabor 

unggulan terlebih dahulu 
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Lampiran 43. Panduan Wawancara Guru PJOK SMP N 2 MARGOYOSO 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PENJAS SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Sigit Ardhianto, S. Pd. 

Jabatan : Guru Mata Pelajaran Penjas SMP N 2 Margoyoso 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, 

Ketercukupan 

Jawaban 

1. Bagaimana prosedur pengadaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel membuat catatan 

tentang daftar kebutuhan apa 

saja yang dibutuhkan guna 

penyediaan sarpras PJOK. 

Setelah itu diberikan kepada 

Wakasarpras dan diteruskan 

kepada Bendahara untuk 

proses verifikasi 

2. Apakah ada arahan khusus dari pemerintah 

daerah dalam penyediaan sarpras penjasorkes di 

SMP? 

Tidak Ada  

3. Bagaimana kualitas dan kuantitas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Kualitas sarpras sudah 

mencukupi proses 

pembelajaran 
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Kuantitas sarpras juga sudah 

mencukupi proses 

pembelajaran dilihat dari 

jumlah siswa dan masih ada 

cabor yang menggunakan 

sarpras seadanya 

4. Siapa yang bertanggung jawab atas ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP? 

Guru Mapel, Wakil Kepala 

Sekolah bagian Sarpras 

5. Apakah sarpras penjasorkes di SMP yang 

tersedia memenuhi dalam proses pembelajaran? 

Sudah Memenuhi 

6. Adakah permasalahan kondisi ketersediaan 

sarpras penjasorkes di SMP dengan proses 

belajar mengajar? 

Ada, masih terkendala tidak 

ada indoor, sehingga 

pembelajaran musim 

penghujan banyak di dalam 

kelas dan terdapat prasarana 

lapangan rumput yang jarang 

dipakai karena banyak duri di 

tengah lapangan 

7. Apakah penyediaan sarpras penjasorkes sudah 

merata di semua cabang olahraga? 

Belum merata di semua cabor 

pembelajaran 

8.  Adakah bantuan dana dari pemerintah daerah 

dalam penyediaan sarpras penjasorkes di SMP? 

Ada, BOS  
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9.  Apakah ada anggaran dana dari luar pemerintah 

untuk tercukupinya penyediaan sarpras 

penjasorkes di SMP? 

Ada, menggunakan uang 

pribadi Kepala Sekolah 

dalam mencukupi penyediaan 

sarpras PJOK 

10. Apakah bantuan dana yang diberikan oleh 

pemerintah daerah telah digunakan semestinya 

guna tercukupi penyediaan sarpras 

penjasorkesdi SMP? 

Sudah 

11. Apa pendapat kedepannya bapak/ibu terkait 

dengan kondisi sarpras penjasorkes di SMP saat 

ini? 

Melihat kondisi sarpras saat 

ini, pendapat kedepannya 

semoga penyediaan sarpras 

disesuaikan dengan 

kebutuhan dan anggaran yang 

ada 
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Lampiran 44. Panduan Wawancara Siswa Siswi SMP N 2 MARGOYOSO 

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA SISWI SMP 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Penjasorkes di SMP 

Nama  : Rizki Bahtiar dan Nabila Ayuni 

Jabatan : Siswa dan Siswi SMP N 2 Margoyoso 

Hari/Tanggal : Senin / 13 November 2023 

Pewawancara : Fajar Hamzah 

No. Prosedur, Ketersediaan, Pemerataan, Ketercukupan Jawaban 

1. Apakah pihak sekolah telah melakukan prosedur 

penyediaan sarana dan prasarana penjasorkes di sekolah? 

Sudah melakukan 

prosedur 

pengadaan sarapras 

PJOK 

2. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah tersedia 

untuk proses 

pembelajaran 

walaupun tidak 

sesuai dengan 

standar, tetapi 

dapat bermanfaat 

untuk 

pembelajaran 

3. Bagaimana pemerataan  sarana dan prasarana penjasorkes 

di sekolah saudara? 

Sudah merata ke 

seluruh cabang 
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olahraga yang ada 

dalam Mata 

Pelajaran 

penjasorkes 

4.  Bagaimana ketercukupan sarana dan prasarana 

penjasorkes di sekolah anda dalam proses belajar 

mengajar? 

Sudah mencukupi 

dalam proses 

pembelajaran 
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Lampiran 45. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
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Lampiran 46. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
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Lampiran 47. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2022
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Lampiran 48. Pedoman Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
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Lampiran 49. Pedoman Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
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